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Riana Imandasari. PERUBAHAN ALIRAN KONG HU CHU MENJADI 
AGAMA KONG HU CHU PADA MASA PEMERINTAHAN GUS DUR. Skripsi, 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Oktober 2010. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Sejarah agama Kong 
Hu Chu sehingga bisa sampai di Indonesia. (2) Diskriminasi Agama Kong Hu 
Chu pada masa Orde Baru. (3) Peran Gus Dur dalam eksistensi agama Kong Hu 
Chu di Indonesia.  
Penelitian ini menggunakan metode sejarah (historis) yaitu prosedur dari 
cara kerja para sejarawan untuk menghasilkan kisah masa lampau berdasarkan 
jejak-jejak yang ditinggalkan oleh masa lampau tersebut. Langkah-langkah dalam 
metode sejarah adalah heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Sumber data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah sumber tertulis. Sesuai dengan jenis penelitiannya, 
maka teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik analisis 
historis. Teknik analisis historis yaitu teknik analisis yang mengutamakan 
ketajaman dalam interpretasi sejarah. Langkah-langkah analisis data dilakukan 
dengan cara mengklasifikasikan data yang sudah terkumpul dengan pendekatan 
kerangka berpikir atau kerangka referensi yang mencakup berbagai konsep atau 
teori politik, ekonomi dan sosial sehingga didapatkan suatu fakta sejarah yang 
dapat dipercaya kebenarannya. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1)Agama Kong Hu Chu 
dapat masuk dan berkembang di Indonesia dikarenakan dibawa oleh orang-orang 
Tionghoa yang datang ke Indonesia. Kedatangan etnis Tionghoa ke Indonesia 
dipengaruhi oleh adanya hubungan baik antara Tiongkok dan Indonesia. Pada 
abad ke-17 sebenarnya sudah ada bangunan tua yang bernama ―klenteng‖ sebagai 
tempat pemujaan agama Kong Hu Chu di Pontianak. (2)Selama Orde Baru 
berjaya melampaui lebih dari 30 tahun lamanya, selama itu kalangan Tionghoa 
mendapatkan diskriminasi sistematik dari segi hukum dan pelayanan publik yang 
dilakukan penguasa dan lambat laun kemudian menjadi prasangka budaya 
kalangan masyarakat lainnya. Hal itu bisa dibuktikan dengan adanya sejumlah 
peraturan perundang-undangan yang mengatur kalangan Tionghoa di Indonesia. 
(3)Gus Dur sangat berperan dalam eksistensi Agama Kong Hu Chu di Indonesia. 
Suatu langkah besar untuk merehabilitasi etnis Tionghoa adalah keputusan 
Presiden Abdurrahman Wahid untuk mencabut Inpres No. 14 Tahun 1967 yang 
dikeluarkan Presiden Soeharto. Peraturan penggantinya adalah Keputusan 
Presiden Nomor 6 Tahun 2000. Keppres ini mengatur antara lain penyelengaraan 
kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa. Pada Masa 
pemerintahan Gus Dur, Intruksi Presiden RI Soeharto dalam Sidang Kabinet 
tanggal 27 Januari 1979 yang menyebutkan Aliran Kong Hu Chu bukanlah agama 
tidak berlaku lagi. Dikeluarkanya Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000, hal 
ini juga berarti terjadinya perubahan dalam agama Kong Hu Chu. Status agama 








Riana Imandasari. THE CHANGE OF CONFUCIANISM STREAM INTO 
CONFUCIANISM RELIGION DURING GUS DUR REIGN. Thesis, 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret 
University, October 2010. 
The objective of research is to find out: (1) the history of Confucianism 
religion until it came to Indonesia, (2) Discrimination of  Confucianism religion 
during New Order age, and (3) the role of Gus Dur in the existence of  
Confucianism religion in Indonesia. 
This research employed a historical method, that is, the procedure from the 
historian‘s method to produce the past story based on the traces left by the past. 
The procedure of historical method include: heuristics, criticism, interpretation 
and historiography. Technique of collecting data used was library study. The data 
source employed in this study was written source. In line with the type of 
research, technique of analyzing data used was historical analysis one. It is the 
technique of analyzing emphasizing on the profundity of historical interpretation. 
The procedure of analysis was done by classifying data collected using framework 
approach or reference framework involving various concept or political, economic 
and social theory, so that a reliable historical fact is obtained. 
Considering the result of research, it can be concluded that: (1) 
Confucianism religion could enter and develop in Indonesia because it was 
brought by Chinese coming to Indonesia. Their arrival in Indonesia was affected 
by the good relation between China and Indonesia. In 17
th
 century there had been 
actually an old building called ―pagoda‖ as Confucianism veneration place in 
Pontianak. (2) During New Order age for more than 30 years, the Chinese got 
systematical discrimination from the legal and public service aspect committed by 
the ruler and it then gradually became the cultural prejudice among other society. 
It can be seen from a number of legislation regulating the Chinese in Indonesia. 
(3) Gus Dur played a role in the existence of Confucianism religion in Indonesia. 
One big measure taken to rehabilitate the Chinese ethnic was the Presiden 
Abdulrahman Wahid‘s decree to withdraw Inpres No. 14 of 1967 released by 
President Soeharto. The substitute rule was the President‘s decree number 6 of 
2000. This decree governs the organization of Chinese religion, faith and custom 
activities. During Gus Dur reign, the instruction of Presiden Soeharto in the 
Cabinet Meeting on January 27, 1979 mentioning that Confucianism stream is not 
religion, no longer prevails, with the release of President‘s Decree Number 6 of 
2000, it means that there has been a change of Confucianism religion. The status 














 Orang sukses selalu kelebihan satu cara, orang gagal selalu kelebihan satu 
alasan. (Andrie Wongso) 
 OPTIMIS yang kita biasakan akan menjadi sebuah KEKUATAN,  
OPTIMIS yang kita tanamkan akan menjadi sebuah KEBAIKAN,  
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A. Latar Belakang Masalah 
Ciri khas pandangan bangsa Cina bahwa yang diutamakan bukanlah 
ketentuan ilahi yang tegas atau ajaran kefilsafatan, melainkan manusia orang 
seorang dan tidak mengutamakan keagungan lahirnya atau kesejahteraan 
materialnya tetapi keadaan jiwanya. Kekhususan sebagai besar pemikiran 
kebanyakan filsuf Cina yang termasyur ialah pemikiran tersebut membicarakan 
suatu masalah yang dihadapi manusia secara tetap, suatu masalah yang kita hadapi 
dewasa ini seperti halnya (atau bahkan lebih dari padanya) yang dihadapi bangsa 
Cina pada masa ketika masalah itu ditulis (H.G. Creel, 1990: 7). 
Dinasti Zhou merupakan dinasti yang terlama memerintah di Cina, yakni 
sekitar 800 tahun dan terkenal karena pencapaianya dalam bidang filsafat. Pada 
masa ini lahir filsofot terkemuka seperti : Laozi, Kongzi (yang terkenal di Barat 
dengan sebutan Confucius dan di-Indonesia-kan sebagai Kongfucius), Mengzi 
(lebih terkenal di Barat sebagai Mencius dan di-Indonesia-kan Mensius), dan lain 
sebagainya (Ivan Taniputra, 2008: 99).  
Confucius yang dilahirkan pada tahun 551 SM  sudah kehilangan ayahnya 
pada usia 3 tahun dan menjadi yatim piatu saat berusia 17 tahun. Confucius 
merupakan seorang pemuda yang cepat dikenal sebagai orang yang bijaksana, 
sopan, dan senang belajar (Ivan Taniputra, 2008: 100). Confucius meski memiliki 
kepandaian yang lebih, akan tetapi beliau hampir gagal sama sekali dalam 
usahanya untuk mewujudkan hasrat-hasratnya pada masa hidupnya. Beliau 
seorang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa serta idaman-idaman setiap 
orang. Sikap beliau yang selalu menolak untuk berkompromi, maka tidak seorang 
penguasa pun pada masa itu bersedia memberinya kedudukan yang efektif dalam 
pemerintahan (H.G. Creel, 1990: 26). 
Confucius mempunyai pemikiran yang berbeda dengan orang umumnya, ia tidak 






ada sebagian orang yang menganggap Confucius sebagai orang yang berbahaya 
karena pemikiranya itu. Semasa hidupnya Confucius tidak mendapatkan 
kedudukan dalam bidang pemerintahan. Beliau sekedar mendapatkan jabatan-
jabatan resmi. Confucius memperoleh jabatan yang mungkin setara dengan 
―Anggota Dewan Pertimbangan Negara‖. Confucius menerimanya karena ia 
mengharapkan dapat berbuat sesuatu dengan jabatan tersebut. Ternyata dalam 
kenyataanya ia diberi jabatan yang tidak mempunyai kegiatan apa pun, meski 
mendapat bayaran sekedar agar dia diam. Confucius menyadari hal ini, dengan 
rasa kecewa ia mengundurkan diri (H.G. Creel, 1990: 45). 
Confucius yang meninggal pada tahun 479 SM, merupakan seorang guru 
atau orang bijak yang terkenal dan juga filsuf sosial Tiongkok. Filsafahnya 
mementingkan moralitas pribadi dan pemerintahan, dan menjadi populer karena 
asasnya yang kuat pada sifat-sifat tradisonal Tionghoa. Oleh para pemeluk agama 
Kong Hu Cu, ia diakui sebagai nabi. Pengaruh Kong Hu Cu terhadap peradaban 
Tiongkok telah menyebar luas, ajarannya telah meluas ke Jepang, Korea, dan 
Vietnam khususnya melalui Confusianisme doktrin yang dikembangkan murid-
muridnya dan para komentator. Agama Kong Hu Chu juga menyebar sampai ke 
Indonesia di bawa oleh kaum Tionghoa yang sudah ada sejak sebelum bangsa ini 
merdeka. 
Kita ketahui etnis Tiongkok tidak hanya tersebar di dataran Cina saja 
melainkan juga terdapat di negara-negara lain, mereka disebut sebagai Tionghoa 
Perantau (huajiao, hokkian: hoakiauw) yang telah berpindah-pindah ke negara 
lain selama beberapa ratus tahun terakhir. Etnis Tionghoa sebagian besar tersebar 
di Negara-negara Asia Tenggara, seperti Malaysia (1/3 dari jumlah penduduk 
negara), Serawak (pantai barat laut Kalimantan), Muangtai, Filiphina, Vietnam, 
Kamboja, Singapura, dan Indonesia. Etnis Tionghoa juga tersebar di Australia, 
Eropa, dan Amerika (Ivan Taniputra, 2008: 25). Etnis Tionghoa membawa 
kebudayaan, filsafat, atau pun agama yang mereka percayai ke negara-negara 
yang mereka tempati, salah satu diantaranya yaitu Kong Hu Chu. 
Masyarakat Tionghoa/ Cina ini mempelopori timbulnya agama Kong Hu 






kepercayaan serta tradisi yang dilakukan oleh masyarakat keturunan Cina di 
berbagai pelosok Indonesia. Keberadaan agama Kong Hu Chu sebenarnya di 
Indonesia belum jelas dan masih simpang siur (Tanggok, 2005: xv), karena agama 
Kong Hu Chu masih dipandang bukan sebagai agama resmi yang diakui di 
Indonesia melainkan sebagai aliran kepercayaan dan atau adat istiadat masyarakat 
Tionghoa/ Cina, akan tetapi dengan melalui proses yang cukup panjang agama 
Kong Hu Chu mendapat kekuatan politik, yakni adanya pengakuan resmi 
pemerintah Indonesia.  
Indonesia merupakan bangsa yang sangat menghormati serta menghargai 
kebebasan rakyatnya untuk menentukan agama yang dipercayainya. Ini tercermin 
dari Hak beragama adalah salah satu dari tujuh hak yang sangat diperhatikan oleh 
UUD 1945, sebagaimana tersebut di dalam pasal 28  I ayat (1): hak untuk hidup, 
hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, 
hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang 
berlaku surut adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 
Pasal 28 E (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang bebas memeluk 
agama dan beribadat menurut agamanya. Hak beragama adalah hak asasi manusia 
yang mesti dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masalah 
Hak Asasi Manusia telah menjadi Hukum Positip di Indonesia dengan 
diundangkannya UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Berarti bahwa segala hal 
yang terkait dengan hak asasi manusia mestinya dikembalikan kepada Undang-
Undang tersebut. 
 Pada masa Presiden Soekarno kebijakan terhadap etnis Tionghoa/ Cina 
mengalami pasang surut. Kebijakan yang dilakukan Presiden Soekarno adalah 
kebijakan integrasi dalam bidang sosial, budaya, dan politik (Leo Suryadinata, 
1999: 22). Berdasarkan Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 yang diundangkan 
melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1969 di dalam penjelasannya disebutkan 
bahwa agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khong Hu Chu adalah 
agama yang dianut penduduk di Indonesia. 
Hambatan yang paling besar yang dihadapi etnis Tionghoa adalah pada 






aktivitas ekonomi etnis Tionghoa, tetapi pada saat yang sama ia mengintensifkan 
berbagai usaha asimilasi budaya (Leo Suryadinata, 1999: 23). Inti kebijaksanaan 
asimilasi ini adalah agar orang-orang Tionghoa secara individual mendekatkan 
diri pada suku setempat dan secara berangsur-angsur membaurkan diri ke dalam 
masyarakat setempat sehingga eksklusivisme golongan tersebut dapat dihapuskan. 
Tujuan lebih lanjut dari asimilasi tersebut adalah mewujudkan masyarakat yang 
harmonis (Nurhadiantomo, 2004: 4). 
Sering dengan perkembangan politik, pemerintahan kemudian memandang 
agama, budaya, dan adat istiadat yang berasal dari negeri Cina sebagai 
penghambat bagi pembauran etnik ke dalam budaya nasional Indonesia. 
Pemerintah juga khawatir bahwa hal tersebut dijadikan medium bagi infiltrasi 
politik komunis yang berasal dari Cina. Pemerintahan kemudian mengeluarkan 
Inpres No. 14 Tahun 1967 yang menghendaki agar adat istiadat, kebudayaan, dan 
kepercayaan yang berasal dari Cina dibatasi atau dipersempit ruang geraknya 
(Muh. Nahar Nahrawi, 2003: 64).   
Warga keturunan Tionghoa di Indonesia mengalami diskriminasi hampir 
di segala bidang pada masa Orde Baru. Ekspresi budaya Tionghoa dilarang keras, 
harus ganti nama dan ganti agama. Rezim Orde Baru hanya membakukan lima 
agama (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha) sebagai agama resmi. Di luar 
lima itu dianggap bukan agama, termasuk Kong Hu Chu. Para penganut ajaran 
Kong Hu Chu ini juga diawasi secara ketat, termasuk ketika beribadah di 
kelenteng masing-masing. 
Berdasar data dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia 
(YLBHI), sedikitnya ada 50 peraturan perundangan-undangan yang 
mendiskriminasi etnis Tionghoa di Indonesia. Sebut saja Keputusan Presidium 
Kabinet Nomor 127 Tahun 1966 tentang peraturan ganti nama bagi WNI yang 
memakai nama Tionghoa. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 
285 Tahun 1978 tentang larangan mengimpor, memperdagangkan, dan 
mengedarkan segala jenis barang cetakan dalam huruf, aksara, dan bahasa 
Tionghoa. Instruksi Presidium Kabinet Nomor 37 Tahun 1967 tentang 






Sosok Abdurrahman Wahid (selanjutnya disebut Gus Dur) merupakan 
figure yang fenomenal dalam realitas sosial politik masyarakat Indonesia. 
Kehadiranya di kancah dunia perpolitikan Indonesia telah membawa suasana yang 
cukup dinamis dan segar. Gagasan-gagasanya yang segar dan pikiran-pikiranya 
yang jauh kadang membuat masyarakat sulit mengikuti dan memahaminya. 
Demikian juga prilakunya yang melampaui kelaziman, ditinjau posisinya dari 
seorang kiai dan tokoh masyarakat yang memiliki subkultur tersendiri karena 
menjadi panutan membuat berbagai kalangan mengkhawatirkan dirinya (Al-
Zastrouw, 1999: 1). 
Gus Dur  banyak mendapatkan kritikan dalam bidang agama, hujatan 
bahkan fitnah. Beberapa orang menuduh bahwa pemikiran Gus Dur itu sangat 
berbahaya dan menyesatkan. Hal ini bisa dimaklumi karena gagasan dan 
pemikiran Gus Dur di bidang keagamaan ini kadang mengkoyak dan 
menggoyangkan (status quo), baik status quo agama maupun politik. Pikiran 
keagamaan Gus Dur yang demikian ini sebenarnya bersumber dari kegelisahanya 
melihat realitas agama yang hanya sekedar menjadi suplemen dalam kehidupan 
beragama. Dengan kata lain, agama hanya menjadi jargon, dan retorika yang tidak 
memiliki sumbangan yang kongkret, fungsional, dan progresif dalam proses 
perubahan sosial (Al-Zastrouw, 1999: 260). 
Pada saat pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid adalah menjanjikan 
adanya perubahan kearah yang demokratis terhadap kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Suatu langkah besar untuk merehabilitasi etnis Tionghoa dihadapan 
masyarakat Indonesia adalah keputusan Presiden Abdurrahman Wahid untuk 
mencabut Inpres No. 14 Tahun 1967 yang dikeluarkan Presiden Soeharto. 
Peraturan penggantinya adalah Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 (Yusiu 
Liem, 2000: 80). Keppres ini mengatur antara lain penyelengaraan kegiatan 
keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa. Tahun 2001 Gus Dur 
kembali membuat gebrakan dengan menjadikan tahun baru Imlek sebagai hari 
libur nasional fakultatif. Problemnya ialah kesiapan seluruh komponen 
masyarakat bangsa untuk secara ikhlas mengakui terhadap eksistensi agama 






perannya ialah sebagai fasilitator saja bukan penghukum, sebab menghukum akan 
bertentangan dengan salah satu hak asasi manusia di dalam kehidupan 
bermasyarakat dan berbangsa. Aparat-aparat pemerintah tentunya akan lebih peka 
terhadap dinamika dan perkembangan masyarakat dan kemudian membimbingnya 
agar tidak terjadi tindakan anarkhis. Di sisi lain, masyarakat beragama juga 
berbuat agar eksistensi agama ini memperoleh tempat yang layak di dalam 
dinamika kehidupan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik 
untuk mengkaji dan meneliti secara lebih mendalam serta mengangkatnya dalam 
sebuah skripsi yang berjudul ”Perubahan Aliran Kong Hu Chu Menjadi 
Agama Kong Hu Chu Pada Masa Pemerintahan Gus Dur”. 
B. Perumusan Masalah 
 Perumusan masalah ini berguna untuk mempermudah dalam 
melaksanakan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 
diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain : 
1. Bagaimana sejarah agama Kong Hu Chu sehingga bisa sampai di 
Indonesia? 
2. Bagaimana diskriminasi Agama Kong Hu Chu pada masa Orde 
Baru? 
3. Bagaimana peran Gus Dur dalam eksistensi agama Kong Hu Chu 
di Indonesia? 
C. Tujuan Penelitian 
 Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang telah 
dirumuskan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan : 
1. Sejarah agama Kong Hu Chu serta proses masuknya agama Kong Hu Chu 
ke Indonesia. 
2. Menjelaskan diskriminasi yang dialami penganut Agama Kong Hu Chu 






3. Menjelaskan peran Gus Dur dalam eksistensi agama Kong Hu Chu di 
Indonesia. 
D. Manfaat Penelitian 
 Manfaat penelitian yang diharapkan adalah manfaat penelitian secara 
teoritis dan praktis.  
1. Manfaat Teoritis 
 Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk : 
a. Menambah pengetahuan  dan wawasan ilmiah tentang agama Kong Hu Chu. 
b. Bahan masukan kepada pembaca untuk digunakan sebagai wacana dan sumber 
data dalam bidang sejarah. 
 
2. Manfaat Praktis 
 Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk : 
a. Menambah khasanah penelitian pada Program Pendidikan Sejarah Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. 
b. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah 
dalam mempertahankan kerukunan dan memupuk rasa persatuan bangsa 




















A. Tinjauan Pustaka 
1. Kebijakan Pemerintah 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, kebijakan diartikan 
dengan garis haluan dan rencana dalam melaksanakan suatu pekerjaan dan 
kepemimpinan, terutama dalam pemerintahan, dan organisasi (Peter Salim dan 
Yenny Salim, 1999: 201). Merurut pendapat Hodges dan Wortman yang dikutip 
Taliziduhu, bahwa kebijakan itu bertingkat-tingkat dan tersusun secara vertikal, 
struktural mulai dari kebijakan umum sampai pada kebijakan yang bersifat 
kongkret (Taliziduhu, 2003: 491). 
Pemerintah adalah suatu sistem yang terdiri dari beberapa badan yang 
mempunyai kekuasaan untuk menjalankan dan melangsungkan hidup suatu negara 
(Peter Salim dan Yenny Salim, 1999: 396). Jadi kebijakan pemerintah yang 
dimaksud adalah setiap keputusan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan atau 
negara atas nama Instansi yang dipimpinnya dalam rangka melaksanakan fungsi 
umum pemerintahan maupun pembangunan; guna mengatasi permasalahan 
tertentu atau mencapai tujuan tertentu; ataupun dalam rangka melaksanakan 
produk-produk keputusan / atau peraturan perundangan yang telah ditetapkan 
yang lazimnya dituangkan dalam bentuk keputusan formal (Presiden, Menteri, 
Gubernur, Sekjen, Dirjen, dan seterusnya). 
Setiap kegiatan pemerintahan berhubungan dengan suatu kebijakan. Pada 
setiap langkah dalam proses, fungsi, rute, dan siklus kebijakan pihak yang 
diperintah terlibat atau dapat dilibatkan. Hal itu terlihat analisis kebijakan pada 
umumnya yang juga berlaku pada kebijakan pemerintah. Pokok bahasan 
kebijakan pemerintah dapat diidentifikasi menjadi beberapa macam: 
1. Kebijakan pemerintahan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan.  
2. Kebijakan pemerintahan berdasarkan pertimbangan kependudukan.  
3. Kebijakan pemerintahan berdasarkan pertimbangan kemasyarakatan. 






5. Kebijakan pemerintahan berdasarkan pertimbangan kenegaraan. 
6. Kebijakan pemerintahan berdasarkan pertimbangan hubungan 
pemerintahan (Taliziduhu, 2003: 498). 
Kebijakan pemerintah (Government Policy) sangat luas ruang lingkupnya, 
baik mengenai subtansi (sosial, politik, ekonomi, administrasi negara, dan 
sebagainya) maupun strata (kebijakan strategis, kebijakan manajerial, kebijakan 
operasional) dan status hukumnya (undang-undang, peraturaan pemerintah, 
keputusan pemerintah, instuksi presiden, keputusan menteri, dan seterusnya). 
Kebijakan pemerintah meliputi hampir seluruh segi kehidupan masyarakat, maka 
kebijakan pemerintah akan menentukan perkembangan dan keadaan kehidupan 
setiap manusia dan seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan yang diberikan 
pemerintah terhadap etnis Tionghoa adalah kebijakan asimilasi dan kebijakan 
pasca Orde Baru. 
a. Kebijakan Asimilasi 
Asimilasi atau assimilation adalah proses sosial yang timbul bila ada; 
(a) golongan-golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang 
berbeda, (b) saling bergaul langsung secara intensif untuk waktu yang lama, 
sehingga (c) kebudayaan golongan-golongan tadi masing-masing berubah 
saling menyesuaikan diri menjadi kebudayaan campuran. Biasanya asimilasi 
terjadi antar golongan mayoritas dan minoritas, sedangkan golongan minoritas 
menyesuaikan diri dengan golongan mayoritas. Inti yang terpenting dalam 
asimilasi adalah penggabungan antara golongan-golongan yang berbeda latar 
kebudayaannya menjadi satu kebulatan sosiologis budaya (P.Hariyono, 1994: 
14). 
Asimilasi muncul pada awal tahun 1960-an, yakni dikalangan WNI 
keturunan Cina, terdapat perbedaan sikap mengenai keberadaanya sebagai bagian 
dari bangsa Indonesia, yaitu paham asimilasi dengan integrasi ―ke-Cina-an‖ 
sebagai suku yang sederajat dengan suku-suku lainnya di Indonesia. Konsep 
Asimilasi (pembaruan) berarti menghilangkan identitas ―ke-Cina-an‖ tersebut 
secara berangsur-angsur. Menurut Piagam Asimilasi yang dicetuskan pada 






bahwa yang dimaksud dengan asimilasi bagi WNI keturunan Cina ialah ―Masuk 
dan diterimanya seseorang yang berasal dari keturunan Tionghoa ke dalam tubuh 
bangsa (nation) Indonesia tunggal sedemikian rupa sehingga akhirnya golongan 
semula yang khas tidak ada lagi‖ (Nurhadiantomo, 2003: 201). 
Pemerintah menggunakan model asimilasi yang mengharuskan etnis 
Tionghoa meninggalkan identitas Cina mereka dan mengubahnya menjadi 
identitas ―pribumi‖ Indonesia. Kecinaan dianggap ‗asing‘ dan ‗berbahaya‘ bagi 
pembentukan kebudayaan Indonesia. Asimilasi sepenuhnya etnis Tionghoa ke 
dalam masyarakat pribumi dibawah pimpinan Soeharto sangat diinginkan (Leo 
Suryadinata, 1999: 157). 
Menurut pendapat Milton Gordon (Ahli Sosiologi Amerika) yang dikutip 
oleh P.Hariyono (1994: 15), konsep asimilasi yang menyangkut kelompok 
mayoritas maupun minoritas dalam tujuh macam asimilasi yang berkaitan satu 
sama lain, yaitu: 
1. Asimilasi kebudayaan (akulturasi) yang bertalian dengan perubahan dalam 
pola-pola kebudayaan guna penyesuain diri dengan kelompok mayoritas. 
2. Asimilasi stuktural yang bertalian dengan masuknya golongan-golongan 
minoritas secara besar-besaran dalam kelompok-kelompok, perkumpulan-
perkumpulan, dan pranata-pranata pada tingkat kelompok primer dari 
golongan mayoritas.   
3. Asimilasi perkawinan (amalgamasi) yang bertalian dengan perkawinan 
antar golongan secara besar-besaran. 
4. Asimilasi identifikasi yang bertalian dengan perkembangan rasa 
kebangsaan berdasarkan mayoritas. 
5. Asimilasi sikap yang bertalian dengan tidak adanya prasangka. 
6. Asimilasi prilaku yang bertalian dengan tidak adanya diskriminasi. 
7. Asimilasi ―civic‖ yang bertalian dengan tidak adanya bentrokan mengenai 
sistem nilai dan pengertian kekuasaan. 
Asimilasi menurut Nurhandiantomo (2004: 143) terbagi menjadi dua yaitu 
asimilasi alami dan asimilasi rekayasa. Asimilasi alami merupakan proses 






Asimilasi rekayasa adalah pergantian nama, perubahan pemakaian bahasa, 
perubahan adat istiadat, merupakan perubahan dalam dunia simbolik orang-orang 
Tionghoa, lebih banyak karena intervensi pemerintahan melalui berbagai 
peraturan. 
Jenis asimilasi alami akan menghasilkan pertemanan, persahabatan, 
bahkan perkawinaan antara kedua belah pihak (pri-nonpri). Asimilasi alami itu 
dapat berjalan dengan wajar, jika ada kesepakatan dalam status sosial-ekonomi. 
Pemerintahan Orde Baru melaksanakan kebijaksanaan asimilasi rekayasa. 
Asimilasi rekayasa membawa hasil terbatas, seperti nama, perubahan adat istiadat 
dan kepercayaan/ agama, serta semakin ditinggalkanya bahasa Cina dan 
meningkatnya kemampuan berbahasa Indonesia bagi generasi muda. Jenis 
asimilasi demikian mengandung unsur-unsur paksaan, selalu bertentangan dengan 
hak asasi manusia, juga cenderung mengalami kegagalan (Nurhandiantomo, 2004: 
204). 
Pelaksanaan asimilasi alami membutuhkan waktu yang lama dan sulit 
dilakukan, untuk itu pemerintahan Orde Baru menggunakan asimilasi rekayasa 
yang menggandung unsur paksaan sehingga hasilnya lebih cepat dirasakan. Inti 
dari kebijakan asimilasi (masa Orde Baru) adalah agar orang-orang Tionghoa 
secara individual dapat meleburkan diri ke dalam masyarakat setempat, efektifitas 
dan intensitasnya sangat terbatas. 
Kebijakan asimilasi pada masa Orde Baru ditopang dengan peraturan-
peraturan sebagai berikut: 
1. Keputusan Presidium Kabinet No. 127/4/kep./12/1966 mengenai ganti 
nama WNI yang memakai nama Cina. 
2. Instruksi Presiden No.14 Tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan 
adat istiadat Cina. 
3. Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/IN/6/1967 tentang kebijaksanaan 
pokok penyelesaian masalah Cina. 
4. Petunjuk-petunjuk Presiden Republik Indonesia tentang pelaksanaan Pasal 






5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 204 Tahun 1967 tentang 
kebijaksanaan pokok yang menyangkut WNI keturunan asing. 
6. Undang-Undang No.04 Tahun 1969 tentang tidak berlakunya Undang-
Undang No. 2 Tahun 1958 tentang Persetujuan Perjanjian antara RI 
dengan RRC mengenai soal Dwikewarganegaraan. 
7. Surat Edaran Departemen Kehakiman tentang penyelesaian soal-soal 
Kewarganegaraan Republik Indonesia tertanggal 1 Juli 1969. 
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.13 Tahun 1980 tentang tata 
cara penyelesaian permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia, 
tertanggal 11 Februari 1980 (Nurhadiantomo, 2004: 4). 
Kebijaksanaan asimilasi yang diberlakukan pemerintah diyakini sebagai 
solusi yang tepat dalam mengatasi masalah kerusuhan dan kekerasan terhadap 
etnis Tionghoa di Indonesia, akan tetapi kebijakan asimilasi tersebut mengalami 
kegagalan, karena kerusuhan dan kekerasan masih tetap ada. Contohnya adalah 
kerusuhan anti Tionghoa secara besar-besaraan pada tanggal 13-14 Mei 1998 di 
Surakarta dan Jakarta. Terjadi pembunuhan, pembakaran, penjarahan, dan 
pengerusakaan barang-barang  milik etnis Tionghoa (Tempo, 2004: 38). 
Asimilasi membutuhkan suatu proses yang di dalamnya membutuhkan 
prasyarat, yaitu bila terjadi saling penyesuaian diri sehingga memungkinkan 
terjadinya kontak komunikasi sebagai landasan untuk dapat berinteraksi dan 
memahami antar kedua etnis. Rasa saling menerima, memahami, dan 
menghormati dari kedua kultur yang berbeda merupakan suatu konsekuensi yang 
harus diterima. Indikasi penerimaan kultur yang harmonis adalah tidak adanya 
pihak yang dirugikan perasaan dan jiwanya. Sebenarnya harus ada sikap terbuka 
dari kedua belah pihak. Ketertutupan dari salah satu pihak justru akan merusak 
makna dari asimilasi (P. Haryono, 1994: 14). 
b. Kebijakan Pasca Orde Baru 
Berakhirnya pemerintahan Soeharto pada hari Kamis tanggal 21 Mei 1998 
dengan mengeluarkan pernyataan untuk berhenti dari jabatan sebagai Presiden 
Repubik Indonesia dan diikuti dengan penunjukan B.J.Habibie sebagai 






1998-2000, merupakan awal dari perjalanan nasib etnis Tionghoa di Indonesia. 
Dilantiknya B.J.Habibie sebagai presiden menjadikan bangsa Indonesia telah 
melakukan perubahan kepemimpinan nasional yang besar, perpindahan kekuasaan 
yang ditandai dengan turunnya Soeharto dari kursi kepemimpinan berdampak 
pada kondisi demokratis yang lebih baik. Kebijaksanaan asimilasi rekayasa pada 
masa Orde Baru yang dilaksanakan secara total ternyata mengalami kegagalan, 
maka pemerintahan B.J.Habibie mulai bertindak dengan memperhatikan etnis 
Tionghoa melalui Inpres No. 26/1998 telah menghapus istilah ―pri‖ dan ―nonpri‖, 
yang bertujuan agar tidak mempertajam antara kedua golongan tersebut.  
Pemerintahan pasca Orde Baru kemudian semakin memperhatikan etnis 
Tionghoa, yakni pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid 
menerbitkan Keppres No. 6 Tahun 2000 yang mencabut Inpres No. 14 Tahun 
1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Sesuai Keppres No. 6 
Tahun 2000 maka perayaan Kong Hu Chu atau pun aktivitas kebudayaan warga 
Cina lainnya tidak perlu dengan izin khusus. Diperbolehkanya kembali agama, 
kepercayaan dan adat istiadat Cina, termasuk kegiatan kesenian Cina (Barongsai 
dan Liang-Liang), kemudian dalam kegiatan pendidikan, khususnya sekolah-
sekolah Tionghoa dizinkan kembali untuk beroperasi, hal ini menunjukan bahwa 
realitas cenderung menolak kebijaksanaan Orde Baru. Ditambah lagi dengan 
dijadikannya Tahun Baru Imlek sebagai Hari Libur Nasional pada era 
pemerintahan Presiden Megawati melalui Keppres No. 19 Tahun 2002 
(Nurhadiantomo, 2003: 205). 
 
2. Agama 
Secara fisiologis ajaran agama merupakan sumber ilmu tentang bagaimana 
cara kita berfikir secara positif, sistematis, emperik, sampai kedalam pemikiran-
pemikiran dan para filsuf yang mungkin kurang kita mengerti dan pahami, maka 
kita perlu urgeni filsafat untuk manusia itu sendiri. Tentunya kita mempunyai 
pedoman untuk menjadikan kerangka berfikir kita realistis dan sistematis sebagai 
sains dari ajaran agama atau ketuhanan yaitu dengan menjadikan kitab suci/ 






manusia dalam mencari realitas dan identitas dirinya untuk kebenaran semata 
(IGM Nurdjana, 2009:15). 
Menurut Emile Durkheim yang dikutip oleh Djam‘annuri bahwa agama 
sebagai sebuah fakta sosial par excellence. Ia yakin bahwa agama dapat dipahami 
secara tepat hanya jika dilihat dari sudut fungsi sosialnya. Ia membangun teori 
tentang perkembangan kehidupan sosial dan unsur-unsur yang ada dalam 
kehidupan sosial seperti pembagian pekerjaan, bunuh diri, moral, dan agama. Ia 
berusaha menguraikan pembagian unit-unit sosial yang luas menjadi unit-unit 
yang lebih kecil dan homogen, serta menunjukan bagaimana setiap kelompok 
kemudian mempunyai pemikiran sendiri yang berbeda dengan jumlah seluruh 
pemikiran para anggotanya. Singkatnya, menurut Durkheim ada akal kolektif 
yang tidak dapat direduksi menjadi jumlah total pendapat-pendapat perorangan. 
Agama, bagi Durkheim adalah produk paling khas akal kolektif. Kelompok 
memberlakukan ketentuan agama, nilai dan sangsinya atas setiap orang yang 
menjadi anggotanya (Djam‘annuri, 2003: 49).   
Agama pada umumnya diyakini mengandung ajaran-ajaran yang berasal 
dari Tuhan Yang Maha Tahu dan Maha Benar. Ajaran-ajaran agama diyakini 
bersifat absolute dan benar. Ajaran-ajaran agama merupakan dogma yang 
kebenaranya tidak bisa dipermasalahkan oleh akal manusia. Menurut Islam, kata 
―agama‖ dalam bahasa Indonesia sama dengan kata ―Din‖ dalam bahasa Arab. 
Kata ―Din‖ berarti menguasai, menundukkan, patuhutang balasan atau kebiasaan. 
―Din‖juga berarti membawa peraturan-peraturan yang harus dipatuhi, baik dalam 
bentuk perintah yang wajib dilaksanakan maupun dalam bentuk larangan yang 
harus ditinggalkan (IGM Nurdjana, 2009:16). 
Menurut Katolik, agama didefinisikan sebagai relasi dengan Tuhan 
sebagaimana dihayati oleh manusia. Agama dihayati lahir batin, mengingat 
manusia selalu mengungkapkan imannya dalam berbagai bentuk religius maka 
agama mempunyai segi batiniah maupun lahiriah. Pengalaman beragama adalah 
pengetahuan yang timbul bukan pertama dari pikiran melainkan dari pergaulan 







Menurut Protestan, nama umat Kristen yang berasal dari kata Yunani yang 
berarti ―diurapi‖. Hal itu juga dikenakan kepada Yesus, selain Yesus yang adalah 
Kristus-yang diurapi, Yesus juga dikenakan sebagai seorang pembebas, 
penyelamat. Bagi umat Kristen, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru 
Penyelamat, membawa arti bahwa sebagai manusia ciptaan Allah yang paling 
sempurna, membawa kedamaian, dan kerukunan bagi sesamanya yang merupakan 
ucapan syukur kepada Allah yang telah memberikan keselamatan bagi manusia 
dari dosa-dosa (IGM Nurdjana, 2009:16). 
Menuirut Hindhu, agama berasal dari bahasa Sansekerta, dari akar kata 
―A‖,‖GAM‖, dan ―A‖ dengan arti awalan ―A‖ dengan akhiran ―A‖ sebagai 
Brahman atau Tuhan YME sesuai ajaran Weda hanya ada satu Brahman  (Tuhan) 
tidak ada duanya, dan GAM berarti to go atau dari-ke yang langgeng dengan 
pengertian agama adalah ―ajaran dari Brahman (Tuhan) yang bersifat langgeng‖ 
(IGM Nurdjana, 2009:16). Pengertian ―agama‖ menurut agama Budha berarti 
―saddha‖ atau keyakinan sebagai tradisi yang diwariskan pada guru secara turu 
temurun dan sekarang dikenal sebagai ajaran para Buddha.  
Agama Kong Hu Chu menggunakan Thian untuk menunjuk kepada Tuhan 
Yang Maha Esa. Thian adalah Maha Sempurna dan Maha Pencipta alam semesta 
seisinya. Dalam ajaran Kong Hu Chu diajarkan bahwa Thian selalu dihormati dan 
dipuja oleh umat manusia. Ajaran tentang ketuhanan tersebut dijadikan landasan 
utama dalam menerapkan konsep keimanan bagi umat Kong Hu Chu 
Perkembangan penelitian agama menunjukan semakin beragamnya obyek 
dan metode yang digunakan. Dilihat dari obyeknya, penelitian agama bisa dibagi 
menjadi tiga bagian: ajaran, keberagamaan, struktur, dan dinamika masyarakat 
agama (Dhavamony,1995:21). Obyek penelitian agama adalah fakta agama dan 
pengungkapannya. Fakta agama dapat berupa kitab suci, pemikiran, dan 
kesejarahan suatu agama, simbol-simbol, budaya, perilaku, pola keberagamaan, 
pranata sosial, dan struktur sosial (organisasi agama), dan sebagainya. Dilihat dari 
metode penelitian yang digunakan, sangat bergantung obyeknya, sebab obyeklah 
yang menentukan metode, bukan sebaliknya. Obyek yang berkaitan dengan fakta 






yang berupa ajaran atau doktrin didekati dengan pendekatan filsafat, filologi, dan 
teologi. Obyek yang bersifat empiris, seperti teks kitab suci, fenomena 
keberagamaan, struktur dan dinamika masyarakat beragama dikaji dengan 
pendekatan ilmu-ilmu sosial, seperti sejarah, sosiologi, antropologi, dan psikologi. 
Dhavamoni (1995:21) mengemukakan dengan sangat baik tentang 
jangkauan teori/ metode ilmiah untuk mengkaji fenomena agama, pokok bahasan 
dari setiap penyelidikan ilmiah terhadap agama adalah fakta agama dan 
pengungkapanya. Bahan-bahan ini diambil dari pengamatan terhadap kehidupan 
dan kebiasaan keagamaan manusia takkala mengungkapkan sikap-sikap 
keagamaanya dalam tindakan-tindakan, seperti doa, upacara-upacara kurban dan 
sakramen, konsep-konsep religiusnya sebagaimana termuat mitos-mitos dan 
simbol-simbol, kepercayaan-kepercayaanya berkenaan dengan yang suci, mahluk-
mahluk supernatural, dewa-dewa dan sebagainya. Penyelidikan ilmiah terhadap 
fenomena agama ini dilakukan oleh berbagai disiplin ilmu. Meskipun membahas 
pokok bahasan yang sama, berbagai disiplin ilmu ini memeriksanya dari aspek-
aspek khusus yang sesuai dengan jangkauan dan tujuannya. 
Sosiologi Agama dirumuskan secara luas sebagai suatu studi tentang 
interrelasi dari agama dan masyarakat serta bentuk-bentuk interaksi yang terjadi 
antar mereka. Anggapan para sosiolog bahwa dorongan-dorongan, gagasan- 
gagasan, dan kelembagaan agama mempengaruhi dan sebaliknya juga 
dipengaruhi, oleh kekuatan-kekuatan sosial adalah tepat. Kelompok-kelompok 
yang berpengaruh terhadap agama, funsi-fungsi ibadat untuk masyarakat, tipologi 
dari lembaga-lembaga keagamaan dan tanggapan-tanggapan agama terhadap tata 
duniawi, interaksi langsung dan tidak langsung antara system-sistem religius 
dengan masyarakat, dan sebagainya termasuk bidang penelitian sosiologi agama 
(Imam suprayogo dan Tobroni, 2001:61).  
Sosiologi maupun antropologi sama-sama merupakan ilmu yang 
mempelajari manusia sebagai mahluk sosial budaya. Bedanya, kalau sosiologi 
mengkaji masyarakat dari aspek keumuman dan keteraturannya, mempelajari 
manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya dan lebih menekankan 






keanehannya dan lebih menekankan aspek budayanya. Yang menjadi fokus 
penelitian dengan pendekatan antropologi agama secara umum adalah mengkaji 
agama sebagai ungkapan kebutuhan mahluk budaya. 
Psikologi agama sebagai cabang dari psikologi, menyelidiki agama 
sebagai gejala kejiwaan. Penyelidikan agama sebagai gejala kejiwaan memiliki 
peran penting mengingat persoalan yang mendasar adalah persoalan kejiwaan. 
Manusia menyakini dan mau berserah diri kepada Tuhan, melakukan upacara 
keagamaan dan rela hidupnya dikendalikan oleh norma-norma keagamaan adalah 
persoalan kejiwaan. Agama dan psikologis memiliki tujuan yang sama agar jiwa 
manusia sehat dan cerdas, walaupun mungkin secara epistimologi berbeda (Paul E 
Jhonson, 1959:14). Yang menjadi fokus penelitian agama dengan menggunakan 
pendekatan psikologis sekaligus menjadi obyek psikologi agama. Menurut Robert 
W.Craps, psikologi agama sebagai cabang ilmu memusatkan perhatian pada tiga 
bidang: (1) bentuk-bentuk institusional yang diambil agama; (2) arti personal yang 
diberikan orang pada bentuk-bentuk itu; dan (3) hubungan antara faktor 
keagamaan dan seluruh struktur kepribadian manusia (Craps, 1993:19).    
Penelitian agama tidak bisa dipisahkan dari pendekatan sejarah. Agama 
dengan sejarah bagaikan dua sisi mata uang. Bahkan keabsahan suatu agama 
antara lain ditentukan oleh mata rantai sejarah (historical contant)-nya dengan 
agama-agama sebelumnya sampai sekarang. Disisi lain manusia adalah mahluk 
menyejarah karena hidupnya terikat pada dimensi waktu: masa lalu, masa kini, 
dan masa akan datang. Masa lalu bisa menjadi modal untuk seseorang atau sebuah 
bangsa untuk meraih sukses pada masa akan datang, dan ada pula masa lalu 
membunuh masa depannya. Manusia adalah produk dari masa lalu dan kemudian 
berkembang secara dinamis dan berkesinambungan (Imam suprayogo dan 












Kata kepercayaan menurut makna kata (sestematik), mempunyai beberapa 
arti: (1) Iman kepada agama (Zain,St.Moh.,1960:575), (2) Anggapan (keyakinan) 
bahwa benar sungguh ada, misalnya kepada dewa-dewa dan orang-orang halus. 
(3) Dianggap benar dan jujur, misalnya orang kepercayaan. (4) Setuju kepada 
kebijaksanaan pemerintah atau pengurus (Poerwandarminta W.J.S.1976: 737). 
Kata kepercayaan menurut istilah (terminologi) di Indonesia pada waktu 
itu adalah keyakinaan kepada Ketuhanaan Yang Maha Esa di luar agama atau 
tidak termasuk ke dalam agama (Soeharto, Jakarta:597). Kepercayaan adalah 
urusan hati nurani menyita seluruh manusia maka berakar dalam jiwa manusia 
sebagai keseluruhannya dengan segala ungkapannya yang banyak seginya itu, 
manusia mengungkapkan dalam dirinya apa yang hidup dalam dirinya berupa 
kepercayaan terutama dengan dua cara dalam perbuatan atau upacara (ritus) 
(A.C.Kruyt1976: 3). 
Kata aliran menurut Ensiklopedi Pendidikan karangan Soeganda 
Poerbakawatja dan H.Harahap menyebutan Aliran yaitu suatu cabang dari paham 
dan rentetannya masih berinduk pada satu agama. Adapun kepercayaan dalam 
kamus itu diartikan ―Suatu paham yang dinamis terjalin dengan adat istiadat hidup 
dari berbagai macam suku bangsa yang masih terbelakang pokok kepercayaannya 
apa saja atau hidup nenek moyangnya sepanjang masa.‖ 
Menurut Koentjaraningrat (1977:137) bahwa tiap religi merupakan suatu 
sistem yang terdiri dari empat komponen yaitu: (1) Emosi keagamaan yang 
menyebabkan manusia menjadi religius, (2) Sistem kepercayaan yang 
mengandung keyakinan serta bayangan-bayangan manusia tentang sifat-sifat 
Tuhan, serta wujud dari alam gaib atau supranatural, (3) Sistem upacara religius 
yang bertujuan mencari hubungan manusia dengan Tuhan, dewa-dewa atau 
mahluk halus yang mendiami alam gaib, (4) Kelompok-kelompok religius atau 
kesatuan-kesatuan sosial yang menganut sistem kepercayaan tersebut dan yang 
melakukan sistem upacara-upacara religius.  
Jadi dari beberapa pengertian di atas, yang dimaksud aliran kepercayaan 






kepercayaan yang ada dalam masyarakat baik yang bersumber dari agama 
maupun diluar agama serta yang melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat 
kebatinan, kejiwaan, kerohanian, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
termasuk berbagai kegiatan yang bersifat mistik, kejawen, pedukunan, peramalan, 
paranormal, metafisika. Pada pengertian lainnya aliran kepercayaan juga bersifat 
sebagai paham yang merupakan hasil budaya bangsa yang mengandung nilai-nilai 
spiritual/ kerohanian dan diakui sebagai warisan leluhur yang telah hidup 
membudaya dalam masyarakat Indonesia (IGM Nurdjana, 2009: 21). 
Keberadaan aliran kepercayaan yang semula disebut kebatinaan itu, di 
seluruh Indonesia kemudian ditampung dalam satu wadah namanya BKKI yang 
artinya Badan Konggres Kebatinaan Indonesia, yang didirikan 1 Sura 1887 tahun 
Caka atau tanggal 19 Agustus 1955 atas pimpinan Wongsonegoro, yang berpusat 
di Jakarta. Kemudian badan ini berubah nama lagi menjadi SBK singkatan dari 
Sekretariat Bersama Kepercayaan. 
Berdasarkan uraian diatas, secara historis dan perkembangan sejarah 
menunjukan bahwa aliran kebatinan yang kini lebih dikenal sebagai aliran 
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa memang nyata adanya berkembang 
dan hidup sesuai lingkungan masing-masing demikian pula khususnya di 
Indonesia. Ada beberada dasar hukum yang dapat dijadikan landasan hak hidup 
terhadap aliran kepercayaan di Indonesia yaitu:  
a) Dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan dasar hukum pengakuan 
pemerintah kepada kepercayan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 
b)  Dalam TAP Nomor 11/ MPR/ 1978 yang tercantum dalam naskah P4 Bab 
II Pedoman P-4 butir Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menyebutkan: 
Dengan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia 
menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa dan oleh karena manusia di Indonesia percaya dan takwa terhadap 
Tuhan Yang Maha Esasesuai dengan agama dan kepercayaanya 
masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Di 
dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikembangkan sikap hormat 






penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga dapat 
selalu dibina kerukunan hidup diantar sesama umat beragama dan 
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.    
Rumusan sila Ketuhanan Yang Maha Esa seperti tersebut, dapatlah 
dijadikan gambaran bagi pemeluk suatu agama dan penganut suatu 
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah berdasarkan 
kepercayaan masing-masing, diantaranya tidak ada saling memaksakan 
agama atau kepercayaan, dan tiap-tiap penduduk dijamin kebebasannya 
menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. 
c) Pidato pertanggungjawaban Presiden/ Mandataris MPR Replublik 
Indonesia tanggal 11 Maret 1978 yang dituangkan dalam Garis-Garis 
Besar Haluan Negara Tahun 1978 menyebutkan khusus tentang 
kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa: 
1) Atas dasar kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa, maka perikehidupan beragama dan peri kehidupan 
berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah selaras 
dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila. 
2) Pembangunan agama dan kepercayaan tehadap Tuhan Yang Maha 
Esa ditujukan untuk pembinaan suasana hidup rukun di antara 
sesama umat beragama dan suasana penganut aliran kepercayaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta meningkatkan amal dan 
bersama-sama membangun masyarakat. 
3) Diusahakan ditambahnya sarana-sarana yang diperlukan bagi 
pengembangan kehidupan keagamaan dan kehidupan kepercayaan 
tehadap Tuhan Yang Maha Esa, termasuk pendidikan agama yang 
dimasukan ke dalam kurikulum-kurikulum sekolah mulai dari 
sekolah dasar sampai universitas-universitas negeri (SBHN& P4, 
Jakarta: 74). 
Hukum yang mengatur tentang hak hidup bagi organisasi atau penganut 
aliran kepercayaan, bukan berarti memiliki sesuatu kebebasan diluar toleransi bagi 






penganutnya atau organisasinya yang menyimpang, misalnya dalam pelanggaran 
delik agama seperti penodaan agama, kekerasan, melakukan perusakan, bahkan 
menimbulkan situasi keresahan sehingga potensi menjadi konflik perpecahan 
yang mengarah pada gangguan kantibmas, bahkan dimungkinkan dalam bentuk 
kejahatan terhadap keamanan negara. Dalam kondisi seperti itu maka integritas 
peran Polri dengan Bakorpakem menjadi sangat menentukan dengan mengambil 






























B. Kerangka Berfikir 
 
Di Indonesia kelompok etnis Tionghoa merupakan salah satu kelompok 
etnis terbesar. Kehadiran orang Tionghoa di Indonesia diperkirakan sejak zaman 
prasejarah telah terjadi penyebaran orang Tionghoa dalam jumlah besar. 
Kedatangan orang-orang Tionghoa tersebut membawa tradisi-tradisi yang 
dianggap penting, dan tata kehidupan yang berlaku di daerah asalnya, serta sikap 
memelihara dan mempertahankan nilai-nilai leluhurnya. Dalam perkembanganya 
banyak masyarakat Tinghoa Indonesia yang memeluk agama Kong Hu Chu.  
Mengacu kepada hakikat agama yang terkait dengan dimensi teologis, 
tatanan peribadatan dan aspek-aspek lain yang diturunkan oleh ajaran agama 
tersebut. Sedangkan kedua, terkait dengan dimensi peran agama bagi kehidupan 
manusia yang menghasilkan tindakan dan ekspresi keberagamaan. Kong Hu Chu, 
























ada seperangkat doktrin ketuhanan, tata ritual, pemuka agama (Nabi)  dan aturan-
aturan lain yang relevan dengan ajaran di dalam kitab suci  Kong Hu Chu. Kitab 
suci ini telah diterjemahkan di dalam bahasa Arab dengan topik Kitab al-Hiwar, 
yang berisi secara garis besar tentang ajaran teologis, tata ritual dan sebagainya. 
Pengakuan bahwa Kong Hu Chu sebagai agama terlihat pada masa 
pemerintahan Presiden Soekarno dengan dikeluarkanya Penetapan Presiden No 1 
Tahun 1965 yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965, 
dalam penjelasannya disebutkan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha 
dan Kong Hu Chu adalah agama yang dianut penduduk di Indonesia. 
 Pada masa Orde Baru pemerintahan melaksanakan kebijaksanaan 
asimilasi rekayasa. Asimilasi rekayasa membawa hasil terbatas, seperti nama, 
perubahan adat istiadat dan kepercayaan/ agama, serta semakin ditinggalkanya 
bahasa Cina dan meningkatnya kemampuan berbahasa Indonesia bagi generasi 
muda. Jenis asimilasi demikian mengandung unsur-unsur paksaan, selalu 
bertentangan dengan hak asasi manusia, juga cenderung mengalami kegagalan. 
Warga keturunan Tionghoa di Indonesia mengalami diskriminasi hampir di segala 
bidang, ekspresi budaya Tionghoa dilarang keras. Harus ganti nama dan ganti 
agama. Rezim Orde Baru hanya membakukan lima agama (Islam, Protestan, 
Katolik, Hindu, Buddha) sebagai agama resmi. Di luar lima itu dianggap bukan 
agama, termasuk Kong Hu Chu. Para penganut ajaran Kong Hu Chu ini juga 
diawasi secara ketat, termasuk ketika beribadah di kelenteng masing-masing. 
 Setelah pemerintahan Orde Baru berakhir, kebijakan mengenai etnis 
Tionghoa berangsur-angsur membaik, terutama ketika di bawah presiden 
Abdurrahman Wahid. Dengan dikeluarkanya Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 
2000 yang mencabut Inpres No. 14 Tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan 
adat istiadat Cina. Sesuai Keppres No. 6 Tahun 2000 maka perayaan Kong Hu 
Chu atau pun aktivitas kebudayaan warga Cina lainnya tidak perlu dengan izin 
khusus. Keppres ini mengatur antara lain penyelengaraan kegiatan keagamaan, 
kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa. Pada tahun 2001 Gus Dur kembali 
membuat keputusan mengejutkan dengan menjadikan tahun baru Imlek sebagai 






masyarakat bangsa untuk secara ikhlas mengakui terhadap eksistensi agama Kong 
Hu Chu di tengah belantara keberagamaan itu. 
 Di sisi lain juga terdapat komunitas agama yang secara konsisten 
mengamalkan ajaran agamanya. Jadi persyaratan sebagai agama tentunya telah 
terlampaui. Problemnya ialah kesiapan seluruh komponen masyarakat bangsa 
untuk secara ikhlas mengakui terhadap ko-eksistensi agama Kong Hu Chu di 
tengah belantara keberagamaan itu. Negara di dalam hal ini perannya ialah 
sebagai fasilitator saja bukan penghukum, sebab menghukum akan bertentangan 
dengan salah satu hak asasi manusia di dalam kehidupan bermasyarakat dan 
berbangsa. Aparat-aparat pemerintah tentunya akan lebih peka terhadap dinamika 
dan perkembangan masyarakat dan kemudian membimbingnya agar tidak terjadi 
tindakan anarkhis. Di sisi lain, masyarakat beragama juga berbuat agar ko-
eksistensi agama ini memperoleh tempat yang layak di dalam dinamika 
kehidupan.  
 Tindakan-tindakan masyarakat yang menolak terhadap ko-eksistensi 
agama Kong Hu Chu sesungguhnya dipicu oleh sosialisasi terstruktur dari masa 
lalu. Untuk itu diperlukan gerakan sosialisasi di berbagai segmen masyarakat, 
misalnya dimulai dengan perubahan-perubahan aturan-aturan yang terkait dengan 
status agama resmi dan ditindaklanjuti dengan perubahan-perubahan kebijakan 
yang menyangkut agama resmi tersebut. Salah satu contoh ialah perubahan teks-
teks (buku daras, buku ajar) di berbagai level pendidikan. Dewan Perwakilan 
Rakyat sebagai wakil yang memperjuangkan kepentingan rakyat, tentu harus 
semakin peka terhadap tuntutan rakyat, termasuk memperjuangkan ko-eksistensi 
agama Kong Hu Chu. Tidak kalah pentingnya ialah perjuangan terus-menerus 
komunitas Kong Hu Chu di tengah belum adanya kesamaan pandangan di 













A. Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Tempat Penelitian 
Penulisan Skripsi ini dilakukan dengan cara studi pustaka. Untuk 
memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan ini, penulis banyak 
memanfaatkan perpustakaan. 
Adapun perpustakaan yang digunakan sebagai tempat memperoleh data: 
a. Perpustakaan Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu    Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
b. Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
c. Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
d. Perpustakaan Monumen Pres Surakarta. 
e. Perpustakaan Daerah Surakarta. 
f. Perpustakaan Wilayah Yogyakarta. 
 
2. Waktu Penelitian 
Rencana waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejak proposal 
disetujui pembimbimg yaitu bulan Juli 2009 sampai dengan Juni 2010. Adapun 
kegiatan yang dilakukan dalam jangka waktu tersebut adalah mengumpulkan 
sumber, melakukan kritik, untuk menyelidiki keabsahan sumber, menetapkan 
makna yang saling berhubungan dari fakta-fakta yang diperoleh dan terakhir 
menyusun laporan hasil penetitian. 
 
B.  Metode Penelitian 
Menurut kamus The New Lexicon yang dikaji Helius Sjamsudin (1996 : 1) 
metode adalah suatu cara untuk membuat sesuatu, suatu prosedur untuk 






atau sistem yang teratur. Menurut Drs. Mardalis (2002 : 24), metode diartikan 
sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. 
Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu " Methodos " yang artinya cara 
atau jalan. Berhubungan dengan cara ilmiah, yang dimaksud dengan metode 
adalah cara kerja yang sistematis mengacu pada aturan baku yang sesuai dengan 
permasalahan ilmiah yang bersangkutan dan hasilnya dapat dipertanggung 
jawabkan secara ilmiah (Koentjaraningrat, 1986 : 2). 
Menurut Kuntowijoyo (1994 : 24), metode sejarah didefinisikan sebagai 
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang bahan, kritik, interpretasi dan 
penyajian sejarah. Menurut Gilbert J. Garragham yang dikaji Dudung 
Abdurrahman (1999 : 43) metode sejarah adalah seperangkat asas dan kaidah-
kaidah yang sistematis yang digunakan secara efektif untuk mengumpulkan 
sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis dari 
hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis. 
Metode penelitian historis menurut Louis Gottschalk (1982 : 28) adalah 
proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan penilaian masa 
lampau. Rekonstruksi yang imajinatif daripada masa lumpau berdasarkan data 
yang diperoleh dengan menempuh proses yang disebut dengan historiografi. 
Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam 
penelitian ini akan dilakukan kegiatan mengumpulkan, menguji, menganalisa 
secara kritis mengenai data serta usaha untuk melakukan sintesa dan menyajikan 
dalam bentuk tulisan sejarah mengenai perubahan aliran Konghuchu menjadi 
agama Konghuchu pada masa pemerintahan Gus Dur. 
 
C. Sumber Data 
 Sumber data adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai bahan penulisan 
atau penceritaan kembali peristiwa sejarah. Sumber data yang digunakan adalah 
sumber sejarah. Sumber sejarah seringkali disebut juga ―data sejarah‖ (Dudung 
Abdurrahman, 1999: 30). Data sejarah itu sendiri berarti bahan sejarah yang 
memerlukan pengelolaan, penyeleksian, dan pengkategorian sejumlah sumber 






Sumber  sejarah  dapat  diklasifikasikan  menjadi  beberapa  cara  yaitu : 
(1) kontemporer (contemporary) dan lama (remote), (2) formal (resmi) dan 
informal (tidak resmi), (3) pembagian menurut asalnya (dari mana asalnya), (4) isi 
(mengenai apa), (5) tujuan (untuk apa) yang masing-masing dibagi lagi lebih 
lanjut menurut waktu, tempat dan cara/produknya. Sumber sejarah secara garis 
besar dibedakan menjadi peninggalan-peninggalan (relics atau remains) dan 
catatan-catatan (Helius Sjamsudin, 1996:74).  
Menurut Louis Gottschalk (1986 : 85), ada sumber primer dan sumber 
sekunder. Sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi mata dengan mata 
kepala sendiri atau saksi dari panca indera yang lain, yakni orang atau alat yang 
hadir pada peristiwa yang diceritakannya. Sumber sekunder merupakan kesaksian 
dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan mata yakni dari seseorang 
yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan. 
Sumber primer bisa dibagi menjadi dua, sumber primer tidak tertulis dan 
sumber primer tertulis. Sumber primer tidak tertulis yaitu berupa sumber lisan 
yang berasal dari para pelaku sejarah yang sering disebut informan, yaitu orang 
yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar 
penelitian (Lexy J Moeleong, 2002: 90). Posisi narasumber disini sangat penting 
karena bukan hanya sekedar memberi respons, melainkan juga sebagai pemilik 
informasi. Narasumber disebut sebagai informan (orang yang memberikan 
informasi, sumber informasi, sumber data) atau disebut juga subyek yang diteliti, 
karena ia bukan hanya sebagai sumber data, melainkan juga aktor atau pelaku 
yang ikut menentukan berhasil atau tidaknya sebuah penelitian berdasarkan 
informasi yang diberikan (Imam Suprayogo dan Tobroni, 2001:163). Jadi, 
informan dijadikan sumber primer dalam penelitian ini, karena informan 
merupakan orang yang dipandang mengetahui tentang masalah yang diteliti dan 
mau memberikan informasi secara lengkap.  
 
D. Teknik Pegumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian historis merupakan salah satu 






maka pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan teknik wawancara. 
Studi pustaka merupakan teknik yang dilakukan untuk pengumpulan data yang 
berasal dari arsip, buku, majalah, jurnal, arsip, surat kabar yang terbit pada masa 
itu atau yang terbit kemudian. Bahan ini dapat digunakan untuk menjelaskan 
masalah yang diteliti. 
 Kajian kepustakaan meliputi pengidentifikasian secara sistematis, 
penemuan, dan analisis-analisis dokumen yang memuat masalah yang diteliti. 
Kajian pustaka memiliki beberapa fungsi diantaranya: (1) menyediakan kerangka 
konsepsi atau kerangka teori untuk penelitian yang direncanakan, (2) 
Menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian yang lampau yang 
berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, (3) Memberikan rasa 
percaya diri sebab melalui kajian pustaka semua konstruk yang berhubungan 
dengan penelitian sudah tesedia, (4) Memberikan informasi mengenai metode-
metode penelitian, populasi, dan sample, instrument pengumpulan data, dan 
perhitungan statistik yang digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya, (5) 
Menyediakan temuan-temuan dan kesimpulan-kesimpulan penyelidikan terdahulu 
yang dapat dihubungkan dengan penemuan dan kesimpulan yang akan dilakukan. 
(Sevilla, 1993:31-2) 
Menurut Koentjaraningrat (1986 : 36), keuntungan dari studi pustaka ini 
ada empat hal, yaitu : (1) memperdalam kerangka teoritis yang digunakan sebagai 
landasan pemikiran, (2) memperdalam pengetahuan akan masalah yang diteliti, 
(3) mempertajam konsep yang digunakan sehingga mempermudah dalam 
perumusan, (4) menghindari terjadinya pengulangan suatu penelitian. 
Menurut Dudung Abdurrahman (1999 : 56) mengutip pendapat Florence 
MA. Hilbish, mengemukakan bahwa catatan-catatan dalam pengumpulan data ada 
tiga bentuk, yaitu : (1) quation (kutipan langsung), (2) citation atau indirect 
quation (kutipan tidak langsung), (3) summary (ringkasan) dan comment 
(komentar). 
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data melalui studi pustaka yaitu 
dilakukan pengumpulan terhadap buku dan subyek yang berkaitan dengan obyek 






penelitian. Peneliti terlebih dahulu membaca katalog untuk mencarinya, mencatat 
nomor kode buku maupun arsip dan menyerahkan pada petugas yang kemudian 
akan membantu mengambilkan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Selanjutnya 
membandingkan sumber yang satu dengan sumber yang lain, peneliti berusaha 
untuk memahami isi dan peristiwa sebenarnya yang terjadi di dalam obyek 
penelitian. Peneliti membaca, mencatat atau membuat catatan ringkas, meminjam, 
dan memfoto copy bagian buku-buku literatur yang dianggap penting dan sesuai 
dengan tema penelitian yang tersimpan di perpustakaan-perpustakaan yang 
dijadikan sebagai studi pustaka penelitian. 
Teknik  wawancara adalah percakapan langsung dan tatap muka (face to 
face) dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu 
pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 
(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan 
wawancara secara umum adalah untuk menggali struktur kognitif dan dunia 
makna dari perilaku subyek diteliti.  
Menurut Koentjaraningrat (1983: 138-139), teknik bertanya dalam 
wawancara ini dibagi menjadi dua golongan besar yaitu: (1) wawancara berencana 
atau  standardizered interview, maksudnya yaitu wawancara selalu terdiri dari 
suatu daftar pertanyaan wawancara yang akan dipertanyakan dan disusun 
sebelumnya. Dalam teknik wawancara semacam ini, peneliti harus datang 
langsung dan menemui kepada responden yang telah diseleksi untuk dimintai 
wawancara dan diajukan pertanyaan yang sama, dengan kata-kata dan dalam tata 
urut yang seragam. Jadi peneliti tidak dapat mengubah sendiri keseragaman 
tersebut, karena hal itu mungkin akan menimbulkan respon yang tidak 
mempunyai nilai yang seragam. (2) wawancara yang tak berencana atau 
unstandardized interview maksudnya adalah wawancara tidak mempunyai 
persiapan sebelumnya dari daftar pertanyaan dengan susunan kata dan dengan tata 
urut tetap yang harus dipatuhi oleh peneliti secara ketat, hal ini tentunya tidak 
berarti bahwa suatu wawancara itu tidak mempunyai cara dan aturan bertanya 
yang tertentu. Cara wawancara seperti ini peneliti harus fokus dan mengikuti cara 






yang sudah disusun oleh pewawancara atau sipenanya. Dalam metode wawancara 
tidak terencana in, secara lebih khusus lagi dapat dibagi ke dalam (1) metode 
wawancara (struktured interview) dan (2) wawancara tak berstruktur 
(unstruktured interview). 
Guna mendapatkan hasil yang optimal maka digunakan teknik wawancara 
terstruktur dan teknik wawancara tidak terstruktur dalam penelitian ini. Peneliti 
dapat menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dengan 
kata-kata dan tata urut yang seragam, tidak tertutup kemungkinan peneliti juga 
harus fokus dan mengikuti cara responden untuk memberikan jawaban dan tidak 
terfokus pada daftar yang telah ada atau telah dibuat sebelumnya. 
Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data 
adalah teknik studi pustaka dan wawancara.   
 
E. Teknik Analisa Data 
Analisa data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisa 
data adalah rangkaian kegiataan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, 
penafsiran, dan vertivikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, 
akademis, dan ilmiah (Imam Suprayogo dan Tobroni, 2001: 191). 
Di dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 
analisis historis yang mengutamakan ketajaman dalam menginterpretasi data 
sejarah. Interpretasi diperlukan mengingat fakta sejarah tidak mungkin berbicara 
sendiri. Kategori fakta-fakta sejarah mempunyai sifat yang sangat kompleks, 
sehingga suatu fakta tidak dapat dimengerti atau dilukiskan oleh fakta itu sendiri. 
Fakta merupakan bahan utama yang dijadikan para sejarawan sebagai bahan 
menyusun cerita sejarah. Pengkajian fakta sejarah tidak dapat dilepaskan dari 
unsur subyektivitas sejarawan, sehingga tidak diperlukan konsep-konsep dan teori 
sebagai kriteria penyeleksi dan pengklasifikasian fakta sejarah (Sartono 
Kartodirdjo, 1992 : 85). 
Penulisan sejarah yang dapat dipercaya memerlukan analisis data sejarah 
yang obyektif, sehingga unsur-unsur subyektivitas dalam menganalisis data 






yang sesuai dengan sumber data sejarah dan kedibilitas unsur tersebut. Unsur 
yang kredibel, maksudnya apabila unsur tersebut paling dekat dengan peristiwa-
peristiwa yang sebenarnya   terjadi.   Unsur   tersebut   dapat   diketahui   
kredibelnya   berdasarkan penyelidikan kritis terhadap sumber data sejarah yang 
ada (Louis Gottschalk, 1986 : 95). Analisis data dapat dilakukan dengan aturan-
aturan : fakta sejarah harus diseleksi, disusun, diberi atau dikurangi tekanannya 
(tempat atau bahasanya) dan ditempatkan dalam urutan kausal. Dari keempat 
aturan menyusun fakta tersebut, seleksi merupakan masalah penting sehingga 
peneliti harus mampu memilih dan memilah fakta mana yang lebih relevan dari 
sejumlah data  (Dudung Abdurahman, 1999:25). 
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengklasifikasikan 
sumber data yang telah terkumpul yaitu sumber primer dan sumber sekunder. 
Langkah selanjutnya adalah kritik sumber baik kritik intern maupun kritik ekstern. 
Sumber data tersebut kemudian dibandingkan dengan sumber data yang lain guna 
memperoleh kredibilitas sumber data.  
 
F. Prosedur Penelitian 
Sebelum melakukan penelitian perlu dibuat suatu prosedur penelitian 
karena dapat mempermudah cara kerja dan memperlancar jalannya penelitian. 
Menentukan tema yang akan diteliti merupakan langkah awal sebelum membuat 
suatu rencana kerja dari persiapan membuat proposal  sampai  dengan  penulisan  
hasil  penelitian. Langkah yang perlu dijalankan untuk mempermudah penelitian 
dan mendapatkan hasil penelitian yang optimal diperlukan adanya prosedur yang 
digambarkan dalam bagan persiapan. Bagan persiapan tersebut berisi langkah 
sistematis yang menggambarkan kegiatan dari awal perncanaan sampai dengan 
pembuatan Iaporan hasil penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian historis 







Keterangan :                 
1. Heruistik 
Heruistik adalah kegiatan menghimpun jejak-jejak masa lampau dengan 
cara  mengumpulkan bahan-bahan tertulis, tercetak atau sumber lain yang relevan 
dengan penelitian ini.  Menurut Sidi Gazalba (1981:15),  heruistik adalah kegiatan 
mencari bahan atau menyelidiki sumber sejarah untuk mendapatkan bahan 
penelitian.                                                                                                                                   
Pada tahap ini peneliti berusaha mencari dan menemukan sumber-sumber 
tertulis berupa buku-buku serta bentuk kepustakaan lain yang relevan dengan 
tema penelitian.  
 
2.   Kritik 
Kritik merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyelidiki jejak-jejak 
sejarah yang telah dikumpulkan, yaitu yang menyangkut apakah jejak-jejak 
sejarah itu dapat dipercaya atau tidak. Kritik terbagi menjadi dua macam yaitu 
kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern berhubungan dengan kredibilitas isi 
dari suatu sumber sejarah yang ada. Kritik ini bertujuan untuk menguji apakah isi, 
fakta dan cerita dari suatu sumber sejarah dapat dipercaya dan dapat memberikan 
informasi yang diperlukan. Kritik ekstern yaitu kritik terhadap keaslian sumber 
(otensitas) yang berkenaan dengan keberadaan sumber apakah masih asli atau 
sudah turunan.  
Pada tahap kritik ekstern dilakukan dengan melihat penulis atau pengarang 
tentang hasil karyanya sesuai dengan keahliannya atau tidak sehingga diketahui 








keasliannya. Penulis melihat apakah keaslian sumber tersebut dari pengarangnya 
asli atau turunan karya orang lain dari tahap ini akan didapatkan validitas data. 
Sumber-sumber data tertulis yang berhasil dikumpulkan oleh penulis 
kemudian dikelompokkan apakah termasuk sumber primer atau sekunder. Kedua 
jenis data tersebut diidentifikasikan mengenai penulis atau pengarang sumber data 
tertulis tersebut, tahun dan tempat penulisan atau penerbitan, dan orisinalitas 
apakah asli ditulis oleh penulis sumber data tersebut atau bukan. Penulis juga 
mengidentifikasikan gaya, tata bahasa, dan ide yang digunakan penulis sumber 
data, kecenderungan politik dan pendidikan penulis sumber data, situasi saat 
penulisan sumber itu, dan tujuan penulis sumber data dalam mengemukakan 
peristiwa yang berkaitan dengan tema perubahan aliran Kong Hu Chu menjadi 
agama Kong Hu Chu pada masa pemerintahan Gus Dur, kemudian isi dan 
pernyataan penulis sumber data yang satu dibandingkan dengan isi dan pernyataan 
penulis sumber yang lain. Berdasarkan seleksi data tersebut dihasilkan fakta. 
 
3. Interpretasi 
Interpretasi atau penafsiran sejarah sering disebut dengan analisis sejarah. 
Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk menafsirkan data yang diperoleh, 
kemudian mencari kaitan antara data yang satu dengan data yang lainnya. Setelah 
itu data yang saling berkaitan dihubungkan akan diperoleh data yang jelas, 
sehingga dapat diketahui hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa dalam 
perubahan aliran Kong Hu Chu menjadi agama Kong Hu Chu pada masa 
pemerintahan Gus Dur yang menjadi obyek penelitian. Fakta-fakta tersebut 
ditafsirkan, diberi makna, dan ditemukan arti yang sebenarnya, sehingga makna 
tersebut dapat dipahami sesuai dengan pemikiran yang relevan, logis dan 
berdasarkan obyek penelitian yang dikaji. 
 
4. Historiografi 
Tahap historiografi merupakan langkah terakhir dalam prosedur penelitian 
sejarah. Historiografi merupakan karya sejarah dari hasil penelitian, dipaparkan 






ditemukan beserta argumentasi secara sistematis. Historiografi merupakan 
langkah merangkai fakta sejarah menjadi cerita sejarah. Dalam penelitian ini 
historiografi diwujudkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul 
‖Perubahan Aliran Kong Hu Chu Menjadi Agama Kong Hu Chu Pada Masa 

































A. Sejarah Masuknya Agama Kong Hu Chu 
 
1. Agama Kong Hu Chu di Cina 
Dalam memahami sesuatu hal termasuk agama, tidak boleh mengabaikan 
latar belakang dan sejarah agama, karena akan menimbulkan pengertian dan 
penilaian sepotong, sepihak, dan tidak akan memperoleh manfaat. Berusaha 
memahami sejarah yang sejauh-jauhnya akan dapat memberikan pengertian yang 
lebih kaya dan lengkap, sehingga dapat mendapatkan makna yang sebenarnya. 
Perstiwa yang baru dialami tidak terlepas dari peristiwa lama, zaman baru 
merupakan kelanjutan zaman lama. Demikianlah jalan sejarah, termasuk sejarah 
agama Kong Hu Chu. Agama Kong Hu Chu dalam sebutan aslinya adalah Ji Kau 
atau  Ru Jiao, yang bermakna agama dari kaum yang taat, setia, lembut hati, yang 
mendapat bimbingan suci, dan juga berarti cendikia atau yang terpelajar. Di 
negara Barat Ji Kau disebut Congfucianism. Hal ini merujuk dari nama Nabi 
Besar terakhir yang sudah menggenapi atau menyempurnakan Ji Kau, yakni Nabi 
Konghuchu atau Kongzi (Hendrik A.W, 2003: 02). 
Evaluasi mengenai ajaran dogma keimanaan dan moral yang diyakini 
pemeluk-pemeluknya sebagai berasal dari ―dunia luar‖, dunia yang jauh berbeda 
secara esensial dengan dunia empiris, oleh karena itu tidak dapat disentuh oleh 
pengkajian empiris sebab memberi penilaian atas nilai-nilai supranempiris adalah 
tugas khusus dari teologi dogmatic atau teologi moral. Agama berporos pada 
kekuatan-kekuatan noempiris atau supraempiris , hal ini menunjukan bahwa 
agama itu khas berurusan dengan kekuatan-kekuatan yang lebih tinggi dari 
kekuatan manusia (Hendrik A.W, 2003: 03).  
Agama Kong Hu Chu, sudah ada 2000 tahun sebelum Nabi Khongcu lahir. Para 
raja dan rakyat harus menjalankan upacara agama dan menjunjung tinggi 
moralitas seperti yang diajarkan oleh para leluhur raja. Nabi Khongcu lahir pada 
tahun 551 SM. Ia ditugaskan oleh Tuhan untuk menata kembali tata upacara 






spiritual dan moral agar rakyat Tiongkok hidup lebih sejahtera dan damai. Pada 
waktu itu di Tiongkok terjadi perpecahan yang menjadikan negeri Tiongkok 
kacau balau. Para kepala daerah ingin menjadi raja, mereka saling berperang 
berebut wilayah. Zaman itu disebut zaman Chun Qiu (Musim Semi dan Musim 
Gugur). 
 Nabi Khongcu mendirikan sekolah yang menampung murid sebanyak 
3000 orang, Nabi Khongcu mendasarkan etikanya pada hakekat manusia dan 
masyarakat. Nabi Khongcu lebih dekat kepada hal-hal yang kongkret. Barangkali 
hasil pengamatannya yang paling penting mengenai manusia ialah pada 
hakekatnya manusia itu sama belaka, setiap manusia menginginkan kebahagiaan 
walau pun kebahagian tiap orang berbeda-beda. Ia juga mendefinisikan 
pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang membahagiakan rakyatnya 
(http://www. gentanusantara. com/ ?p=53=1, diakses 20 Maret 2010). 
Kebahagiaan merupakan kebaikan dan manusia merupakan mahluk sosial, 
maka kita segera sampai pada asas timbal balik yang diajarkan Nabi Khongcu 
―tidak mengerjakan hal-hal kepada orang-orang lain yang kita sendiri tidak 
menginginkan mereka mengerjakan hal-hal tersebut terhadap kita sendiri.‖ 
Maksudnya disini adalah kita jangan melakukan sesuatu hal kepada orang lain, 
bila kita juga tidak ingin orang lain melakukan itu pada kita (H.G.Creel. 1990:40). 
Nabi Khongcu tidak bersikap begitu bersahaja sehingga menganggap 
dengan prinsip di atas bisa terselesaikan semua masalah di antara manusia. Setiap 
orang menginginkan mendapatkan kebahagiaan, dan kebanyakan dari kita ingin 
melihat setiap orang diantara kita juga bahagia. Tetapi sebagian di antara kita 
tidak bijaksana, karena memilih kesenangan langsung yang kurang bernilai, dan 
biasanya kita bersikap tidak sosial karena mengutamakan kebahagiaan sendiri 
bahkan kalau perlu mengabaikan kebahagiaan orang lain. Untuk memperbaiki 
kecenderungan-kecenderungan itu maka secara tegas Nabi Khongcu mengakui 
dan selalu menekankan betapa perlunya dalam batasan tertentu diselenggarakan 
pendidikan semesta. Ia berpendapat bahwa warga negara yang berpengetahuaan 
merupakan landasan yang penting bagi negara. Memang untuk sementara dengan 






dikerjakan. Nabi Khongcu mengatakan: ―Jika seseorang hendak memimpin 
rakyatnya dengan menggunakan aturan-aturan, dan hendak mempertahankan 
ketertiban dengan menggunakan hukuman-hukuman, maka rakyat akan berusaha 
untuk menghindari hukuman-hukuman tanpa mempunyai rasa wajib moral. Tetapi 
jika orang memimpin mereka dengan kebajikan (baik dengan contoh-contoh 
maupun teladan-teladan), dan mendasarkan diri pada li dalam mempertahankan 
ketertiban maka rakyat akan mempunyai rasa wajib moral untuk memperbaiki diri 
sendiri‖ (H.G.Creel. 1990:43). 
Dalam bidang pemerintahan Nabi Khongcu berpendapat bahwa 
pemerintahan harus ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan serta kebahagiaan 
seluruh rakyat. Dikatakannya bahwa pemerintahan yang baik hanya akan terjadi 
bila pemerintahan dikelola oleh orang-orang yang paling cakap di suatu negeri. 
Kecakapan itu tidak ada sangkut pautnya dengan keturunaan, kekayaan atau 
kedudukan, melainkan semata-mata karena watak dan pengetahuan. Ia dapat 
diperoleh melalui pendidikan yang tepat, oleh karena itu pendidikan harus 
disebarluaskan sehingga orang-orang yang paling berbakat dikalangan penduduk 
dapat dipersiapkan untuk urusan pemerintahan, dan pengelolahan pemerintahan 
harus diserahkan kepada orang-orang semacam itu tanpa melihat asal-usulnya 
(H.G.Creel. 1990:43).  
Para murid Nabi Khongcu kemudian banyak mendirikan sekolah 
meneruskan ajaran Nabi Khongcu. Dua tokoh besar yang meneruskan ajaran 
Rujiao yaitu Meng Zi atau Mencius (371-289 SM) dan Xun Zi (326-233 SM). 
Kedua tokoh ini memang mengajarkan ajaran Rujiao dari Khongcu, namun 
mereka mempunyai perbedaan pendapat dalam beberapa hal karena mereka hidup 
dalam situasi negara Tiongkok yang berbeda. Meng Zi hidup pada saat awal 
kekacauan muncul, sedangkan Xun Zi lahir saat kekacauan itu sudah memuncak. 
Meng Zi mengajarkan bahwa: manusia akan hidup bahagia apabila negara 
makmur dan sejahtera, untuk itu menusia harus melaksanakan perintah Tuhan, 
yaitu menjalani hidup lurus, jujur, dan tidak serakah. Kekacauan terjadi dalam 
masyarakat karena banyak orang tidak menjalankan hidup sesuai perintah Tuhan. 






diperhatikan. Meng Zi menyakini bahwa watak dasar manusia itu baik. Sedangkan 
Xun Zi mengajarkan bahwa manusia bisa hidup bahagia apabila negaranya kuat 
dan kaya, untuk mewujudkan negara yang kuat dan kaya perlu dibuat undang-
undang yang berlandaskan cinta kasih, keadilan, dan ditentukan sistem 
kemasyarakatan yang jelas. Rakyat perlu dididik untuk hidup sesuai dengan 
sistem kemasyarakatan yang ada. Ajaran Xun Zi lebih mengarah kepada ajaran 
Filsafat Confusianisme. Xun Zi tidak yakin bahwa  watak dasar manusia itu baik, 
maka dia menyarakan adanya penegakan hukum yang serius agar rakyat hidup 
lurus dan benar (Oesman Arif, http://www.gentanusantara.com, diakses 20 Maret 
2010). 
Ajaran kedua tokoh ini telah memperkuat posisi ajaran Rujiao sebagai 
agama, pandangan hidup, sistem filsafat bagi masyarakat Tionghoa. Sejak awal 
dinasti Han, ajaran Rujiao juga diserap oleh bangsa Jepang, bangsa Korea, dan 
bangsa Vietnam sampai dengan sekarang. Bangsa-bangsa tersebut menyerap 
ajaran Rujiao menurut keperluan mereka. Di Jepang untuk keperluan 
pemerintahan mereka mengambil ajaran Xun Zi, untuk keperluan rakyat banyak 
digunakan ajaran Meng Zi. Di Korea, ajaran Meng Zi lebih banyak diambil dari 
pada ajaran Xun Zi. Di Vietnam, ajaran Xun Zi lebih banyak dimanfaatkan dari 
pada ajaran Meng Zi. Di Tiongkok sekarang, untuk pemerintahan lebih banyak 
diambil ajaran Xun Zi, namun rakyat lebih banyak mengenal ajaran Meng Zi . 
Pada zaman dinasti Han (206 SM) Agama Kong Hu Chu atau Ru Jiao ditetapkan 
sebagai agama negara, dan semua pejabat negara harus lulus ujian negara dengan 
materi ujian ajaran Ru Jiao, yang bersumber dari Kitab Klasik, kitab ini ditulis 
berdasarkan ajaran Nabi Khongcu oleh para murid-nya. Namun pada waktu itu 
banyak orang dengan aliran lain mengaku sebagai pembawa ajaran Khongcu, 
tujuannya supaya diterima sebagai pejabat (Oesman Arif, http://www. 
gentanusantara.com, diakses 20 Maret 2010). 
Pada tahun 97 M, diadakan seminar di Gua Macan Putih (nama sebush 
gedung di Istana), untuk menetapkan ajaran Nabi Khongcu yang asli dan 
dipisahkan dari ajaran Kong Hu Chu yang palsu. Pemisahahan ini mempunyai 






Nabi Khongcu yang murni sudah ditetapkan. Dampak negatifnya, banyak buku 
tulisan pemikir Rujiao yang ikut tersingkirkan atau tidak diakui sebagai ajaran 
Rujiao. Perlu dijelaskan di sini bahwa pada zaman itu terjadi pepecahan antara 
kelompok teks baru dan teks lama. Tampaknya yang menentukan putusan dalam 
seminar itu dari kelompok teks baru. Tulisan Yang Xiong ( kelompok teks lama) 
yang berjudul Tai Xuan Jing (Kitab Rahasia Besar) tidak dimasukkan dalam 
ajaran Rujiao. Tulisan Yang Xiong justru dimanfaatkan oleh agama Tao sebagai 
kitab yang amat penting (Oesman Arif, http://www.gentanusantara.com, diakses 
20 Maret 2010). 
Semula agama Kong Hu Chu adalah untuk semua rakyat Tiongkok atau 
bangsa Tionghoa, ajaran agama Kong Hu Chu itu diajarkan melalui sekolah dan 
para orang tua. Lembaga agamanya adalah negara itu sendiri. Setiap raja yang 
naik tahta wajib membuat rumah ibadah Kong Hu Chu (Bio atau Miao atau 
Kelenteng) sebanyak tujuh buah, setiap gubernur lima buah, dan residen tiga 
buah. Agama Kong Hu Chu pada waktu itu juga mempunyai lembaga khusus 
yang mempelajari agama, tetapi tidak banyak jumlahnya. Para muridnya setelah 
lulus juga mengikuti ujian menjadi pejabat negara. Kedudukan agama Kong Hu 
Chu yang sangat istimewa di Tiongkok saat itu telah menjadikan tokoh agama 
Kong Hu Chu lupa membina umatnya secara intensif, mereka kurang menekankan 
pada ajaran spiritual, tetapi lebih menekankan pada pengabdian masyarakat 
(Oesman Arif, http://www.gentanusantara.com, diakses 20 Maret 2010). 
 
2. Masuknya Orang Tionghoa ke Indonesia Membawa Agama Kong Hu Chu 
Kepulauan Indonesia memiliki letak geografis, angin, dan ombak yang 
menguntungkan, serta kekayaan yang masyhur terutama rempah-rempah dan kayu 
wangi sehingga tidak mengherankan  kalau kepulauan ini selama lebih dari seribu 
tahun menjadi tujuan dari pedagang luar negeri. Dari arah timur laut, para 
pedagang, bajak laut, dan petualang datang ke perairan ini, keluar-masuk 







Keberadaan umat beragama Kong Hu Chu beserta lembaga-lembaga 
keagamaannya di Nusantara atau Indonesia ini sudah ada sejak berabad-abad yang 
lalu, bersamaan dengan kedatangan perantau atau pedagang-pedagang 
Tionghoa ke tanah air kita ini. Mengingat sejak zaman Sam Kok yang 
berlangsung sekitar abad ke-3 Masehi, Agama Kong Hu Chu telah menjadi salah 
satu diantara Tiga Agama Besar di China waktu itu; lebih-lebih sejak 
zaman dinasti Han, atau tepatnya tahun 206 sebelum Masehi telah dijadikan 
Agama Negara (http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Tinggi_Agama_ Konghucu_ 
Indonesia,  diakses 28 April 2010). 
Para ahli berpendapat bahwa berita-berita pertama mengenai kepulauan 
Indonesia terdapat dalam buku Han-shu (sejarah dinasti Han). Tembikar-tembikar 
yang ditemukan di Indonesia (Jawa Barat, Lampung, dan Kalimantan) dapat 
dianggap sebagai bukti, bahwa di zaman Han atau tidak lama sesudah itu, telah 
ada hubungan antara Tiongkok dengan pulau Jawa, Sumatra, dan Kalimantan. 
Hubungan ini mungkin diselenggarakan dengan perantara orang-orang India, 
mungkin juga langsung oleh saudagar-saudagar Indonesia yang belayar ke 
Tiongkok (Sie Tjoen Lay, 1960: 15).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Selain dizaman dinasti Han hubungan Indonesia dengan Tiongkok juga 
terjadi pada masa dinasti Tang, dinasti Sung, dinasti Yuan, dan dinasti Ming. Hal 
ini dibuktikan dari catatan-catatan yang ditulis oleh para utusan-utusan yang 
dikirimkan oleh Tiongkok. Pada masa dinasti Ming bisa dikatakan hubungan 
Indonesia dengan Tiongkok sangat baik. Beberapa daerah di Kalimantan misalnya 
Sulu dan Banjarmasin mengakui kaisar Tiongkok sebagai raja yang dipertuankan. 
Utusan-utusan atau duta-duta yang dikirim oleh Tionghoa ke Indonesia maupun 
sebaliknya. Dari sudut Tionghoa duta-duta itu harus ditijau dalam konsepsi 
pengertian Tionghoa mengenai kedudukan Kaisar Tiongkok sebagai kaisar 
seluruh dunia yang menganggap tidak ada manusia lain yang berdaulat sebagai 
raja kecuali dirinya sendiri. Sebaliknya oleh raja-raja di Indonesia dari bagian 
manapun di kepulauan kita, pengiriman duta-duta itu dianggap sebagai tanda 






barang antar kedua negeri tersebut. Peristiwa pengiriman duta-duta tersebut 
berlangsung berabad-abad lamanya abad ke-7 (pengiriman ke Ho-ling) sampai 
abad ke-15(duta keliling Cheng Ho) (Sie Tjoen Lay, 1960:24).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Imigrasi pertama penduduk Tionghoa ke Indonesia diperkirakan terjadi 
pada abad ke-11 dan ke-12. Tanda-tanda sudah adanya imigrasi pada masa itu 
disampaikan oleh T‘ein-T‘se Chang dalam bukunya Sino-Portuguese trade from 
1514-1644 mengatakan bahwa menurut cerita seorang yang bernama Chu Yu 
yang hidup kira-kira tahun 1125, sudah ada perdagangan Tionghoa dengan kapal-
kapal yang dapat memuat banyak orang ke negeri ini. Begitu pula Chao-Ju-kua (ia 
hidup pada tahun 1175-1225 sebagai pengawas perdagangan sebrang lautan di 
Caton) dalam bukunya yang bernama Chu-Fan-Chih mengatakan bahwa 
perdagangan kepulauan ini sudah ramai (Sie Tjoen Lay, 1960: 31). Jumlah orang 
Tionghoa di Indonesia kurang dari tiga persen dari jumlah total populasi 
penduduk Indonesia, dan jelas mereka merupakan golongan minoritas namun 
mereka tidaklah bersifat homogen. Secara kultural, mereka dapat dibagi menjadi 
peranakan (orang Tionghoa yang lahir di Indonesia dan berbahasa Indonesia) dan 
totok (orang Cina yang berbahasa Cina, umumnya lahir di Cina)   (Leo 
Suryadinata, 1999: 48).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Setelah sampainya imigran-imigran Tionghoa di Indonesia kemudian 
mereka membentuk koloni-koloni. J. Moerman Jz  dalam bukunya Chineesche 
Kamp (1929: 10) daerah-daerah yang banyak didiami oleh Tionghoa yaitu: 
a) Pulau Sumatra: Sumatra Timur, Sumatra Utara, Bagan Si Api-api, 
Palembang, Bangka, Padang, dan Biliton. 
b) Pulau Jawa: Jakarta, Semarang, dan Surabaya. 
c) Pulau Kalimantan: Kalimantan Barat-Banjarmasin, Samarinda. 
d) Semenanjung Malaka: Singapura dan Penang (Sie Tjoen Lay, 
1960: 35).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Kira-kira empat ratus tahun yang silam orang Belanda  secara berangsur-
angsur mulai menaklukkan kepulauaan ini. Pada saat yang sama, suasana di 
Tionghoa sedang buruk sebuah dinasti sedang dalam keadaan sekarat dan 






berdatangannya para pedagang Tionghoa yang semuanya laki-laki, dari Tionghoa 
bagian selatan. Hubungan para pendatang baru Tionghoa yang sudah terputus 
dengan tanah kelahiranya, kemudian  mereka memutuskan menikah dengan 
penduduk lokal. Sejak itu munculah sebuah ras campuran baru, yaitu yang sering 
disebut golongan peranakkan. Kebudayaan golongan ini bukan kebudayaan Cina 
dan juga bukan kebudayaan asli, namun mereka masih memelihara identitas 
sebagai orang Cina. Para pejabat kolonial Belanda dengan segera memanfaatkan 
golongan peranakan sebagai perantara dalam perdagangan, peminjaman uang, 
pemungutan pajak, dan perdagangan besar. Sebagai hasilnya terciptalah sebuah 
susunan kelas yang kaku dengan menempatkan orang Cina diantara orang 
Belanda dan pribumi yang ada di tempat paling bawah. Pola masyarakat ini 
berhasil dipertahankan tiga dasawarsa terakhir abad ke-19 (Stuart W Greif, 1991: 
2). 
Perhubungan Tiongkok-Indonesia tidak terdiri dari perhubungan yang 
bersifat sementara, tetapi karena kolonisasi orang Tionghoa di Indonesia 
menunjukan hubungan yang sangat tetap. Biarpun dalam masyarakat Indonesia 
kolonisasi itu merupakan golongan sendiri, tetapi tidak dapat disangkal bahwa 
golongan itu dan golongan lain saling mempengaruhi. Dalam golongan-golongan 
Indonesia dan Tionghoa terdapat adat istiadat yang dapat membuktikanya. 
Misalnya orang Tionghoa yang tinggal di Indonesia menikah dengan orang 
Indonesia dan anak-anak mereka, biarpun didik menurut cara dan adat Tionghoa 
tapi tidak bisa lepas dari pengaruh ibunya(Stuart W Greif, 1991: 2)  
 Hal tersebut menunjukan bahwa kedatangan etnis Tionghoa ke Indonesia 
dipengaruhi oleh adanya hubungan baik antara Tiongkok dan Indonesia. Etnis 
Tionghoa datang dengan membawa tradisi-tradisi leluhurnya dan atau budaya-
budaya leluhurnya yang sudah lama berkembang di daerah asalnya, seperti agama 
dan kepercayaan tradisional. Sebagaimana yang dikatakan oleh A Gap Hui Tie 
(seorang tokoh agama Kong Hu Chu di Jungkat yang merasa sudah keturunan ke-
7 dari nenek moyangnya sehingga pekhong yang dikelolanya sudah berusia 200 
tahun lebih), bahwa banyak kalau bukan sebagian besar dari masyarakat 






ini didukung adanya bukti sejarah peninggalan  pekhong/ klenteng tua yang 
berada di Jungkat (sekarang ikut kabupaten Pontianak). Konon, pekhong yang 
bernama lengkapnya ―Pekhong Lam Tek Chiang‖, yang disembah oleh 
masyarakat Kong Hu Chu di daerah ini dibawa langsung oleh orang Tionghoa dari 
Tiongkok (Analisa, volume XVI, No. 01, Januari-Juni 2009: 53). 
 Pada abad ke-17 sebenarnya sudah ada bangunan tua yang bernama 
―klenteng‖ sebagai tempat pemujaan agama Kong Hu Chu di Pontianak. Ada dua 
bangunan klenteng yang dianggap tua, yaitu Klenteng di Kapuas Indah dan 
Klenteng di Gang Waru. Kedua klenteng ini sudah berusia lebih dari 300 tahun 
sehingga sudah beberapa kali dipugar oleh masyarakat setempat. Dari segi 
arkeologinya, usia kedua klenteng tersebut terdapat perbedaan pendapat mana 
klenteng yang terlebih dahulu dibangun atau yang lebih tua. Sebagian orang 
berpendapat bahwa klenteng di Kapuas yang terlebih dahulu dibangun karena 
pada saat itu orang Tionghoa masuk ke daerah ini dengan membangun tempat 
pemujaan ―altar pekhong‖ terlebih dahulu untuk disembah dalam upacara 
pembukaan lahan baru. Sebagian yang lain berpendapat bahwa klenteng yang 
lebih tua adalah klenteng di Gang Waru, karena orang Tionghoa/ Cina masuk 
dahulu ke dalam atau ke daratan, baru membangun sebuah tempat pemujaan, 
yakni ―altar pekhong‖ untuk disembahnya (Analisa, volume XVI, No. 01, Januari-
Juni 2009: 53). 
Sebelum tahun 1860-an jumlah orang Cina secara relatif tidak banyak, 
hanya kurang lebih 250.000 orang dan kebanyakan peranakkan. Tiga ratus tahun 
yang lalu pendatang baru dari Cina yang semuanya laki-laki terus berdatangan 
secara sporadis, tapi mereka pun terserap dalam masyarakat peranakkan. Dalam 
proses percampuran itulah hampir segala macam kecuali identitas sebagai orang 
Cina, hilang yaitu bahasa dan sebagian besar aspek kebudayaan. Kaum peranakan 
tidak masuk Islam, tapi masih mempertahankan kepercayaan agama Kong Hu 
Chu, yang di Jawa Tengah sudah bercampur dengan kepercayaan setempat yang 
sinkretis (Stuart W Greif, 1991: 2). 
Sebagai dampak dari pertumbuhan daerah-daerah perkebunaan di Sumatra 






waktu itu kondisi sosial dan padatnya penduduk di Cina Selatan mendorong 
terjadinya migrasi. Selama 70 tahun kemudian Indonesia dibanjiri oleh para 
pendatang baru Cina yang membawa anak istri mereka tetapi mereka tidak 
bergaul dengan masyarakat peranakan yang telah lebih dulu meninggali 
Indonesia. Mereka itulah yang dinamakan golongan totok atau Cina ―berdarah 
murni‖. Mereka jugalah yang tidak seperti kaum peranakan, memandang Cina 
sebagai tanah air dan Indonesia hanya sebagai tempat persinggahan yang tidak 
menyenangkan. Adanya pemisahan dalam kehidupan ekonomi ditambah dengan 
adanya perbedaan kebudayaan dan ras yang nyata mengakibatkan masyarakat 
totok terpisah dengan masyarakat peranakkan, seperti halnya mereka terpisah 
dengan masyarakat asli atau pribumi. Orang Belanda kemudian memanfaatkan 
adanya perbedaan antara masyarakat totok dengan masyarakat peranakkan 
tersebut. Membanjirnya orang-orang Cina baru berakhir pada masa Depresi Besar, 
yaitu ketika Belanda memberlakukan kembali kuota untuk imigran. Sejak itu pintu 
ke Indonesia ditutup rapat-rapat (Stuart W Greif, 1991: 4). 
Belanda memaksakan struktur sosial yang sudah ada sejak semula atas 
orang Cina. Belanda mengankat para ―opsir‖ yang dihadiahi monopoli 
pemungutan pajak dan perdagangan candu sebagai juru bicara golongan Cina. 
Pada umumnya orang Cina kebanyakan hanya berorientasi kepada keluarga dan 
kehidupan mereka, dan hidup secara terbatas dalam lingkungan sistem kolonial 
yang dipaksakan pada mereka. Dalam periode tiga dasawarsa akhir abad ke-19, 
Politik Etis Belanda mengurangi lagi sumber kehidupan golongan elit tua Cina 
yaitu golongan ―opsir‖, dengan menghapuskan hak memungut pajak dan menjual 
candu. Akhirnya sistem ―opsir‖ juga dihapuskan setelah memberi keuntungan 
selama 300 tahun (Stuart W Greif, 1991: 5). 
Munculnya kekuatan-kekuatan ekonomi baru dan makin banyaknya orang-
orang Cina totok menyebabkan tertutupnya kemungkinan bagi pemerintahan 
Hindia-Belanda untuk terus memaksakan kepemimpinan peranakan yang tidak 
bisa berbahasa Cina kepada masyarakat totok yang menjadi mayoritas. Semakin 
diperketat peraturan izin berpergian dan perbatasan tempat tinggal telah 






Cina. Selama masa Perang Dunia I para pendatang baru, orang-orang Cina totok 
yang menetap di Indonesia tetap mempertahankan bahasa dan sering kali juga 
kemampuan membaca dan menulis mereka, oleh karena itu muncul banyak media 
massa dalam bahasa Cina dan bahasa Melayu (Stuart W Greif, 1991: 5). Di masa 
lampau, orang Tionghoa totok dipengaruhi politik Cina sedangkan orang 
Tionghoa peranakan lebih tertarik pada politik Indonesia (Leo Suryadinata, 1999: 
48). 
Pemerintahan Hindia-Belanda dengan cara yang picik menentukan bahwa 
golongan Cina sebagai kelompok dinamakan ―orang-orang Timur Asing‖. 
Pertalian antara totok dan peranakkan mulai muncul saat itu, bahkan media massa 
Melayu mereka gunakan untuk men-Cina-kan kembali golongan peranakkan. 
Semua orang Cina menginginkan posisi mereka diangkat dan segala pembatasan 
dihapuskan. Gerakan nasionalis Cina muncul sebagai akibat dari perasaan tidak 
puas terhadap Pemerintahan Hindia Belanda, pada saat yang bersamaan nasionalis 
Indonesia juga mulai muncul serta menciptakan jarak antara keduanya (Stuart W 
Greif, 1991: 06). 
Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tahun 1945, 
Tionghoa peranakan membentuk berbagai macam organisasi untuk melindungi 
kepentingan mereka. Partai Tionghoa Indonesia diganti namanya menjadi 
Persatuan Tenaga Baru (Union of  Indonesia Forces, 1950) dan menjadi partai 
multiras, tetapi partai ini gagal berkembang karena di kalangan orang Tionghoa 
konsep multiras belum popular, Chung Hwa Hui yang dibentuk sebelum Perang 
Dunia II dan dilarang selama pendudukan Jepang tidak dihidupkan kembali. Pada 
tahun 1948 beberapa pimpinan Chung Hwa Hui mendirikan Persatuan Tionghoa 
yang kemudian berganti nam menjadi Partai Demokrat Tionghoa Indonesia 
(PDTI). Partai ini kemudian menjadi asosiasi utama orang Tionghoa pada masa 
awal setelah Perang Dunia II (Leo Suryadinata, 1999: 49). 
Ketika untuk pertama kali akan diadakan pemilu di Indonesia, berbagai 
partai etnis Tionghoa (termasuk PDTI) bertekad ingin membentuk organisasi baru 
yang dikenal dengan nama Baperki (Badan Permusyawarahan Kewarganegaraan 






tetapi pada praktiknya organisasi ini dikenal sebagai organisasi Tionghoa 
Indonesia. Orang pribumi yang menjadi anggotanya hanya segelintir. Organisasi 
yang dibentuk 1954 itu berupaya memperjuangkan persamaan terhadap semua 
rakyat Indonesia termasuk keturunan Tionghoa.  Baperki tidak hanya mendirikan 
sekolah-sekolah berbahasa Indonesia untuk anak peranakan, tetapi juga 
berpratisipasi dalam pemilu. Badan ini merupakan asosiasi Tionghoa terbesar 
sebelum tahun 1965. badan ini juga mendirikan sebuah universitas besar di 
Jakarta. Ketika itu tokoh politik Tionghoa yang paling terkemuka di Baperki 
adalah Siauw Giok Tjhan (1914-1981) dan Yap Thiam Hien (1913-1989). Siauw 
adalah wartawan yang menerima pendidikan lanjutan di Belanda, namun di 
Indonesia ia dipengaruhi gerakan sayap-kiri dan dicurigai sebagai salah seorang 
anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dilarang sebelum Perang Dunia II 
(Leo Suryadinata, 1999: 50). 
 
3. Perkembangan Agama Kong Hu Chu di Indonesia 
Sejarah telah membuktikan bahwa Agama Kong Hu Chu bukan baru saja 
beberapa abad terakhir ini masuk ke bumi Nusantara. Hal ini dapat dibuktikan 
dengan ditemukannya benda-benda kebudayaan Confucianism, baik hal-hal yang 
menyangkut keimanannya dan segi-segi keagamaannya, pemikiran filsafatnya, 
tata cara peribadahan, kelembagaannya maupun berbagai tradisi juga tumbuh dan 
berkembang sejak abad-abad yang lalu. Bio sebagai tempat ibadah yang 
disuratkan di dalam Kitab Suci Agama Kong Hu Chu, juga dibangun di berbagai 
tempat di tanah air. Bio ini biasanya menjadi tempat ibadah bersama agama Kong 
Hu Chu, Buddha, dan Tao. Demikian juga Si atau Kiong walaupun di Tiongkok 
hanya hanya untuk menyebut ibadah agama Buddha dan Tao, di Indonesia 
menjadi tempat ibadah bersama, karena disamping altar utama yang merupakan 
ciri tempat ibadah itu selalu ditempatkan altar-altar lain, sehingga penyebutan Bio, 
Si, maupun Kiong dengan nama Tempat Ibadah Tridharma adalah mencerminkan 
keadaan tempat ibadah tersebut. Hal ini menggambarkan sifat kerukunan 






Pada zaman dahulu, tiada lembaga organisasi ketiga agama itu yang 
memberi ikatan kepada masing-masing umatnya yang berskala luas. Organisasi-
organisasi yang mengurusi tempat ibadah itu sebagian besar masih awam dalam 
pemahaman agamanya, baik tentang keimanan, ajaran, maupun pemikiran-
pemikiran filsafatnya. Hal ini mengakibatkan tempat-tempat ibadah itu hanya 
merupakan tempat persujudan dan pemujaan saja. Di lingkungan umat Kong Hu 
Chu di Indonesia, baru sejak awal abad dua puluh ini ada pemikiran untuk 
membenahi keadaan yang tidak ideal itu. Diupayakan pembenaran atau pemurnian 
tata agama dan tata laksana Agama Kong Hu Chu, walaupun pada tahun 1883 di 
Surabaya, tepatnya di Jalan Kapasan No. 131, didirikan rumah ibadah tertua 
dengan nama Boen Tjhiang Soe yang kemudian dipugar lagi dan disebut sebagai 
Boen Bio pada tahun 1906, dan pada zaman penjajahan Belanda disebut Geredja 
Boen Bio atau Geredja Khong Hoe Tjoe (de Kerk van Confucius). Kini sebagai 
salah satu tempat beribadah umat Kong Hu Chu Indonesia, dibina oleh Majelis 
Agama Kong Hu Chu Indonesia (MAKIN). Sekitar tahun 1729 sebenarnya 
terdapat pula sebuah lembaga agama Kong Hu Chu, semacam pesantren di Jakarta 
(Batavia) yang bernama Bing Sing Su Wan yang berganti nama Taman Kitab 
Menggemilangkan Iman. Pada tahun 1886 di Jakarta diterbitkan ―Kitab Hikayat 
Kong Hu Chu‖ disusun oleh Lie Kim Hok, dan pada tahun 1900 di Sukabumi 
diterbitkan ―Kitab Thay Hak‖ (Ajaran Besar) dan ―Kitab Tiong Yong‖ (Tengah 
Sempurna) yang disusun oleh Tan Ging Tiong, kedua kitab tersebut dicetak dalam 
Bahasa Indonesia lama (Malajoe). Pada tahun 1879 di Ambon, Maluku telah 
dicetak Kitab Suci Thay Hak, Tiong Yong, Soe Si dalam Bahasa Indonesia oleh 
Toen Njio Tjoen An (Hendrik A.W, 2003: 05). 
 Agama Kong Hu Chu sudah mulai masuk di Pontianak sekitar Tahun 
1700an. Pada waktu itu, Sultan Abdul Rahman al-Kadeire seorang yang berkuasa 
di Pontianak memerintah sekitar tahun 1771-1808 M. Beliau adalah seorang 
pemimpin yang dinobatkan sebagai sultan pertama di Pontianak. Pada saat itu 
orang– orang Tionghoa semua bersama-sama memuja leluhurnya dan menganut 






Pada abad XIX dan awal abad XX perkembangan yang paling menonjol 
adalah pada tanggal 17 Maret 1900, sebanyak 20 pemimpin Tionghoa mendirikan 
lembaga sosial kemasyarakatan Kong Hu Chu yang dinamai Tiong Hoa Hwee 
Kwan. Lembaga ini bermaksud memurnikan agama dan bermaksud 
menghapuskan sikretisme di dalam pengajaran agama bagi umat Kong Hu Chu. 
Hal ini terwujud dalam penertiban upacara-upacara kematian, pernikahan, dan 
upacara-upacara keagamaan lainnya. Dibentuk organisasi keagamaan Khong  
Kauw Hwee atau Majelis Tinggi Agama Kong Hu Chu dan pada saat ini kita kenal 
sebagai MATAKIN (Majelis Tinggi Agama Kong Hu Chu Indonesia). Pada tahun 
1918 diresmikan MATAKIN di kota Solo, menyusul pula dikota lainnya, seperti 
Bandung, Bogor, Malang, dan Ciamis. Pada tanggal 25 September 1924 di 
Bandung diadakan pula konggres yang dipimpin oleh Poei Kok Gwan ketua 
MATAKIN pada saat itu. Pada intinya yang dibahas adalah tata Agama Kong Hu 
Chu agar seragam dseluruh Indonesia  (Hendrik A.W, 2003: 06). 
Sekitar tahun 1930-an dibentuk organisasi Sam Kauw Hwee atau Majelis 
Tridharma yang membina kehidupan fisik dan spiritual di tempat-tempat ibadah 
yang dikenal dengan Klenteng. Diharapkan agar tempat-tempat ibadah ini tidak 
hanya merupakan tempat persujudan atau pemujaan yang dilakukan secara 
tradisional, tetapi juga benar-benar menjadi pusat kegiatan kehidupan beragama 
yang bersifat pendalaman ajaran dan keimanan, pelayanan, kemasyarakatan 
maupun bidang spiritual (Hendrik A.W, 2003: 06). 
Pada tahun 1942  karena imbas perang dunia II dan masuknya bala tentara 
Jepang ke Indonesia, Khong Kauw Tjong Hwee yang dianggap anti-Jepang 
dibekukan. Pada awal-awal kemerdekaan NKRI, kegiatan Khong Kauw Hwee 
lebih banyak bersifat lokal. Pada bulan Desember 1954, di Solo, diselenggarakan 
konferensi tokoh-tokoh agama Khonghucu untuk persiapan membangun kembali 
Khong Kauw Tjong Hwee. Pada tgl 16 April 1955 dibentuk PKCHI (Perserikatan 
Khong Chiao Hwee Indonesia / Perserikatan Kong Jiao Hui Indonesia) sebagai 
penjelmaan kembali Khong Kauw Tjong Hwee dengan kedudukan pusat di Solo 







Perbedaan antara klenteng dan vihara kemudian menjadi rancu karena 
peristiwa G30S  pada tahun 1965. Imbas peristiwa ini adalah 
pelarangan kebudayaan Tionghoa termasuklah itu kepercayaan tradisional 
Tionghoa oleh pemerintah Orde Baru. Klenteng yang ada pada masa itu terancam 
ditutup secara paksa. Banyak klenteng yang kemudian mengadopsi 
nama Sansekerta atau Pali, mengubah nama sebagai vihara dan mencatatkan surat 
izin dalam naungan agama Buddha demi kelangsungan peribadatan. Dari sinilah 
kemudian umat awam sulit membedakan klenteng dengan vihara. Setelah Orde 
Baru digantikan oleh Orde Reformasi, banyak vihara yang kemudian mengganti 
nama kembali ke nama semula yang berbau Tionghoa dan lebih berani 
menyatakan diri sebagai klenteng daripada vihara. 
(http://id.Wikipediaorg/wiki/Majelis_Tinggi_Agama_Konghucu_Indonesia, 
diakses 23 Maret 2010). 
4. Konggres Agama Kong Hu Chu Pasca Kemerdekaan di Indonesia 
a) Kongres pertama diselenggarakan 6-7 Juli 1956 di Solo. Dalam 
kongres ini disempurnakan AD dan ART PKCHI. Kedudukan pusat 
tetap di Solo dengan ketua Dr. Kwik Tjie Tiok dan sekretaris Tjan 
Bian Lie. 
b) Kongres kedua diselenggarakan di Bandung, tgl 6-9 Juli 1957. 
Kedudukan pusat tetap dipilih kota Solo dengan ketua Dr. Kwik Tjie 
Tiok dan Tjan Bian Lie sebagai sekretaris. 
c) Kongres ketiga diselenggarakan di Boen Bio Surabaya tgl 5-7 Juli 
1959 dengan ketua umum Tan Hok Liang dan sekretaris Tan Liong 
Kie untuk periode 1959-1961 dengan kedudukan pusat di Bogor. Di 
dalam konggres ke empat di Solo 14-16 Juli 1961 diputuskan : 
 Mengintensifkan penyeragaman tata ibadah. 







 Mengutus Thio Tjoan Tek, salah seorang ketua LASKI, bersama 
dengan Prof. Dr. Mustopo dari Bandung, memohon agar agama 
Kong Hu Chu dikukuhkan dalam bimbingan kehidupan 
masyarakatnya oleh Kementerian Agama RI. 
 Solo kembali dipilih sebagai pusat organisasi, Tjan Bian 
Lie sebagai ketua umum dan The Ping Hap sebagai sekretaris. 
d) Pada konferensi 22-23 Desember 1963 di Solo nama LASKI diubah 
menjadi GAPAKSI (Gabungan Perkumpulan Agama Kong Hu Chu 
Se-Indonesia). 
e) Pada Konggres ke-5 di Tasikmalaya 5-6 Desember 1964, singkatan 
GAPAKSI diubah menjadi Gabungan Perhimpunan Agama Kong Hu 
Chu Se-Indonesia. 
f) Pada Konggres ke-6 GAPAKSI di Solo 23-27 Agustus 1967, nama 
GAPAKSI diubah menjadi MATAKIN (Majelis Tinggi Agama Kong 
Hu Chu Indonesia). Terpilih sebagai pengurus: Ketua Umum: Tan 
Sing Hoo. Wakil Ketua Umum: Suryo Hutomo. Sekretaris: Ws. Oei 
Tjien San. Di dalam konggres ini Pejabat Presiden RI Soeharto dan 
Ketua MPRS A. H. Nasution, memberikan sambutan tertulis. Dirjen 
Bimasa agama Hindu dan Buddha Departemen Agama RI, I.B.P. 
Mastra yang saat itu sudah memberi tempat bagi umat agama Kong Hu 
Chu di Departemennya, ikut memberikan sambutan atas nama Menteri 
Agama. 
g) Konggres ke-7 diselenggarakan di Pekalongan tgl 24-28 Desember 
1969. Kedudukan pusat tetap di Solo. Kepengurusan periode 1969-
1971 adalah; Ketua Umum: - Suryo Hutomo. Sekretaris: Tjiong Giok 
Hwa. Pada Konggres ini IBP Mastra, Dirjen Bimasa Agama Hindu dan 
Buddha, memberi sambutan mewakili Menteri Agama K. H. 
Mochammad Dahlan. Juga ikut memberikan sambutan tertulis Ketua 
MPRS A. H. Nasution. Tanggal 25-27 Desember 1970 diadakan 






Jaya untuk meningkatkan perkembangan Agama Kong Hu Chu. 
Tanggal 3 Juli 1971 diadakan Musyawarah Kerja Seluruh Indonesia 
(MUKERSIN I), yang dihadiri utusan-utusan dari 41 daerah dengan 
tujuan mensukseskan Pelita dan Pemilihan Umum. 
h) Tanggal 23-27 Desember 1971 diselenggarakan Konggres ke-8 
Matakin di Semarang. Hasilnya kedudukan pusat tetap di Solo dan 
terpilih: 
 Ketua umum: Suryo Hutomo 
 Sekretaris: Ibu Tjiong Giok Hwa. 
Tanggal 19-22 Desember 1975 di Tangerang diselenggarakan 
MUNAS III Dewan Rokhaniwan Agama Kong Hu Chu Indonesia yang 
dihadiri oleh Rokhaniwan dari 25 daerah. Keputusan-keputusan 
penting di dalam munas ini adalah disahkannya penyempurnaan 
hukum perkawinan dan pelaksanaan upacara.  
i) Penyempurnaan dan penyeragaman tata Agama Kong Hu Chu Tanggal 
20-23 Desember 1976 diselenggarakan MUKERSIN II di Jakarta yang 
dihadiri utusan-utusan dari 35 daerah untuk konsolidasi umat 
Khonghucu demi mensukseskan Pembangunan Nasional. Pada tanggal 
28 s/d 9 September 1979 MATAKIN mengirim utusan 
mengikuti World Conference on Religion for Peace ke-3 di New 
Jersey, Amerika Serikat. Tanggal 23-31 Agustus 1984 MATAKIN 
mengirim utusan menghadiri World Conference on Religion for Peace 
di Nairobi, Kenya (Afrika). 
j) Tanggal 15 Januari 1987 di Solo diselenggarakan konferensi 
MATAKIN secara internal dan sebagai hasilnya telah terpilih Ketua 
Umum MATAKIN periode 1987-1991 yaitu Ws. Leo Kuswanto. 
k) Pada tanggal 14 Maret 1987 diadakan pertemuan MATAKIN dan 






Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam rangka menyesuaikan diri 
dengan Undang-undang No.8/ 1985. 
l) Tahun 1993 diadakan Munas (Kongres) MATAKIN XII di Jakarta dan 
terpilih sebagai Koordinator Presidium Hengky Wijaya dengan Ketua 
Majelis Pimpinan Pusat Harian Js. Chandra Setiawan dan Sekretaris 
Irwanto. Kedudukan pusat MATAKIN di Jakarta. 
m) Tanggal 22-23 Agustus 1998 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta 
diselenggarakan Munas (Konggres) MATAKIN XIII yang dibuka oleh 
H. Amidhan mewakili Menteri Agama Malik Fadjar. Terpilih sebagai 
Ketua Umum Js. Chandra Setiawan dan Sekretaris Umum Budi S. 
Tanuwibowo. 
n) Tanggal 13-15 September 2002 diselenggarakan Musyawarah 
Nasional ke-14 MATAKIN di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta yang 
dibuka oleh Ketua MPR RI, Amien Rais. Ikut memberikan pengarahan 
Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Agama, Menteri 
Pendidikan Nasional Malik Fadjar, Menteri PPN/Kepala 
BAPPENAS Kwik Kian Gie, mantan Presiden RI K. H. Abdurrahman 
Wahid, Sekjen MUI Din Syamsudin, Ketua MUI Sulastomo. Pada 
Munas ini ditetapkan Ketua Umum untuk periode 2002-2006 adalah 
Js. Budi S. Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) 
(http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Tinggi_Agama_Konghucu_Indo
nesia, diakses 28 April 2010). 
 
5. Dasar Ajaran Agama Kong Hu Chu 
Kitab Suci Agama Kong Hu dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: 
a) Kitab Suci Yang Empat atau Su Si yang merupakan kitab suci yang 
pokok. Kitab ini langsung bersumberkan firman Tuhan yang 
disabdakan nabi Kongcu selaku Genta RohaniNya, berisi tentang 
ajaran-ajaran pokok keimanan, bimbingan pembinaan diri maupun 






yang indah manusia dengan Tuhan Khaliqnya, sesama manusia, 
sesama mahluk dan lingkungan hidupnya. Kitab ini terdiri lagi dari: (1) 
Thay Hak atau Kitab Ajaran Besar, berisi bimbingan dan ajaran 
pembinaan diri, keluarga, masyarakat negara dan dunia, tuntunan 
tentang kewajiban, tujuan dan saranyang harus dicapai manusia dalam 
hidupnya selaku mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kitab ini 
ditulis oleh Cing Cu atau Cing Cham, seorang murid Nabi.(2) Thiong 
Yong atau Kitab Tengah Sempurna, berisi ajaran keimanan Agama 
Kong Hu Chu, tentang Iman kepada Tuhan, watak sejati, hakekat 
kemanusian, menempuh jalan suci, dan peran agama bagi hidup 
manusia. Kitab ini ditulis oleh Cu Su atau Khong Khiep, salah seorang 
cucu Nabi. (3) Lun Gi atau Kitab Sabda Suci, berisi ajaran suci yang 
disabda nabi Khoncu maupun percakapannya dengan murid-murid 
tentang berbagai masalah dan ajaran Tuhan. Kitab ini berasal dari 
catatan ara murid-murid dan cucu nabi. (4)Bingcu atau kitab Bingcu, 
berisi ajaran Bingcu yang menjelaskan dan menerangkan ajaran nabi, 
sehingga menjelaskan dan meluruskan tafsir Agama Kong Hu Chu. 
Kitab ini ditulis oleh Bing Kho, seorang penganut nabi yang hidup 
pada tahun 372 SM-289 SM (Hendrik AW, 2003:12). 
b)  Kitab Suci Yang Lima atau Ngo King yang merupakan kitab suci yang 
mendasari keimanan dan ajaran Agama Kong Hu Chu. Materi kitab ini 
sebagian besar berasal dari zaman sebelum lahir Nabi Kongcu. Meski 
demikian untuk memahami dasar-dasar keimanan dan ajaran Agama 
Kong Hu Chu tidak dapat dilepaskan dari kitab ini, Ngo King terdiri 
atas: (1) Sing King, kitab yang berisi kumpulan sajak atau teks 
nyanyian kuno (abad 16-7 SM) hasil seleksi nabi. (2) Sung King, kitab 
hikayat atau dokumentasi suci, berisi teks sabda-sabda, peraturan-
peraturan, nasihat-nasihat maklumat para nabi dan raja-raja suci purba 
(abad 23-7 SM) dari zaman Raja Giau sampai Raja Muda Chien Bok 
Kong. (3) Yak King,  kitab suci perubahan atau kejadian semesta alam 






biasa, bagian kitab ini berupa tanda-tand garis Lem dan Yang yang 
turun sebagai wahyu Tuhan Yang Maha Esa kepada Raja Suci Hok Hi 
(abad 30 SM), kitab in masih mempunyai sepuluh sayap yang ditulis 
sebagai wahyu yang turun kepada nabi Konghuchu. (4) Lee King, kitab 
berbagai peraturan tentang kesusilaan, peribadahan, pemerintahan. (5) 
Chun Chiu King, kitab catatan sejarah zaman Chun Chiu (722-481 
SM), kitab ini ditulis oleh nabi sendiri untuk menilai peristiwa-
peristiwa yang terjadi pada zaman Chun Chiu (Hendrik AW, 2003: 
14). 
 
Dalam agama Kong Hu Chu ada delapan pengakuan iman (Pat Sing Ciam 
Kwi), yaitu terdiri dari: 
1) Sepenuhnya iman percaya Kepada Tuhan Yang Maha Esa/ Maha 
Besar/ Maha Kuasa (Sing Sien Hong Thian). 
2) Sepenuhnya iman menjunjung kebajikan (Sing Cun Kwat Tik). 
3) Sepenuhnya iman menegakkan firman gemilang (Sing Liep Bing 
Bing). 
4) Sepenuhnya iman menyadari adanya nyawa dan roh (Sing Ti Kwi 
Sien). 
5) Sepenuhnya iman merawat cita berbakti (Sing Yang Hau Su). 
6) Sepenuhnya iman mengakui adanya Genta Rohani (Sing Sun Bok 
Tok). 
7) Sepenuhnya iman memuliakan kitab suci Su Si (Sing Khiem Su Si). 
8) Sepenuhnya iman menempuh jalan suci (Sing Hing Tai Too). 
(Hendrik AW, 2003: 15). 
Didalam bab utama ayat 1 Tiong Yong : ―Firman Thian itulah dinamai watak sejati, 
berbuat mengikuti watak sejati itulah dinamai menempuh jalan suci, dan pimpinan untuk 
menempuh jalan suci itu dinamai agama‖. Ayat suci ini bermakana bahwa seorang umat Kong 
Hu Chu itu mengimani, menyakini, menghayati bahwa Tuhan YME itu menghendaki sesuatu 






firman itu menjadi kodrat kemanusiaan kita, menjadi watak sejati kita. Firman Tuhan itu dapat 
kita pelajari dari ajaran-ajaran suci yang diwariskan para nabi-nabi. Aan tetapi firman Tuhan 
itupun suatu yang senantiasa hidup didalam nurani kita, tiap saat beserta kita, berbicara kepada 
kita untuk menempuh jalan suci, jalan yang benar, jalan yang diridhoi Tuhan. Disini dapat 
disimpulkan bahwa seorang umat Kong Hu Chu itu ialah seorang insan yang menaruh 
percaya kepada Tuhan, yang percaya hidupnya ini mengemban firman Tuhan dan firman 
Tuhan itu tercermin dan mewujud didalam watak sejatinya. Hidup yang benar-benar 
mengembankan benih-benih suci didalam watak sejati dimana seseorang disebutkan 
menempuh jalan suci yang dihayati sebagai jalan yang paling indah, luhur, dan kewajiban suci 
hidup ini. (Martin Krisanto Nugroho,http://forumteologi.com/blog/2009/08/17/sejarah-
kehadiran-agama-khonghucu, diakses 26 Juni 2010). 
Dalam agama Kong Hu Chu cara agar umatnya bisa hidup mengembangkan benih-
benih suci watak sejati, demi untuk memenuhi panggilan Firman Thian, tertulis dalam kitab 
Thai Hak bab 1 : 1 ditulis : ―Adapun jalan suci yang dibawakan Thai Hak ini ialah 
menggemilangkan kebajikan yang bercahaya itu, mengasihi rakyat dan berhenti pada puncak 
baik‖. Ayat ini menegaskan bahwa jalan suci yang dibawakan dalam agama Kong Hu Chu itu 
ada 3 perkara : (1) Hal menggemilangkan kebajikan, dalam ajaran agama Kong Hu Chu, Tik 
atau kebajikan itu bukan sekedar ajaran moral tentang baik dan tidak baik tetapi kebajikan itu 
adalah menyatakan kuasa, dan kemuliaan Tuhan sendiri. Sejarah keimanan agama Kong Hu 
Chu, adalah sejarah tentang betapa wajib menaruh percaya dan berusaha mengembangkan 
kebajikan sebagai pernyataan takut, hormat, memuliakan khalik kita, Tuhan YME. Bik Tik itu 
adalah kewajiban suci, pertanggungjawaban kita selaku makhluk kepada khalik, tentang hidup 
rohani kita. Kebajikan didalam hidup manusia denyatakan dengan adanya empat kekuatan 
moral, hidup rohani yang kita namakan : Jien, Gi, Lee, Ti atau cinta kasih, kesadaran akan 
kebenaran / keadilan / kewajiban, perasaan keindahan atau kesusilaan dan kemampuan 
kecerdasan atau kebijaksanaan. Keempat aspek daripada kebajikan itu bukan sekedar ukuran 
moral, tuntunan masyarakat, tetapi itu mencerminkan kemuliaan kebajikan Tuhan. (2.) 
Mengasihi Rakyat, menggemilangkan kebajikan tidak selesai dengan menyempurnakan diri 
sendiri dihadapan Tuhan, tetapi genapnya menggemilangkan kewajiban itu didalam perbuatan 






Tiong Yong XXIV ditulis : ―iman itu harus disempurnakan sendiri dan jalan suci itu harus 
dijalani sendiri. Iman itulah pangkal dan ujung segenap wujud, tanpa iman suatupun tiada. 
Maka seorang susilawan memuliakan iman. Iman itu bukan dimaksudkan selesai dengan 
menyempurnakan diri sendiri melainkan menyempurnakan segenap wujud juga. Cinta kasih 
itu menyempurnakan diri dan bijaksana itu menyempurnakan segenap wujud‖. Dengan 
prinsip menggemilangkan kebajikan itu wajib digenapkan dengan mengasihi rakyat, maka 
insan itu menjadi orang yang benar-benar dapat dipercaya dihadapan Tuhan maupun 
dihadapan sesamanya. (3) Puncak Baik, Berhenti pada puncak baik, mengandung pengertian 
bahwa hal menggemilangkan kebajikan, mengasihi rakyat itu benar-benar dibina, dihayati, 
diamalkan dengan sepenuh iman, dengan sebulat tekad. Itu bukan sekedar dorongan dari 
semangat yang berwatakkan duniawi belaka, melainkan oleh iman kepada Tuhan. Maka 
berhenti pada puncak baik adalah perkara yang terluhur, trindah bagi hidup manusia. 
Didalamnya terletak karunia, rahmat dan menjalinkan hubungan yang indah antara manusia 
kepada Tuhannya. Sentosa dipuncak baik adalah sentosa dan bahagia terbesar didalam hidup 
manusia. (Martin Krisanto Nugroho, http://forumteologi.com/blog/2009/08/17/sejarah-
kehadiran-agama-khonghucu, diakses diunduh 26 Juni 2010). 
Tahun Baru Imlek atau Sin Cia jatuh pada tanggal satu bulan Cia Gwee 
atau bulan pertama penanggalan/ tarikh Kong Hu Chu. Tarikh penanggalan 
merupakan sistem penanggalan dari dinasti He (tahun 2205-1766 SM) yang 
perhitungannya didasarkan peredaran bulan dan matahari. Sistem penanggalan 
inilah yang sampai saat ini masih digunakan, yakni dikenal dengan penanggalan 
imlek. Sistem penanggalan dirancang untuk dipergunakan lagi oleh nabi Khongcu 
yang hidup 551-479 SM, sehingga tahun pertama dari penanggalan imlek tersebut 
dihitung mulai tahun kelahiran Khongcu, tepatnya tanggal 27 bulan delapan 
Imlek, tahun 551 SM sehingga tahun Imlek adalah tahun masehi ditambah 551, 
oleh karena itu penggalan Imlek ini sering disebut penanggalan/ tarikh Kongcu 
(Hendrik A.W, 2003: 56). 
Kalender Imlek (Yinli) adalah kalender yang dihitung mulai dari tahun 
lahirnya Nabi Kongchu tahun 551 SM. Jadi tahun 2007 ini berarti tahun 






Nabi, maka kalender Imlek juga disebut Khongcu-lek. Kalender Imlek pertama 
kali diciptakan oleh Huang Di, seorang Nabi/Raja agung dalam agama Ru jiao / 
Kong Hu Chu. Lalu kalender ini diteruskan oleh Xia Yu, sorang raja suci/nabi 
dalam agama Kong Hu Chu pada Dinasti Xia (2205-1766SM). Dengan jatuhnya 
dinasti Xia dan diganti oleh Dinasti Shang (1766-1122 SM), maka sistem 
kalendernya juga berganti. Tahun barunya dimulai tahun 1 dan bulannya maju 1 
bulan sehingga kalau kalender yang dipakai Xia tahun baru jatuh pada awal 
musim semi, maka pada Shang tahun barunya jatuh pada akhir musim dingin. 
Dinasti Shang lalu diganti olehDinasti Zhou (1122-255SM), dan bergantilah 
sistem penanggalannya juga. Tahun barunya jatuh pada saat matahari berada di 
garis 23,5 derajat Lintang Selatan yaitu tanggal 22 Desember saat puncak musim 
dingin. Dinasti Zhou lalu diganti Dinasti Qin (255-202SM). Berganti pula 
sistemnya. Begitu pula ketika Dinasti Qin diganti oleh Dinasti Han(202SM-
206M). Pada zaman Dinasti Han, Kaisar Han Wu Di yang memerintah pada tahun 
140-86 SM lalu mengganti sistem kalendarnya dan mengikuti anjuran Nabi 
Kongchu  untuk memakai sistem Dinasti Xia. Dan sebagai penghormatan atas 
Nabi Kongchu , maka tahun kelahiran Nabi Kongzi 551 SM ditetapkan sebagai 
tahun ke-1. Dengan demikian penanggalan Imlek adalah perayaan umat Kong Hu 
Chu (http://id.Wikipediaorg/ wiki/ Majelis_Tinggi_Agama_Konghucu_Indonesia,  
diakses 23 Maret 2010). 
 
B. Diskriminasi Agama Kong Hu Chu Masa Orde Baru 
 
1. Diskriminasi Etnis Tionghoa Masa Orde Baru 
Kisah diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia yang terjadi 
selama ini merupakan salah satu tantangan dari segenap warga bangsa dalam 
berproses menuju kesejahteraan sosial yang adil berdasarkan Pancasila. Masih 
terjadinya diskriminasi terhadap etnis Tionghoa sebagai bagian dari etnis yang 
turut memperkaya pluralitas Indonesia seolah telah menorehkan luka bagi segenap 






bagaimanapun juga keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia dalam sejarahnya 
telah turut memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap lahirnya 
Indonesia. 
Sejak awal keberadaannya di bumi Nusantara ini, etnis Tionghoa telah 
mengalami berbagai macam keterlibatan politik yang menjadikan mereka etnis 
khusus yang pantas mendapat perhatian dari pihak pemerintah. Hal ini disebabkan 
oleh karakter khas mereka yang begitu kuat dalam persaudaraan, budaya dan juga 
kecakapan dalam bidang pengembangan ekonomi. Oleh karena kekhasan inilah 
pihak penguasa sering kali memanfaatkan mereka demi mempertahankan 
kekuasaan. Pemanfaatan kekhasan etnis Tionghoa bagi kepentingan penguasa di 
Indonesia ini telah bermula dari sejak pemerintahan kolonial Belanda dan 
memuncak saat Orde Baru berkuasa. Selama itu pula keberadaan etnis Tionghoa 
selalu menjadi polemik tersendiri dalam usaha konsolidasi sebagai satu bangsa 
Indonesia. Hingga akhirnya, sejak lahirnya Indonesia, etnis Tionghoa di Indonesia 
masih tetap dianggap sebagai suatu etnis ‗pendatang‘ yang harus mengalami 
proses naturalisasi melalui asimilasi atau pembauran yang dipaksakan (H. Junus 
Jahya, http:// gerakanindonesiabaru.blogspot.com/2009/02/diskriminasi-terhadap-
etnis-tionghoa.html, diakses 26 Juni 2010). 
Pada masa Presiden Soekarno kebijakan terhadap etnis Tionghoa/ Cina 
mengalami pasang surut. Kebijakan yang dilakukan Presiden Soekarno adalah 
kebijakan integrasi dalam bidang sosial, budaya, dan politik (Leo Suryadinata, 
1999: 22). Berdasarkan Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 yang diundangkan 
melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1969 di dalam penjelasannya disebutkan 
bahwa agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khong Hu Chu adalah 
agama yang dianut penduduk di Indonesia. 
Meletusnya G30S-PKI tahun 1965 adalah awal timbulnya gerakan anti 
Tionghoa diberbagai daerah di Indonesia, timbulnya gerakan anti Tionghoa 
tersebut disebabkan karena pada akhir masa kepemimpinan Presiden Soekarno 
sebagian orang-orang Tionghoa menjadi anggota Badan Permusyawaratan 
Kewarganegaraan Indonesia (BAPERKI) sedangkan sebagaian dari anggota 






G30S-PKI sangat menyudutkan posisi orang-orang Tionghoa di Indonesia, 
banyaknya orang-orang Tionghoa yang berorientasi ke PKI serta adanya anggapan 
Republik Rakyat Cina (RRC) harus bertanggung jawab pada meluasnya paham 
Komunis di Indonesia, sejak itu pada awal pemerintahan orde baru keluar 
larangan penggunaan huruf dan bahasa Cina dalam perekonomian, keuangan, 
administrasi atau telekomunikasi.Selain hal itu pelarangan juga masuk pada 
lingkup aktivitas menjalankan ibadah agama Kong Hu Chu serta melarang orang-
orang Tionghoa untuk merayakan tahun baru Imlek, pesta lampion pada perayaan 
Cap Go Meh, pertunjukan kesenian Barong Sai dan penutupan sekolah-sekolah 
berbahasa Cina (Bakrun Satia Darma, http://lahatpos.com/opini.php?go= 
isi&id=17, diakses 28 April 2010  ). 
Berbagai peraturan yang menghambat perkembangan Agama Kong Hu 
Chu, diantaranya pelarangan memberikan materi pelajaran Agama Kong Hu Chu 
di sekolah-sekolah, sumpah jabatan dan sumpah pada waktu wisuda sarjana tidak 
diperkenankan dalam agama Kong Hu Chu. Dalam format-format resmi hanya 
diperbolehkan menuliskan salah satu dari 5 macam agama, tanpa Agama Kong Hu 
Chu. Misalnya format KTP, KP1, dan Format Daftar Riwayat Hidup. Selain itu 
mimbar Agama Kong Hu Chu tidak disiarkan di media massa cetak maupun 
elektronika  (Hendrik AW, 2003: viii). Puncaknya melalui Instruksi Presiden 
No.14 Tahun 1967 agama Kong Hu Chu tidak diakui lagi sebagai agama resmi di 
Negara Indonesia. 
Instruksi Presiden No.14 tahun 1967 tersebut adalah tentang Agama, 
Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina, isinya diantaranya pertama agar tata cara 
ibadah yang mengandung aspek kultur dari Negeri Cina pelaksanaannya secara 
intern dalam hubungan keluarga atau perorangan, kedua, perayaan perayaan pesta 
agama dan adat istiadat Cina dilakukan secara menyolok di depan umum, dan 
tentunya harus mendapat izin terlebih dahulu dan diawasi. Instruksi tersebut yang 
menyebabkan terjadinya gelombang perpindahan agama dari Agama Kong Hu 
Chu ke agama resmi lainnya di Indonesia, karena Inpres No.14 tahun 1967 
tersebut menggambarkan adanya identifikasi bahwa agama Kong Hu Chu identik 






menyebabkan munculnya Peraturan dan Perundang undangan yang menghambat 
kegiatan agama dan budaya China di Indonesia (Bakrun Satia Darma, 
http://lahatpos.com/opini.php?go= isi&id=17, diakses 28 April 2010  ). 
Bio sebagai tempat ibaah agama Kong Hu Chu sebagaimana disuratkan 
dalam Kitab Suci Agama Kong Hu Chu, digunakan sebagai tempat ibadah 
bersama. Terutama pada masa Orba, Bio harus berubah nama menjadi Tempat 
Ibadah Tridarma, bahkan kadang-kadang diubah namanya menjadi Wihara. 
Dalam perkembangannya, umat dari ketiga agama (Kong Hu Chu, Budha, dan 
Tao) dapat hidup saling toleran, sehingga tidak pernah mempersalahkan tempat 
ibadah bahkan dapat terjadi sinkretasasi ketiga agama tersebut, tetapi sinkretasasi 
ketiga agama tersebut dapat mencapuradukkan akidah dari masing-masing agama. 
Jadi tidak mengherankan akhirnya masyarakat kurang memahami Hari Raya Kong 
Hu Chu, misalnya Tahun Baru Imlek dianggap hari raya dari agama lain atau 
sebagai tradisi orang Tionghoa (Hendrik AW, 2003: vii). 
Banyak umat awam yang tidak mengerti perbedaan dari klenteng 
dan vihara. Klenteng dan vihara pada dasarnya berbeda dalam arsitektur, umat dan 
fungsi. Klenteng pada dasarnya beraritektur tradisional Tionghoa dan berfungsi 
sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat selain daripada fungsi spiritual. Vihara 
berarsitektur lokal dan biasanya mempunyai fungsi spiritual saja. Namun, vihara 
juga ada yang berarsitektur tradisional Tionghoa seperti pada vihara Buddha 
aliran Mahayana yang memang berasal dari Cina. Perbedaan antara klenteng dan 
vihara kemudian menjadi rancu karena peristiwa G30S pada tahun 1965. Imbas 
peristiwa ini adalah pelarangan kebudayaan Tionghoa termasuklah itu 
kepercayaan tradisional Tionghoa oleh pemerintah Orde Baru. Klenteng yang ada 
pada masa itu terancam ditutup secara paksa.  
Presiden RI Soeharto dalam Sidang Kabinet tanggal 27 Januari 1979 
menginstruksikan, antara lain: 
1)  Aliran Khonghucu bukanlah agama.  
2)  Aliran Khonghucu dapat terus dipeluk oleh penganutnya apabila tidak 






usaha Pemerintah dalam mempersatukan bangsa (http:// dhammacitta. 
org/forum/ index. php?topic=6323.0, diakses 20 Maret 2010). 
Aliran kepercayaan adalah semua aliran keagamaan (madzhab, sekte, orde, 
paham, dan sebagainya) kepercayaan yang ada dalam masyarakat baik yang 
bersumber dari agama maupun diluar agama serta yang melakukan kegiatan-
kegiatan yang bersifat kebatinan, kejiwaan, kerohanian, kepercayaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa termasuk berbagai kegiatan yang bersifat mistik, kejawen, 
pedukunan, peramalan, paranormal, metafisika. Pada pengertian lainnya aliran 
kepercayaan juga bersifat sebagai paham yang merupakan hasil budaya bangsa 
yang mengandung nilai-nilai spiritual/ kerohanian dan diakui sebagai warisan 
leluhur yang telah hidup membudaya dalam masyarakat Indonesia (IGM 
Nurdjana, 2009: 21).  
Dalam situasi yang tidak menyenangkan yang dialami oleh umat Kong Hu 
Chu, juga timbul anggapan yang tidak benar, diantaranya mencampuradukkan 
masalah agama dengan politik, adanya isu yang dilemparkan orang-orang yang 
tidak bertanggung jawab, dengan pendapatnya sendiri menyatakan ―menghambat 
pembauran‖, eklusivisme agama Cina. Menurut sensus tahun 1971, 0,6 persen 
penduduk Indonesia di Jawa beragama Kong Hu Chu begitu pula 1,2 persen di 
luar Jawa. Di seluruh Indonesia Kong Hu Chu hanya dianut oleh 0,8 persen dari 
total penduduk Indonesia (Leo Suryadinata, 1999: 183). 
Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Agama, Menteri Dalam 
Negeri, dan Jaksa Agung RI Nomor 224, Tahun 1980; Nomor KEP 111/ J-A/ 
10/1980, tertanggal 15 Oktober 1980, antara lain menyatakan bahwa agama yang 
diakui oleh pemerintah yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha mulailah 
keberadaan umat Kong Hu Chu dipinggirkan. Keputusan politik ini yang 
sesungguhnya batal demi hukum, karena sangat bertentangan dengan Hak Asasi 
Manusia, disamping itu bertentangan dengan UUD pasal 29 ayat 2 yang 
memberikan kebebasan beragama dan beribadat, justru dijadikan pegangan oleh 
aparat pemerintah sampai sekarang ini kendatipun telah dicabut per tanggal 31 
Maret 2000. Surat edaran ini juga mengingkari realita bahwa warga negara 






berdasarkan sensus penduduk yang diadakan lembaga resmi pemerintah yaitu Biro 
Pusat Statistik Indonesia pada tahun 1976 penduduk Indonesia yang beragama 
Khonghucu mencapai 0,7% yang berarti lebih dari 1 juta jiwa. 
Menteri Agama Tarmizi Taher dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR-
RI, pada tanggal 04 September 1996 menegaskan Kong Hu Chu bukan merupakan 
agama, melainkan hanya sebuah aliran kepercayaan atau filsafat hidup, karena itu 
penganut ajaran ini yang ada di Indonesia tak bisa meminta pengakuan kepada 
pemerintah tentang keberadaannya sebagai agama. Menag mengimbau kepada 
penganut ajaran Khong Hu Chu yang  ada di Indonesia agar jangan membawa-
bawa masalah agama ke dalam  persoalan politik. "Bagi yang hendak menikah di 
antara sesama (umat) mereka di Indonesia, silahkan masuk ke kelompok aliran 
kepercayaan. Kalau tidak mau, lembaga perkawinan mereka tidak bisa diakui 
secara hukum," tambahnya. Tarmizi Taher menegaskan  pemerintah tidak akan 
pernah mengakui Kong Hu Chu sebagai sebuah agama, karena sejarah aliran 
kepercayaan itu di Indonesia erat kaitannya dengan Partai Komunis Indonesia 
(PKI).  Menag mengatakan Kong Hu Chu diakui sebagai agama oleh Penpres No 
1  Tahun 1965 atas desakan tokoh-tokoh Baperki di kala itu. Dalam  pandangan 
Menag, itu merupakan bagian dari sebuah permainan politik di  era komunisme 
merajalela di Indonesia. Sebuah usaha untuk mendiskreditkan pemeluk suatu 
agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia dengan irama yang baru juga. 
Menag juga mengungkapan bahwa Departemen Agama sudah berulang kali  
menyampaikan kepada para penganut Kong Hu Chu bahwa mereka bisa  dituduh 
PKI jika terus-terusan meminta Kong Hu Chu diakui sebagai  agama. Menag kita 
ini mulai mencari-cari kaitannya dengan mengkambing hitamkan lagi sebuah 
penganut agama minoritas di Indonesia. Khong Hu Chu mau dijadikan isu yang 
perlu diangkat kepermukaan untuk dijadikan pula kambing 
hitam (http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1996/09/12/0018.html, diakses 
28 April 2010). 
Selama Orde Baru berjaya melampaui lebih dari 30 tahun lamanya, 






selama itu pula kelangan Tionghoa mendapatkan diskriminasi sistematik dari segi 
hukum dan pelayanan publik yang dilakukan penguasa dan lambat laun kemudian 
menjadi prasangka budaya kalangan masyarakat lainnya. Hal itu bisa dibuktikan 
dengan adanya sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur kalangan 
Tionghoa di Indonesia diantaranya, yaitu:  
a) Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, 
Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina (bersama dengan aturan turunan- 
turunannya). Meskipun sekali lagi kata-kata yang ada dalam instruksi 
ini "memperkenankan" keleluasaan menganut agama dan menunaikan 
ibadat dan tata cara ibadah "Cina", kenyataannya tindakan tersebut 
harus dilakukan secara intern dalam keluarga atau perorangan, dan 
diatur oleh Menteri Agama setelah mendengarkan pertimbangan Jaksa 
Agung. Jelas saja instruksi semacam ini adalah hambatan politik 
yang sangat menakutkan, lebih-lebih mengingat bahwa Inpres ini tidak 
dapat dibaca secara tersendiri dan merupakan satu kesatuan tidak 
terpisahkan dengan ketentuan mengenai Ganti Nama bagi WNI yang 
menggunakan nama Cina dan pengawasan Bakin. 
b) Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/IV/6/1967 tentang 
Kebijakan Pokok Penyelesaian Masalah Cina (termasuk politik 
pengamanan yang dibuat berdasarkan payung hukum ini sebagaimana 
terangkum dalam tiga jilid buku Pedoman Penyelesaian Masalah Cina 
di Indonesia yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut) yang 
membentuk Badan Koordinasi Masalah Cina, sebagai sebuah unit 
khusus di lingkungan Badan Koordinasi Intelijen Negara yang sangat 
ditakuti pada masa itu. Pemakaian istilah Cina di sana bukanlah pilihan 
netral, karena meskipun dibungkus oleh alasan-alasan indah, 
pertimbangannya jelas ditujukan untuk menimbulkan perasaan tidak 
menyenangkan bagi kalangan Tionghoa tersebut. 
c) Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/KEP/12/1996 tentang 






Nama Cina. Jelas peraturan ini hanya ditujukan kepada pemakai nama 
Tionghoa, bukan misalnya kepada pemakai nama Thailand atau India 
atau Rusia atau Arab atau Belanda sebagai contohnya. Bahaya yang 
pertama dari peraturan ini adalah menghilangkan pemberian nama 
Marga yang sangat penting bagi seorang Tionghoa karena terkait 
dengan sejumlah aturan adat dan pantang-larang yang menyertainya. 
Pergantian nama Tionghoa pun tidak semudah kelihatannya pada saat 
menentukan apakah hendak memiliki suatu nama keluarga ataukah 
tidak dan untuk menemukan nama keluarga yang cocok dan dapat 
memberikan cirri budayanya. Nyata ketentuan semacam ini adalah 
sebuah bentuk kejahatan yang difasilitasi negara yang menyebabkan 
kehilangan hak atas asal-usul. 
d) Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/IN/6/1967 tentang 
tempat-tempat yang disediakan utuk anak-anak WNA Cina disekolah- 
sekolah nasional sebanyak 40 % dan setiap kelas jumlah murid WNI 
harus lebih banyak daripada murid-murid WNA Cina. Nampak 
pemakaian istilah WNA di sini memiliki keterhubungan dengan UU 
Kewarganegaraan yang disebutkan di muka, yang secara praktek 
mengharuskan seorang Tionghoa untuk memiliki SBKRI yang tidak 
lain berarti tambahan uang dan bahkan bisa jadi juga pengorbanan 
harga diri lagi-lagi sebagai warga negara kelas dua. 
e) Instruksi Menteri Dalam Negara No. 455.2-360/1968 tentang 
penataan Kelenteng-kelenteng di Indonesia. Praktis ketentuan ini 
bersama-sama dengan ketentuan terselubung lainnya dari Departemen 
Agama, menyebabkan terjadinya penutupan kelenteng-kelenteng di 
mana sebagian cara untuk menyelamatkannya, adalah terpaksa diubah 
menjadi Vihara-vihara bercorak Hinayana (Theravada dan sebagainya) 
dengan memajang patung Sidharta Gautama versi Selatan yang 
sebelumnya tidak dikenal dan menyingkirkan patung- 
patung yang sebelumnya ada di kelenteng tersebut.  






bahasa yang indah dan terkesan melindungi meskipun membatasi, 
namun kenyataannya, di lapangan, yang berlaku adalah instruksi keras 
penuh curiga dan juga intervensi Sosial-Politik dari berbagai instansi 
yang memaksa penghapusan identitas kultural kalangan Tionghoa 
tersebut, yang lucunya juga diimbuhi dengan politik uang. 
f) Surat Menteri Agama Nomor A/058/1978 tentang Pelaksanaan 
Pelajaran Agama di Sekolah-sekolah (dan peraturan sejenis lainnya). 
Uniknya surat ini bertitel rahasia yang ditujukan kepada Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan (Sekarang Departemen Pendidikan 
Nasional) dan menunjukkan bahwa penguasa mencoba menghapus 
mata pelajaran agama Kong Hu Chu yang waktu itu ada dalam 
kurikulum dan pada umumnya dipergunakan oleh kalangan Tionghoa 
di sekolah-sekolah, lagi-lagi dengan cara-cara bawah tangan. 
Sebagaimana diketahui, agama menjadi pelajaran wajib di sekolah-
sekolah berdasarkan kurikulum yang dibuat pemerintah. Dengan 
penghilangan kurikulum agama Kong Hu Chu, maka praktis anak-anak 
kalangan Tionghoa dipaksa untuk mengambil dan meyakini agama lain 
yang disediakan pemerintah berdasarkan lima (sebelumnya empat) 
bimas yang diadakan di Departemen Agama. Konsekuensi tidak ikut 
dalam pelajaran agama (dan di beberapa sekolah di mana keikutsertaan 
ritual adalah wajib dan disertai insentif-insentif khusus) adalah 
jelas tidak naik kelas dan tidak lulus. Bahkan kalangan Tionghoa yang 
mengambil agama Budha sekalipun sebenarnya mengalami proses 
pemaksaan transisi identitas yang sama meskipun orang tuanya juga 
beragama Budha (Mahayana), karena doktrin yang umum dimiliki 
kalangan Tionghoa Budhis yang lama adalah Mahayana yang jelas 
berbeda, bahkan dalam hal-hal tertentu agak bertentangan dengan 
doktrin-doktrin yang ditanamkan di sekolah mengenai agama Budha 
yang bercorak Hinayana. Dalam kalangan ini, generasi mudanya 
akhirnya menjadi asing dengan misalnya Kuan Im dan tradisi-tradisi 






mengambil agama Nasrani atau Islam, perbedaan doktrin yang sangat 
besar kadang kala menimbulkan konflik karena perbedaan konsep 
yang besar mengenai keberadaan roh misalnya dan kebolehan untuk 
menjalankan ritual-ritual khas Tionghoa tertentu. Hilangnya kebiasaan 
ritual ziarah kubur saat Ceng Beng, pengabaian kuburan, 
pembongkaran altar leluhur, hilangnya pemberian penghormatan, 
hilangnya tradisi persembahyangan orang tua dan sebagainya menjadi 
bagian kecil dari peminggiran sistematik ini. Kalangan Tionghoa yang 
sangat mementingkan pendidikan bagi anaknya mengambil jalan 
seperti itu demi menyelamatkan masa depan anak-anaknya. Akhirnya 
banyak generasi muda yang "terpaksa" mengambil agama-agama itu 
dan karena pendidikan yang sangat intensif di sekolah, membentuk 
generasi baru yang kemudian menyalahkan orangtuanya sebagai "tidak 
beragama". Mulailah juga generasi baru tersebut menyerang tata 
peribadatan yang dipergunakan orang tuanya. Mulai dari cara hormat, 
persembahyangan dan sebagainya mengalami distorsi sedemikian rupa 
yang diakibatkan oleh pemaksaan terselubung akibat kepicikan 
pandang dalam mendefinisikan agama menurut keinginan penguasa 
pada saat itu. 
g) Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 
286/KP/XII/78 tentang Larangan Mengimpor, Memperdagangkan dan 
Mengedarkan Segala Jenis Barang dalam Huruf/Aksara dan Bahasa 
Cina (termasuk peraturan sejenis lainnya). Peraturan ini jelas sangat 
tendensius dan menunjukkan betapa kuatnya upaya sistematik 
propaganda Anti Tionghoa dalam segala aspeknya. Lagi-lagi yang 
terlihat di sini adalah sikap super diskriminatif dari penguasa. Tidak 
heran apabila sampai ada sindiran pada masa orde baru tersebut 
(http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/message/52549, 







2. Status Agama Khong Hu Chu Masa Orde Baru  
 Kebebasan beragama dijamin dalam UUD 1945. Pasal 29 dengan tegas 
sekali menyatakan, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 
memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut agamanya dan 
kepercayaan itu. Bersama-sama dengan Pancasila yang merupakan ideologi 
negara, Pasal 29 UUD 1945 membentuk bingkai konsep hubungan negara dan 
agama dalam negara Indonesia, yaitu bahwa Indonesia bukanlah negara agama 
(tidak ada agama negara) dan bukan juga negara sekuler, melainkan negara 
beragama dan negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 
  Dari sudut pandang prinsip hukum, hukum yang lebih tinggi 
mengalahkan hukum-hukum yang lebih rendah, sebuah peraturan perundang-
undangan tidak boleh bertentangan dengan semua peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi darinya. Jika hal ini terjadi, maka peraturan perundang-
undangan yang lebih rendah itu dengan sendirinya menjadi batal demi hukum. 
Prinsip ini dianut dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara 
(Tap MPRS) No. XX/MPRS/1966 tentang Tataurut Peraturan Perundang-
undangan Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, karena UUD 1945 
adalah hukum tertinggi dalam hierarki hukum di Indonesia, segala hukum, segala 
peraturan, segala pasal yang bertentangan dengannya harus dengan sendirinya 
menjadi batal demi hukum. Jadi, karena Pasal 29 UUD 1945 telah dengan jelas 
dan tegas sekali melindungi kebebasan beragama, segala produk peraturan 
perundang-undangan yang menimbulkan pengakuan terhadap agama-agama 
tertentu, baik itu lima agama maupun enam agama, dan dengan demikian tidak 
mengakui yang lain-lainnya, sudah seharusnya menjadi batal demi 
hukum.Demikian pula halnya dengan peraturan yang membatasi kemerdekaan 
menjalankan kepercayaan tradisional Tionghoa. Peraturan-peraturan demikian 
seharusnya tidak pernah dapat berlaku atau memiliki daya ikat. (http:// www.mail-
archive.com/budaya _tionghua@ yahoogroups. com/msg16985. html, diakses 27 
Juni 2010). 
Berdasarkan Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 yang diundangkan 






bahwa agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khong Hu Chu adalah 
agama yang dianut penduduk di Indonesia. Pada masa Orde Baru banyak 
peraturan-peraturan yang merugikan Agama Kong Hu Chu, misal Presiden RI 
Soeharto dalam Sidang Kabinet tanggal 27 Januari 1979 menginstruksikan, Aliran 
Khonghucu bukanlah agama. Surat Edaran Menteri Agama, Menteri Dalam 
Negeri, dan Jaksa Agung RI Nomor 224, Tahun 1980; Nomor KEP 111/ J-A/ 
10/1980, tertanggal 15 Oktober 1980, antara lain menyatakan bahwa agama yang 
diakui oleh pemerintah yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha mulailah 
keberadaan umat Kong Hu Chu dipinggirkan. 
Bahkan, sekalipun seseorang setuju dengan adanya pengakuan negara 
terhadap sejumlah agama tertentu, tetap saja prinsip hukum yang disebutkan di 
atas berlaku dan menjadi dasar hukum bagi diakuinya agama Khong Hu Chu, 
karena UU adalah jenis peraturan perundang-undangan ketiga tertinggi setelah 
UUD dan Tap MPR. Pengakuan terhadap Khong Hu Chu  sebagai agama adalah 
berdasarkan UU, sedangkan tidak diakuinya Khong Hu Chu sebagai agama 
hanyalah didasarkan pada peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh para pejabat 
pemerintah (dan sebuah keputusan Sidang Kabinet). Jelaslah bahwa peraturan-
peraturan yang diterbitkan oleh para pejabat pemerintah tersebut seharusnya sejak 
awal batal demi hukum.  
 
C. Peran Gus Dur dalam Eksistensi Agama Kong Hu Chu 
Abdurrahman Wahid (selanjutnya disebut Gus Dur) lahir di Desa 
Denanyar, Jombang, Jawa Timur tanggal 7 September 1940, lahir dari pasangan 
Wahid Hasyim dan Solichah. Gus Dur adalah putra pertama dari enam bersaudara. 
Ia lahir dengan nama Abdurrahman Addakhil. "Addakhil" berarti "Sang 
Penakluk". Kata "Addakhil" tidak cukup dikenal, dan diganti nama "Wahid", dan 
kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. ―Gus" adalah panggilan 
kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai yang berarti "abang" atau 
"mas. Lahir dari keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas muslim Jawa 
Timur. Kakek dari ayahnya adalah KH Hasyim Asyari, pendiri Nahdlatul Ulama 






yang mengajarkan kelas pada perempuan (http://id.shvoong.com/social-
sciences/1960022-biografi-gus-dur, diakses 23 Maret 2010). 
Sosok Abdurrahman Wahid merupakan figure yang fenomenal dalam 
realitas sosial politik masyarakat Indonesia. Kehadiranya di kancah dunia 
perpolitikan Indonesia telah membawa suasana yang cukup dinamis dan segar. 
Gagasan-gagasanya yang segar dan pikiran-pikiranya yang jauh kadang membuat 
masyarakat sulit mengikuti dan memahaminya. Demikian juga prilakunya yang 
melampaui kelaziman, ditinjau posisinya dari seorang kiai dan tokoh masyarakat 
yang memiliki subkultur tersendiri karena menjadi panutan membuat berbagai 
kalangan mengkhawatirkan dirinya (Al-Zastrouw, 1999: 1). 
Gus Dur  banyak mendapatkan kritikan dalam bidang agama, hujatan 
bahkan fitnah. Beberapa orang menuduh bahwa pemikiran Gus Dur itu sangat 
berbahaya dan menyesatkan. Hal ini bisa dimaklumi karena gagasan dan 
pemikiran Gus Dur di bidang keagamaan ini kadang mengkoyak dan 
menggoyangkan (status quo), baik status quo agama maupun politik. Pikiran 
keagamaan Gus Dur yang demikian ini sebenarnya bersumber dari kegelisahanya 
melihat realitas agama yang hanya sekedar menjadi suplemen dalam kehidupan 
beragama. Dengan kata lain, agama hanya menjadi jargon, dan retorika yang tidak 
memiliki sumbangan yang kongkret, fungsional, dan progresif dalam proses 
perubahan sosial. Menurut Gus Dur, peran penting agama dalam proses 
transformasi hanya bersifat supervisial, atau hanya tampak di permukaan saja. 
Pembanguan di negara kita masih menunjuk hubungan manipulatif antara agama 
da faktor-faktor yang lain dalam kehidupan masyarakat. Di satu pihak, diminta 
jasa-jasa baiknya untuk mendorong masyarakat melakukan hal-hal yang semula 
belum dilakukanya (Al-Zastrouw, 1999: 261). 
Sebagai imbalan agama diberi dorongan moral maupun material untuk 
menyelenggarakan peribadatan, mengembangkan pendidikan agama, dan 
membangun sarana fisik bagi peribadatan dan kegiatan serimonialnya. 
Belakanagan ini, diberikan juga dukungan bagi pengembangan kehidupan 
beragama dalam bentuk yang lebih canggih. Seperti membakukan sejumlah 






kurikulum serta materi pelajaran agama dan penumbuhan badan formal bangsa 
seperti UUPA. Peran agama dianggap masih bersifat suplementer terhadap 
bidang-bidang lain, walau sudah mendapatkan dukungan-dukungan diatas. Salah 
satu bukti kuat kehidupan suplementer agama dalam kehidupan kita adalah 
kecilnya penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, hampir tidak tegaknya 
kedaulatan hukum dan masih kecilnya kebebasan berpendapat dan berbicara. Hal-
hal yang tersebut terakhir ini akan berkembang dengan baik, jika agama berfungsi 
komplementer bagi faktor-faktor lain dalam kehidupan sosial, terutama dalam 
proses pembangunan, karena pada hakekatnya agama adalah penghormatan tinggi 
kepada derajat kemanusiaan yang sebenarnya (Al-Zastrouw, 1999: 262). 
Bagi Gus Dur, keberagaman adalah rahmat yang telah digariskan Allah. 
Menolak kemajemukan sama halnya mengingkari pemberian ilahi. Dalam bidang 
keagamaan, pluralisme normatif mengharuskan Gus Dur menolak pluralisme 
indiferen, paham relativisme yang menganggap semua agama sama. Pola pikir 
yang mengarah pada sinkretisme agama ini, tidak menghargai keunikan beragama. 
Hans Kung menyebutnya pluralisme ―murahan‖ tanpa diferensiasi dan tanpa 
identitas. Beda dari indiferen, Gus Dur menghargai pluralisme nonindiferen yang 
mengakui dan menghormati keberagaman agama. Pola pikir ini menentang 
pereduksian nilai-nilai luhur agama, apalagi meleburkan satu agama dengan 
agama lainnya. (http://www.Reformed-crs.org/ind/articles/gus_dur_pejuang_ 
pluralisme_ sejati.html, diakses 28 April 2010).  
Gus Dur membagi sikap intelektual muslim dalam tiga tipe, yaitu 
Pertama, intelektual yang menganut pandangan pluralistik dalam soal-soal 
keagamaan, artinya mengakui pentingnya perbedaan pandangan antara kelompok-
kelompok yang begitu banyak ragamnya. Kedua, penganut orthodoksi agama 
dalam artian yang tulen: tidak berkeberatan ada orang yang menyatakan pendapat 
berbeda, tetapi ia sendiri tidak pernah mempertanyakan kebenaran ajaran-ajaran 
formal agamanya. Katakanlah intelektual kelas orang baik-baik. Yang ketiga, 
adalah intelektual yang dulunya penganjur pembaharuan dan kini berubah 
identitas, menjadi ‖polisi agama‖ yang memberikan hukuman tanpa ragu-ragu, 






pluralistik secara kultural dan monolitis secara politis. Sedikit sekali intelektual 
muslim Indonesia yang berani menanggung resiko untuk mempertahankan 
kebenaran formal ajaran agamanya. Disamping itu, untuk mempertahankan 
privilage dan masa pendukung, kadang seorang intelektual lebih menjadi polisi 
agama dari pada menjadi penganjur dan pembela pluralisme universal, karena hal 
ini berarti harus berani menanggung dituduh tidak membela Islam, sebagaimana 
yang terjadi pada Gus Dur selama ini (Al-Zastrouw, 1999: 265). 
Inilah yang menjadi keprihatian Gus Dur, sikap mempertahankan sikap 
keberagaman yang formalis-ritual, dan menjadi otoritas cendikiawan muslim 
untuk mempertahankan kepentingan pribadi atau kelompok dengan bahasa sama 
saja dengan membelenggu islam, karena pada ujungnya dapat menyempitkan dan 
mendangkalkan ajaran Islam. Orang menjadi tidak peka pada realitas sosialnya 
diluar hal-hal yang formal simbolik. Inilah yang ingin dirombak oleh Gus Dur 
dengan menawarkan Islam substantif dengan wajah kritis dan humanis, yang lebih 
peka pada persoalan sosial yang dihapai masyarakat tidak sekedar ritus-ritus 
formal-simbolik. Sebenarnya, semangat dan pemikiran inilah yang ada dibalik 
tindakan dan pernyataan Gus Dur yang dianggap membahayakan itu. Bagi orang 
yang merasa sudah mapan dan merasa memperoleh keuntungan dengan sikap 
keberagaman yang konvensional, apa yang dilakukan Gus Dur memang 
berbahaya, namun bagi mereka yang selama ini terpinggirkan dan kurang 
mendapat perhatian yang berarti dari kaum agamawan, dengan sentuhan 
keagamaan Gus Dur tersebut akan menjadi pijakan yang cukup ampuh untuk 
menjawab masalah mereka (Al-Zastrouw, 1999: 266). 
Menurut Gus Dur, agama selain memiliki dimensi keimanan dan 
ketuhanan yang sakral da mutlak, juga memiliki dimensi kebudayaan/ kultural 
yang melahirkan berbagai simbol dan ritus. Dimensi ini sangat sulit dirumuskan, 
menginat masih simpang-siurnya pengertian dan luas lingkup kata ‖budaya‖ itu 
sendiri. Pengertian yang biasa digunakan menunjukkan ‖pola perlambangan yang 
dipertukarkan secara historis dari satu kelompok ke kelompok, dengan 
komunikasi bentuk-bentuk lambang yang mengandung konsep-konsep yang 






pengetahuan tentang kehidupan dan sikap terhadapnya‖ (Pesan, edisi Maret/April, 
1981). Sebagai sistem keyakinan yang memuat dimensi ketuhanan, agama 
merupakan aktor tunggal ynag menyatukan umat penganutnya dalam satu dogma 
yang mutlak kebenarannya. Agama, sebagai dimensi budaya memiliki derajat 
pluralitas yang cukup tinggi.dimensi budaya ini bisa dipahami sebagai upaya 
penerjemahan nilai-nilai dan ajaran agama yang ada dalam dimensi keyakinan. 
Dimensi budaya dalam hal ini akan sangat tergantung pada pola penafsiran dan 
derajat peradaban masyarakat dalam memahami dan menterjemahkan ajaran 
agama yang diyakini (Al-Zastrouw, 1999: 267). 
Penafsiran ajaran akan membawa dalam dirinya perubahan pandangan 
hidup dan sikap, atau dengan kata lain berlangsung proses mempertanyakan 
kemapanan ajaran-ajaran yang semula diterima sebagai ‖kebenaran agama‖. Dari 
upaya mempertanyakan kemapanan ajaran agama lahir sikap mempertanyakan 
untuk mencari relevansi agama bagi kehidupan masyarakat. Jelaslah dengan 
demikian, upaya penafsiran ajaran agama adalah kegiatan untuk memahami 
keimanan dan konteks kehidupan yang senantiasa berubah-ubah. ‖Kehidupan 
beragama‖ dalam kompleksitas seperti itu memadukan dalam dirinya pengetahuan 
akan ajaran agama, nilai-nilai keagamaan yang membentuk perilaku pemeluk 
agama, dan relasi sosial antara seorang pemeluk agama dan lingkugannya. 
Kombinasi antara pengetahuan, nilai dan relasi sosial itu membentuk pola yang 
membedakan seseorang atau sekemlompok penganut agama dari penganut lain, 
sehingga menjadi tak terhindarkan lagi perbedaaan (Aula, 30/5/1987). 
Pandangan Gus Dur inimenyiratkan bahwa meski agama itu mengandung 
ajaran tunggal, namun karena dia dipahami oleh umat yang memiliki latar 
belakang pengetahuan, pengalaman, dan kepentingan yang berbeda maka dalam 
pelaksanaan dan prakteknya menjadi berbeda dan plural. Di samping itu Gus 
Durberfikiran bahwa tidak semua simbol dan ritus itu sebagai sesuatu yang baku 
yang bisa dianggap sebagai suatu ajaran yang harus dijaga dan dipertahankan, di 
dalam agama ada dimensi kebudayaan yang kadang juga menjelma dalam bentuk 
simbol atau ritus. Sebenarnya umat beragama memiliki kebebasan untuk 






Inilah yang dilakukan Gus Dur selama ini, untuk mendinamisir agama, agar nilai-
nilai agama tetap relevan denganrealitas zamannya, dan agar agama memiliki 
fungsi yang maksimal dalam menjawab probelm kehidupan, Gus Dur mencoba 
melakukan pembaharuan penafsiran dan pembongkaran simbol-simbol agama 
yang mengalami stagnasi tanpa mengubah esensi ajaran agamanya (Al-Zastrouw, 
1999: 269). 
Atas dasar inilah, Gus Dur bersikap tegas menjadi pembela pluralisme 
dalam beragama. Atas sikapnya yang demikian, beliau mendapatkan banyak 
tudingan dan hujatan. Gus Dur dituduh sekuler, penghianat umat, dan tidak 
membela umat islam. Bila dicermati sebenarnya Gus Dur justru berusaha 
memfungsionalkan agama secara maksimal. Gus Dur tidak menginginkan agama 
hanya menjadi simbol, jargon, dan menawarkan janji-janji yang hanya serba 
akhirat sementara realitas kehidupan yang ada tidak tersentuh. Sikap demikian 
memang sangat mengkhawatirkan, terutama bagi mereka yang mengedepankan 
simbol-simbol dan ritus-ritus formal (Al-Zastrouw, 1999: 269). 
Sebagaimana konsekuensi dari pemikiran Gus Dur mentolerir adanya 
pluralrisme termasuk dalam agama, sebagaimana tercemin dalam kebijakannya 
sewaktu menjadi presiden ketiga Indonesia. Suatu langkah besar untuk 
merehabilitasi etnis Tionghoa dihadapan masyarakat Indonesia adalah keputusan 
Presiden Abdurrahman Wahid untuk mencabut Inpres No. 14 Tahun 1967 yang 
dikeluarkan Presiden Soeharto. Peraturan penggantinya adalah Keputusan 
Presiden Nomor 6 Tahun 2000 (Yusiu Liem, 2000: 80). Keppres ini mengatur 
antara lain penyelengaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat 
Tionghoa. Tahun 2001 Gus Dur kembali membuat gebrakan dengan menjadikan 
tahun baru Imlek sebagai hari libur nasional fakultatif. 
Bila pada masa orba keberadaan umat Kong Hu Chu sering dipinggirkan. 
Seperti yang telah disampaikan oleh Menteri Agama, Tarmizi Taher dalam rapat 
kerja dengan Komisi IX DPR-RI pada tanggal 04 September 1996 menegaskan 
Kong Hu Chu bukan merupakan agama, melainkan hanya sebuah aliran 
kepercayaan atau filsafat hidup, karena itu penganut ajaran ini yang ada di 






sebagai agama. Akibat kebijakan-kebijakan pemerintahan Orba yang sering 
mendeskriditkan Agama Kong Hu Chu, berimbas pula pada pemikiran masyarakat 
Indonesia yang menganggap bahwa Kong Hu Chu  itu aliran kepercayaan yang 
dilarang karena masyarakat pada umumnya takut dituduh terlibat PKI bila 
mendukung keberadaan agama Kong Hu Chu di Indonesia.  
Pada Masa pemerintahan Gus Dur, Intruksi Presiden RI Soeharto dalam 
Sidang Kabinet tanggal 27 Januari 1979 yang menyebutkan Aliran Kong Hu Chu 
bukanlah agama tidak berlaku lagi, dengan dikeluarkanya Keputusan Presiden 
Nomor 6 Tahun 2000, hal ini juga berarti terjadinya perubahan dalam agama 
Kong Hu Chu. Selain status agama Kong Hu Chu yang sudah diakui negara. 
Masyarakat Indonesia yang semula pada masa Orba menganggap Kong Hu Chu 
hanya sebagai aliran kepercayaan saja mulai mengakui Kong Hu Chu sebagai 
agama dengan dikeluarkannya Keppres No. 6 Tahun 2000.  
Diperbolehkanya kembali agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina, 
termasuk kegiatan kesenian Cina (Barongsai dan Liang-Liang), kemudian dalam 
kegiatan pendidikan, khususnya sekolah-sekolah Tionghoa dizinkan kembali 
untuk beroperasi, hal ini menunjukan bahwa realitas cenderung menolak 
kebijaksanaan Orde Baru. Ditambah lagi dengan dijadikannya Tahun Baru Imlek 
sebagai Hari Libur Nasional pada era pemerintahan Presiden Megawati melalui 
Keppres No. 19 Tahun 2002 (Nurhadiantomo, 2003: 205). 
Patut disyukuri pengakuan hak asasi manusia pada era reformasi mulai 
membaik, terbukti Menteri Agama Republik Indonesia pada Kabinet 
Reformasi memberikan kesempatan kepada Majelis Tinggi Agama Khonghucu 
Indonesia (MATAKIN) mengadakan Musyawarah Nasional XIII di Asrama Haji 
Pondok Gede, Jakarta pada tanggal 22 – 23 Agustus 1998 yang dihadiri 
perwakilan Majelis Agama Khonghucu Indonesia (MAKIN), Kebaktian Agama 
Khonghucu Indonesia (KAKIN) dan wadah umat Agama Khonghucu lainnya dari 
berbagai penjuruh tanah air Indonesia. 
Harus diakui karena selama tidak kurang dari 20 tahun umat Khonghucu di 






tindakan represif dan diskriminatif terhadap umat Khonghucu mempunyai 
dampak negatif bagi perkembangan kelembagaan umat Khonghucu. Walaupun 
umat Khonghucu ada di setiap provinsi di Indonesia, belum semua propinsi ada 



































Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 
1. Agama Kong Hu Chu dapat masuk dan berkembang di Indonesia karena 
dibawa oleh orang-orang Tionghoa yang datang ke Indonesia. Kedatangan 
etnis Tionghoa ke Indonesia dipengaruhi oleh adanya hubungan baik 
antara Tiongkok dan Indonesia. Etnis Tionghoa datang dengan membawa 
tradisi-tradisi leluhurnya dan atau budaya-budaya leluhurnya yang sudah 
lama berkembang di daerah asalnya, seperti agama dan kepercayaan 
tradisional. Sejarah telah membuktikan bahwa Agama Kong Hu Chu 
bukan baru saja beberapa abad terakhir ini masuk ke bumi Nusantara, 
melainkan telah menunjukkan keberadaannya sejak zaman akhir 
prasejarah. Hal ini dapat dibuktikan dengan ditemukannya benda-benda 
kebudayaan Confucianism, baik hal-hal yang menyangkut keimanannya 
dan segi-segi keagamaannya, pemikiran filsafatnya, tata cara peribadahan, 
kelembagaannya maupun berbagai tradisi juga tumbuh dan berkembang 
sejak abad-abad yang lalu. Bio sebagai tempat ibadah yang disuratkan di 
dalam Kitab Suci Agama Kong Hu Chu, juga dibangun di berbagai tempat 
di tanah air. Pada abad ke-17 sebenarnya sudah ada bangunan tua yang 
bernama ―klenteng‖ sebagai tempat pemujaan agama Kong Hu Chu di 
Pontianak. Ada dua bangunan klenteng yang dianggap tua, yaitu Klenteng 
di Kapuas Indah dan Klenteng di Gang Waru. Kedua klenteng ini sudah 
berusia lebih dari 300 tahun sehingga sudah beberapa kali dipugar oleh 
masyarakat setempat. 
Selama Orde Baru berkuasa kurang lebih 30 tahun lamanya, 
telah cukup untuk menghilangkan satu-dua generasi Tionghoa. 
 Selama itu pula kelangan Tionghoa mendapatkan diskriminasi 
sistematik dari segi hukum dan pelayanan publik yang dilakukan 
penguasa dan lambat laun kemudian menjadi prasangka budaya kalangan 






peraturan perundang-undangan yang mengatur kalangan Tionghoa di 
Indonesia. Pemerintahan kemudian mengeluarkan Inpres No. 14 Tahun 
1967 yang menghendaki agar adat istiadat, kebudayaan, dan kepercayaan 
yang berasal dari Cina dibatasi atau dipersempit ruang geraknya. Selain itu  
Presiden RI Soeharto dalam Sidang Kabinet tanggal 27 Januari 1979 
menginstruksikan, antara lain: 
a) Aliran Khonghucu bukanlah agama.  
b) Aliran Khonghucu dapat terus dipeluk oleh penganutnya apabila tidak 
bertentangan dengan Pancasila dan tidak bertentangan dengan usaha-usaha 
pemerintah dalam mempersatukan bangsa 
Warga keturunan Tionghoa di Indonesia mengalami diskriminasi 
hampir di segala bidang pada masa Orde Baru. Ekspresi budaya Tionghoa 
dilarang keras, harus ganti nama dan ganti agama. Rezim Orde Baru hanya 
membakukan lima agama (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha) 
sebagai agama resmi. Di luar lima itu dianggap bukan agama, termasuk 
Kong Hu Chu. Para penganut ajaran Kong Hu Chu ini juga diawasi secara 
ketat, termasuk ketika beribadah di kelenteng masing-masing. 
3. Gus Dur sangat berperan dalam eksistensi Agama Kong Hu Chu di 
Indonesia. Sebagaimana konsekuensi dari pemikiran Gus Dur mentolerir 
adanya pluralisme termasuk dalam agama, sebagaimana tercemin dalam 
kebijakannya sewaktu menjadi presiden ketiga Indonesia. Suatu langkah 
besar untuk merehabilitasi etnis Tionghoa dihadapan masyarakat Indonesia 
adalah keputusan Presiden Abdurrahman Wahid untuk mencabut Inpres 
No. 14 Tahun 1967 yang dikeluarkan Presiden Soeharto. Peraturan 
penggantinya adalah Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000. Keppres 
ini mengatur antara lain penyelengaraan kegiatan keagamaan, 
kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa. Tahun 2001 Gus Dur kembali 
membuat gebrakan dengan menjadikan tahun baru Imlek sebagai hari libur 
nasional fakultatif. Pada Masa pemerintahan Gus Dur, Intruksi Presiden RI 
Soeharto dalam Sidang Kabinet tanggal 27 Januari 1979 yang 






dengan dikeluarkanya Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000. Hal ini  
berarti terjadinya perubahan dalam agama Kong Hu Chu. Selain status 
agama Kong Hu Chu yang sudah diakui negara, masyarakat Indonesia 
yang semula pada masa Orba menganggap Kong Hu Chu hanya sebagai 
aliran kepercayaan saja mulai mengakui Kong Hu Chu sebagai agama 
dengan dikeluarkannya Keppres No. 6 Tahun 2000.  
 
B. Implikasi 
Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, muncul implikasi yang dapat 
dipandang dari berbagai segi : 
1. Teoritis 
Sejarah telah membuktikan bahwa Agama Kong Hu Chu telah lama 
berkembang di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan ditemukannya benda-
benda kebudayaan Confucianism, baik hal-hal yang menyangkut keimanannya 
dan segi-segi keagamaannya, pemikiran filsafatnya, tata cara peribadahan, 
kelembagaannya maupun berbagai tradisi yang tumbuh dan berkembang sejak 
abad-abad yang lalu. Bio sebagai tempat ibadah yang disuratkan di dalam Kitab 
Suci Agama Kong Hu Chu, juga dibangun di berbagai tempat di tanah air, tetapi 
pada masa pemerintahan Presiden Soeharto agama Kong Hu Chu mendapatkan 
diskriminasi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah saat itu. Hal ini berimbas 
kegiatan keagamaan Kong Hu Chu tidak boleh dilakukan di tempat umum, serta 
tidak diakuinya Kong Hu Chu sebagai agama di Indonesia. Umat Kong Hu Chu 
akhirnya mendapatkan titik terang pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur, 
dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000. Keppres ini 
mengatur antara lain penyelengaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat 
istiadat Tionghoa. Keluarnya Keppres ini menandai bahwa Kong Hu Chu sudah 










2.   Praktis 
Kebijakan-kebijakan pemerintah Masa Orba mengenai agama Kong Hu 
Chu, sedikit banyak mendiskriminasi agama tersebut. Umat Kong Hu Chu harus 
pindah agama karena agama Kong Hu Chu tidak dianggap sebagai agama. 
Apabila pemerintahan Soeharto bisa mengambil kebijakan yang lebih 
memperhatikan keberadaan agama Kong Hu Chu di Indonesia, tentunya tidak 
akan terjadi diskriminasi terhadap umat Kong Hu Chu. Sehingga agama Kong Hu 
Chu tetap diakui sebagai agama resmi di Indonesia seperti pada masa Soekarno. 
Dalam penelitian ini telah memunculkan suatu nilai yang perlu diteladani 
yaitu nilai-nilai pluralisme. Gus Dur bersikap tegas menjadi pembela pluralisme 
dalam beragama. Sebagaimana konsekuensi dari pemikiran Gus Dur mentolerir 
adanya pluralisme termasuk dalam agama, sebagaimana tercemin dalam 
kebijakannya sewaktu menjadi presiden ketiga Indonesia. Implikasi praktis yang 
dapat diambil dalam penelitian ini yaitu menumbuhkan kesadaran seseorang untuk 
mewarisi nilai-nilai saling menghargai antara umat beragama, agar tercipta 
kedamaian dan ketentraman di Indonesia. 
3. Metodologis 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi historis. 
Metode historis adalah metodologi yang berusaha untuk merekonstruksi 
peristiwa-peristiwa masa lampau. Dalam hal ini peneliti berusaha merekonstruksi 
peristiwa masa lampau yang berkaitan dengan perubahan aliran Kong Hu Chu 
menjadi Agama Kong Hu Chu pada masa pemerintahan Gus Dur. Dalam 
penelitian ini, peneliti mengalami kesulitan dalam pemakaian sumber primer, 
karena sumber primer sulit ditemukan di perpustakaan-perpustakaan tempat 
peneliti melakukan penelitian. 
 
C. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, diajukan saran sebagai 
berikut: 
1. Bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Program Studi Sejarah Jurusan 






dengan tema yang sama, karya ilmiah ini bisa digunakan sebagai penelitian 
penunjang guna penelitian lebih lanjut dengan mencari sumber yang lebih 
banyak lagi. 
2. Kepada pengelola perpustakaan Program Studi Sejarah, mohon referensi 
buku tentang sejarah Tionghoa di Indonesia khususnya tentang agama Kong 
Hu Chu ditambah, karena sangat sulit mencari sumber tentang sejarah agama 
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PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 1 TAHUN 1965 
TENTANG 
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
Menimbang: 
a. Bahwa dalam rangka pengamanan Negara dan Masyarakat, cita-cita 
Revolusi Nasional dan pembangunan Nasional Semesta menuju ke 
masyarakat adil dan makmur, perlu mengadakan peraturan untuk 
mencegah penyalah-gunaan atau penodaan agama; 
b. Bahwa untuk pengamanan revolusi dan ketentuan masyarakat, soal ini 
perlu diatur dengan Penetapan Presiden; 
Mengingat: 
1. pasal 29 Undang-undang Dasar; 
2. pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar; 
3. penetapan Presiden No. 2 tahun 1962 (Lembara-Negara Th 1962 No. 34); 
4. pasal 2 ayat (1) Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960; 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : 
PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG 
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA. 
Pasal 1 
Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, 
menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran 
tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan 
keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, 
penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. 
Pasal 2 
(1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan 
peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu 







(2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau 
sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat 
membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut 
sebagai Organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat 
pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri 
Dalam Negeri 
Pasal 3 
Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama 
Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik 
Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran 
kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, 
penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari 
aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun. 
Pasal 4 
Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi 
sebagai berikut: 
―Pasal 156a 
Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan 
sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: 
a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan 
terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; 
b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, 
yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.‖ 
Pasal 5 
Penetapan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada hari 
diundangkannya. 
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Penetapan Presiden Republik Indonesia ini dengan penempatan dalam Lembaran 
Negara Republik Indonesia. 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 27 Januari 1965. 







Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 27 Januari 1965 
SEKRETARIS NEGARA, 
MOHD. ICHSAN. 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1965 NOMOR 3. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PENJELASAN ATAS PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 1 TAHUN 1965 
TENTANG 
PENCEGAHAN PENYALAH-GUNAAN DAN/ATAU PENODAAN 
AGAMA 
I. UMUM 
1. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menetapkan Undang undang 
Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia telah menyatakan, 
bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan merupakan suatu 
rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. 
Menurut Undang-undang Dasar 1945 Negara kita berdasarkan : 
1. Ketuhanan Yang Maha Esa; 
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab; 
3. Persatuan Indonesia; 
4. Kerakyatan; 
5. Keadilan Sosial. 
Sebagai dasar pertama, Ke-Tuhanan Yang Maha Esa bukan saja meletakkan 
dasar moral diatas Negara dan Pemerintah, tetapi juga memastikan adanya 






Pengakuan sila pertama (Ke-Tuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat dipisah-
pisahkan dengan Agama, karena adalah salah satu tiang pokok daripada 
perikehidupan manusia dan bagi bangsa Indonesia adalah juga sebagai sendi 
perikehidupan Negara dan unsure mutlak dalam usaha nation-building. 
2. Telah teryata, bahwa pada akhir-akhir ini hampir diseluruh Indonesia tidak 
sedikit timbul aliran-aliran atau Organisasiorganisasi kebatinan/kepercayaan 
masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum Agama. 
Diantara ajaran-ajaran/perbuatan-perbuatan pada pemeluk aliran-aliran 
tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar 
hukum, memecah persatuan Nasional dan menodai Agama. Dari kenyataan 
teranglah, bahwa aliran-aliran atau Organisasi organisasi 
kebatinan/kepercayaan masyarakat yang menyalah-gunakan dan/atau 
mempergunakan Agama sebagai pokok, pada akhir-akhir ini bertambah 
banyak dan telah berkembang kearah yang sangat membahayakan Agama 
agama yang ada. 
3. Untuk mencegah berlarut-larutnya hal-hal tersebut diatas yang dapat 
membahayakan persatuan Bangsa dan Negara, maka dalam rangka 
kewaspadaan Nasional dan dalam Demokrasi Terpimpin dianggap perlu 
dikeluarkan Penetapan Presiden sebagai realisasi Dekrit Presiden tanggal 5 
Juli 1959 yang merupakan salah satu jalan untuk menyalurkan ketata-negaraan 
dan keagamaan, agar oleh segenap rakyat diseluruh wilayah Indonesia ini 
dapat dinikmati ketenteraman beragama dan jaminan untuk menunaikan 
ibadah menurut Agamanya masing-masing 
4. Berhubung dengan maksud memupuk ketenteraman beragama inilah, maka 
Penetapan Presiden ini pertama-tama mencegah agar jangan sampai terjadi 
penyelewengan-penyelewengan dari ajaranajaran agama yang dianggap 
sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan 
(pasal 1-3); dan kedua kalinya aturan ini melindungi ketenteraman beragama 
tersebut dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak 
memeluk agama yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa/(Pasal 4). 
5. Adapun penyelewengan-penyelewengan keagamaan yang nyatanyata 
merupakan pelanggaran pidana dirasa tidak perlu diatur lagi dalam peraturan 
ini, oleh karena telah cukup diaturnya dalam berbagai-bagai aturan pidana 
yang telah ada. 
Dengan Penetapan Presiden ini tidaklah sekali-kali dimaksudkan hendak 
mengganggu gugat hak hidup Agama-gama yang sudah diakui oleh 
Pemerintah sebelum Penetapan Presiden ini diundangkan. 







Dengan kata-kata ―Dimuka Umum‖ dimaksudkan apa yang lazim diartikan 
dengan kata-kata itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Agama-
agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, 
Katolik, Hindu, Budha dan khong Cu (Confusius). Hal ini dapat dibuktikan 
dalam sejarah perkembangan Agama-agama di Indonesia. 
Karena 6 macam Agama ini adalah agama-gama yang dipeluk hampir seluruh 
penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang 
diberikan oleh pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar, juga mereka mendapat 
bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini. 
Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, 
Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang 
diberikan oleh pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar 
ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan 
perundangan lain. 
Terhadap badan/aliran kebatinan, Pemerintah berusaha menyalurkannya kearah 
pandangan yang sehat dan kearah Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai 
dengan ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960, lampiran A. Bidang I, angka 6. 
Dengan kata-kata ―Kegiatan keagamaan‖ dimaksudkan segala macam kegiatan 
yang bersifat keagamaan, misalnya menamakan suatu aliran sebagai Agama, 
mempergunakan istilah-istilah dalam menjalankan atau mengamalkan ajaran-
ajaran kepercayaannya ataupun melakukan ibadahnya dan sebagainya. Pokok-
pokok ajaran agama dapat diketahui oleh Departemen Agama yang untuk itu 
mempunyai alat-alat/cara-cara untuk menyelidikinya. 
Pasal 2 
Sesuai dengan kepribadian Indonesia, maka terhadap orang-orang ataupun 
penganut-penganut sesuatu aliran kepercayaan maupun anggota atau anggota 
Pengurus Organisasi yang melanggar larangan tersebut dalam pasal 1, untuk 
permulaannya dirasa cukup diberi nasehat seperlunya. 
Apabila penyelewengan itu dilakukan oleh organisasi atau penganut penganut 
aliran kepercayaan dan mempunyai effek yang cukup serius bagi masyarakat yang 
beragama, maka Presiden berwenang untuk membubarkan organisasi itu dan 
untuk menyatakan sebagai organisasi atau aliran terlarang dengan akibat-







Pemberian ancaman pidana yang diatur dalam pasal ini, adalah tindakan lanjutan 
terhadap anasir-anasir yang tetap mengabaikan peringatan tersebut, dalam pasal 2. 
Oleh karena aliran kepercayaan biasanya tidak mempunyai bentuk seperti 
organisasi/perhimpunan, dimana mudah dibedakan siapa pengurus dan siapa 
anggotanya, maka mengenai aliran-aliran kepercayaan, hanya penganutnya yang 
masih terus melakukan pelanggaran dapat dikenakan pidana, sedang pemuka 
aliran sendiri yang menghentikan kegiatannya tidak dapat dituntut.‘ Mengingat 
sifat idiil dari tindak pidana dalam pasal ini, maka ancaman pidana 5 tahun dirasa 
sudah wajar. 
Pasal 4 
Maksud ketentuan ini telah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum diatas. Cara 
mengeluarkan persamaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan 
tulisan ataupun perbuatan lain. Huruf a, tindak pidana yang dimaksudkan disini, 
ialah yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi 
atau menghina. 
Dengan demikian, maka, uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan 
secara obyektif, zakelijk dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan 
usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat 
permusuhan atau penghinaan, bukanlah tinak pidana menurut pasal ini. 
Huruf b, Orang yang melakukan tindak pidana tersebut disini, disamping 
mengganggu ketentraman orang beragama, pada dasarnya menghianati sila 
pertama dari Negara secara total, dan oleh karenanya adalah pada tempatnya, 






INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 14 TAHUN 1967 
TENTANG 
AGAMA KEPERCAYAAN DAN ADAT ISTIADAT CINA 
KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 
Menimbang : bahwa agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina di Indonesia yang 






menimbulkan pengaruh psychologis, mental dan moril yang kurang wajar 
terhadap warganegara Indonesia sehingga merupakan hambatan terhadap 
proses asimilasi, perlu diatur serta ditempatkan fungsinya pada proporsi yang 
wajar. 
Mengingat :  
1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 4 ayat 1 dan pasal 29. 
2. Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966 Bab III Pasal 7 dan 
Penjelasan pasal 1 ayat (a). 
3. Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/IN/6/1967. 
4. Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 1967. jo. 163 Tahun 1966. 
Menginstruksi kepada: 
1. Menteri Agama 
2. Menteri Dalam Negeri 
3.  Segenap Badan dan Alat pemerintah di Pusat dan Daerah. 
Untuk melaksanakan kebijaksanaan pokok mengenai agama, kepercayaan dan 
adapt istiadat Cina sebagai berikut: 
PERTAMA:  
Tanpa mengurangi jaminan keleluasaan memeluk agama dan menunaikan 
ibadatnya, tata-cara ibadah Cina yang memiliki aspek affinitas cultural yang 
berpusat pada negeri leluhurnya, pelaksanaannya harus dilakukan secara intern 
dalam hubungan keluarga atau perorangan. 
KEDUA:  
Perayaan-perayaan pesta agama dan adat istiadat Cina dilakukan secara tidak 
menyolok di depan umum, melainkan dilakukan dalam lingkungan keluarga. 
KETIGA:  
Penentuan katagori agama dan kepercayaan maupun pelaksanaan caracara 
ibadat agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina diatur oleh menteri Agama 
setelah mendengar pertimbangan JaksaAgung (PAKEM). 
KEEMPAT:  
Pengamanan dan penertiban terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pokok ini 
diatur oleh Menteri Dalam Negeri bersama-sama Jaksa Agung. 
KELIMA:  
Instruksi ini mulai berlaku pada hari ditetapkan. 
 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal, 6 Desember 1967 















KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR  6 TAHUN 2000 
TENTANG 
PENCABUTAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1967  
TENTANG AGAMA, KEPERCAYAAN, DAN ADAT ISTIADAT CINA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
  
Menimbang   : a. bahwa penyelenggaraan kegiatan agama, kepercayaan, dan adat 
istiadat, pada hakekatnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak 
asasi manusia; 
  b. bahwa pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang 
Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina, dirasakan oleh warga 
negara Indonesia keturunan Cina telah membatasi ruang-geraknya 
dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat 
istiadatnya; 
  c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a dan b, 
dipandang perlu mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 
tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina dengan 
Keputusan Presiden; 
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945; 
  2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3886); 
MEMUTUSKAN : 






PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1967 TENTANG AGAMA, 
KEPERCAYAAN, DAN ADAT ISTIADAT CINA. 
  
    
PERTAMA : 
 
Mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, 
Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina. 
KEDUA : 
 
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, semua ketentuan 
pelaksanaan yang ada akibat Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 




Dengan ini penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan 
adat istiadat Cina dilaksanakan tanpa memerlukan izin khusus 
sebagaimana berlangsung selama ini. 
KEEMPAT :  Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
  
                                             Ditetapkan di Jakarta 
                                                          pada tanggal 17 Januari  2000  
                                                                  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
                                                               ttd 
  
                                                                   ABDURRAHMAN WAHID 
 
 






K E T E T A P A N 




MEMORANDUM DPR-GR MENGENAI SUMBER TERTIB HUKUM 
REPUBLIK INDONESIA DAN TATA URUTAN PERATURAN 
PERUNDANGAN REPUBLIK INDONESIA. 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA 
REPUBLIK INDONESIA 
 
Menimbang :  
a. Bahwa tuntutan suara hati nurani Rakyat mengenai pelaksanaan Undang-
Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen adalah tuntutan Rakyat, 
pemegang kedaulatan dalam negara; 
b. Bahwa untuk terwujudnya kepastian dan keserasian hukum, serta kesatuan 
tafsiran dan pengertian mengenai Pancasila dan pelaksanaan Undang-
Undang Dasar 1945 perlu adanya perincian dan penegasan mengenai 
sumber tertib hukum dan tata urutan peraturan perundangan Republik 
Indonesia. 
c.  Bahwa Memorandum DPR-GR tertanggal 9 Juni 1966, yang telah 
diterima secara bulat oleh DPR-GR, memuat perincian dan penegasan 
termaksud sebagai hasil peninjauan kembali dan penyempurnaan dan 
Memorandum MPRS tanggal 12 Mei 1961 No. 1168/U/MPRS/61 
mengenai "Penentuan Tata Urutan Perundang-undangan Republik 
Indonesia". 
Mengingat:  
1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (2) 
2. Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 tanggal 21 Juni 1966; 
3. Keputusan MPRS No 1/MPRS/1966 pasal 1 dan pasal 27. 
Mendengar :  
Permusyawaratan dalam rapat-rapat MPRS dari tanggal 20 Juni 1966 sampai 
dengan 5 Juli 1966. 
M E M U T U S K A N : 
 
Menetapkan: KETETAPAN TENTANG MEMORANDUM DPR-GR 
MENGENAI SUMBER TERTIB HUKUM REPUBLIK 
INDONESIA DAN TATA URUTAN PERUNDANGAN 
REPUBLIK INDONESIA. 
Pasal 1 
Menerima baik isi Memorandum DPR-GR tertanggal 9 Juni 1966, khusus 
mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan 







Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan 
Republik Indonesia tersebut pada pasal 1 berlaku bagi pelaksanaan Undang- 
Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. 
Pasal 3 
Isi Memorandum DPR-GR tertanggal 9 Juni 1966 sebagaimana dimaksud 
pada pasal 1 dilampirkan pada Ketetapan ini. 
 
Ditetapkan di : Jakarta 
Pada tanggal : 5 Juli 1966. 
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA 
REPUBLIK INDONESIA 
K e t u a, 
ttd. 
(Dr. A.H. Nasution) 
Jenderal TNI 
 
Wakil Ketua,        Wakil Ketua 
      ttd.         ttd. 
(Osa Maliki)        (H.M. Subchan Z.E.) 
 
Wakil Ketua,        Wakil Ketua, 
       ttd.               ttd. 
(M. Siregar).        (Mashudi) 
Brig.Jen. TNI 
Sesuai dengan aslinya 
Administrator Sidang Umum IV MPRS 
ttd. 
(Wilujo Puspo Judo) 
Maj. Jen. T.N.I 
 
MEMORANDUM DPR-GR MENGENAI SUMBER TERTIB HUKUM RI 
DAN TATA URUTAN PERUNDANGAN RI DAN SKEMA 
SUSUNAN KEKUASAAN DI DALAM NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
P E N D A H U L U A N 
1. Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/PBR/Mandataris 
MPRS kepada Letnan Jenderal Soeharto tertanggal 11 Maret 1966 merupakan 
kunci pembuka babak baru dalam sejarah Revolusi Indonesia, merupakan titik-
balik kepada dasar tujuan Revolusi yang sebenarnya, yang murni sebagai 
dikehendaki oleh Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus yang telah tertuang dalam 
Pembukaan beserta Batang-tubuh Undang-Undang Dasar 1945.  
Surat Perintah tersebut merupakan suatu momentum bersejarah, 
merupakan suatu detik yang menentukan jalan sejarah selanjutnya bagi Revolusi 
Pancasila di Indonesia.  
Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kita sudah kembali kepada Undang- 
Undang Dasar 1945, kepada jiwa Proklamasi 17 Agustus 1945. Tetapi 






1945 itu belum dilaksanakan secara murni dan konsekuen, maka akibatnya banyak 
penyelewengan terjadi. Dan dari penyelewengan-penyelewengan tadi akhirnya 
terjadilah pengkhianatan total yang dilakukan GESTAPU/PKI.  
Dengan menumpang kewibawaan dan menunggangi kepemimpinan Bung 
Karno sebagai Presiden dan Pemimpin Bangsa yang dipercaya dan dicintai oleh 
Rakyat, P.K.I. dan kaum petualangan politik yang lain-lain melakukan 
penyelewengan-penyelewengan dari jiwa Revolusi Pancasila dan dari ajaran-
ajaran Bung Karno yang sebenarnya mengenai Revolusi.  
Demikianlah, dengan surat Perintah Presiden 11 Maret 1966 tersebut, 
penyelewenagan-penyelewengan dan pengkhianatan terhadap Amanat Penderitaan 
Rakyat, terhadap jiwa, dasar dan tujuan Revolusi Pancasila dapat dihentikan, 
untuk membuka babak baru dalam sejarah perjalanan Revolusi kita ini. 
2. Surat Perintah Presiden kepada Letnan Jenderal Soeharto tersebut berisi 
perintah untuk atas nama Presiden/Pangti A.B.R.I./P.B.R.: 
"mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya 
keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya Pemerintahan dan 
jalannya Revolusi serta menjamin keselamatan Pribadi dan kewibawaan 
Pimpinan Presiden/Pangti A.B.R.I./P.B.R./Mandataris MPRS, demi 
untuk keutuhan Bangsa dan Negara R.I. dan melaksanakan dengan pasti 
segala Ajaran Pemimpin Besar Revolusi". 
Isi dari Surat Perintah ini adalah tepat, karena hanya dengan 
ketentuanketentuan yang demikian itulah Revolusi Pancasila, sesuai dengan ajaran 
P.B.R., dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sedang alamatnya, kepada 
siapa Surat Perintah itu disampaikan, adalah sangat tepat pula, karena Letnan 
Jenderal Soeharto diakui oleh Rakyat sebagai penyelamat Revolusi Pancasila dari 
pengkhianaatan GESTAPU/P.K.I. 
3. Letnan Jenderal Soeharto-pun tidak menyia-nyiakan waktu untuk 
melaksanakan tugas berat yang terletak diatas pundaknya, sesuai dengan tuntutan 
hati-nurani Rakyat. Sesudah Surat Perintah diterimanya, segera mengambil 
keputusan untuk membubarkan P.K.I. beserta ormas-ormasnya serta 
menyatakannya sebagai organisasi-organisasi terlarang diseluruh wilayah 
kekuasaan Negara Republik Indonesia. Dikeluarkannyalah Keputusan Presiden 
No.1/3/1966 untuk keperluan tersebut pada 12 Maret. 
 Ini merupakan pelaksanaan tuntutan pertama dari tri-tuntutan Rakyat. 
Pada 18 Maret 1966 berdasarkan Surat Perintah Presiden tadi, Letnan 
Jenderal Soeharto melakukan tindakan pengamanan terhadap 15 orang Menteri 
yang terdapat indikasi-indikasi tersangkut dalam GESTAPU/P.K.I., yang 
disangsikan iktikad baiknya terhadap Pimpinan Revolusi, dan/atau yang terdapat 
indikasi kecurangan-kecurangan dalam melakukan kekuasaan dibidang ekonomi 
dan sosial. Tindakan pengamanan ini segera diikuti oleh tindakan Presiden untuk 
menyederhanakan dan menyempurnakan lagi Kabinet Dwikora supaya bersih dari 
unsur-unsur/oknum-oknum GESTAPU/P.K.I.  
Meskipun belum memuaskan, tindakan tersebut dimaksudkan untuk 
memenuhi tuntutan kedua dari tri-tuntutan Rakyat. Dengan demikian dapatlah 






keperluan hidup Rakyat sehari-hari, didahului dengan menghentikan 
kenaikannya.] 
4. Surat Perintah Presiden tersebut diterima dan didukung secara serta-
merta oleh seluruh lapisan masyarakat yang progresif revolusioner Pancasila sejati 
dan A.B.R.I. dengan rasa terima kasih kepada PBR Bung Karno, disertai rasa 
syukur yang tak terhingga kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berarti 
PBR Bung Karno benar-benar mendengarkan dan memperhatikan suara hati 
nurani Rakyat yang dipimpinnya. Rakyat progresif revolusioner yang telah 
berjuang dengan kejujuran dan keikhasan berkorban, oleh karena ketakwaannya 
kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
Sedang tindakan-tindakan tegas dari Letnan Jenderal Soeharto sebagai 
pemegang Surat Perintah Presiden tadi menimbulkan kelegaan dikalangan 
masyarakat ramai, khususnya dalam lingkungan pejuang-pejuang yang progresif 
revolusioner, karena dengan tindakan-tindakan yang tegas itulah dapat 
diwujudkan kembali kekompakan tri-tunggal "Rakyat, ABRI dan PBR" yang 
tercermin dalam kekompakan antara Pemerintah, ABRI dan Rakyat.  
Sebelum adanya tindakan-tindakan tegas dari Letnan Jenderal Soeharto 
sebagai pelaksanaan dari Surat Perintah Presiden 11 Maret, yakni waktu Drs. 
Subandrio sebagai Waperdam I dan kawan-kawannya belum diamankan, terasa 
sekalilah adanya persimpangan-persimpangan dan kesimpang-siuran jalan 
Revolusi kita ini, seakan-akan Rakyat dan ABRI berjalan sendiri diseberang sini, 
sedang Subandrio dan kawan-kawannya yang menyeret Pemerintah dan PBR 
berjalan sendiri pula diseberang sana. Memang menjadi usaha dari pembela-
pembela GESTAPU/P.K.I.-lah, untuk memisahkan PBR dari Rakyat dan ABRI, 
disamping mengadu-domba Rakyat serta memecah belah ABRI sendiri.  
Demikianlah, dengan Surat Perintah Presiden dan dengan tindakan-
tindakan tegas Letnan Jenderal Soeharto tadi, maka keadaan yang sangat 
abnormal tadi dapat diakhiri. 
5. Babak baru dalam sejarah Revolusi Indonesia yang dibuka dengan kunci 
Surat Perintah Presiden 11 Maret 1966 tersebut tidak lain adalah babak 
pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen untuk 
mendapatkan landasan yang kuat baik idil maupun struktural, yaitu Pancasila dan 
Pemerintah stabil, guna merealisasikan dasar dan tujuan Revolusi setingkat demi 
setingkat. 
Tri-tuntutan Rakyat hanya dapat dilaksanakan sepenuhnya dalam rangka 
pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen tadi, baik 
menurut hurufnya maupun menurut jiwanya. Secara intuitief segenap lapisan 
masyarakat progresif revolusionerpun telah meningkatkan tri-tuntutan Rakyat tadi 
kepada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen itu. 
6. Sejarah Revolusi Indonesia telah berkali-kali menyaksikan, bahwa 
setiap tindakan penyelewengan dari jiwa Proklamasi dari jiwa, dasar dan tujuan 
Revolusi dan dari jiwa serta ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, 
pasti membawa bencana bagi usaha pembangunan masyarakat Pancasila. Oleh 
karena itu pasti ditentang oleh kekuatan-kekuatan Revolusi itu sendiri, yaitu 
kekuatankekuatan progresif revolusioner Pancasila sejati, bersama-sama dengan 






terlaksananya Amanat Penderitaan Rakyat hanya dapat diberikan dengan 
pengamalan Pancasila secara paripurna dalam segala segi kehidupan kenegaraan 
dan kemasyarakatan, dan dengan pelaksanaan secara murni dan konsekuen jiwa 
serta ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, untuk menegakkan 
Republik Indonesia sebagai suatu Negara Hukum yang konstitusionil, 
sebagaimana yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 
7. Maka tibalah saatnya sekarang, dengan mengambil Surat Perintah 
Presiden11 Maret sebagai titik tolaknya, menyusun kembali segala segi kehidupan 
kenegaraan Bangsa Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang 
Dasar 1945, guna menyelamatkan jalannya Revolusi dan jalannya Pemerintahan 
dan guna mentrapkan ajaran PBR yang setepat-tepatnya. 
Berdasarkan uraian pendahulu diatas, maka bersama ini DPR GR 
menyampaikan sumbangan pikiran mengenai pokok-pokok persoalan yang 
langsung atau tidak langsung menyangkut hidup ketatanegaraan, dengan tujuan 
utama supaya Republik Indonesia sesungguh-sungguhnya de facto dan de jure 
adalah Negara Hukum yang hidup dan ditegakkan secara konsekuen diatas 
landasan Undang-Undang Dasar 1045. 
Sumbangan pikiran itu meliputi tiga pokok persoalan, yakni : 
I.  SUMBER TERTIB HUKUM REPUBLIK INDONESIA 
II.  TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANGAN R.I. DAN BAGAN 
SUSUNAN KEKUASAAN DIDALAM NEGARA R.I. 
III.  SKEMA SUSUNAN KEKUASAAN DIDALAM NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA. 
 
I. SUMBER TERTIB HUKUM REPUBLIK INDONESIA. 
PANCASILA : Sumber dari segala sumber hukum. 
Sumber dari tertib hukum sesuatu negara atau yang biasa sebagai "sumber dari 
segala sumber hukum" adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum 
serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari Rakyat negara 
yang bersangkutan.  
Sumber dari tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup, 
kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita mengenai kemerdekaan individu, 
kemerdekaan bangsa, peri-kemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan 
mondial, cita-cita politik mengenai sifat bentuk dan tujuan Negara, cita-cita moral 
mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawantahan 
daripada Budi Nurani Manusia. 
Pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral 
luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia itu pada 
18 Agustus 1945 telah dimurnikan dan dipadatkan oleh Panitia Persiapan 
Kemerdekaan atas nama Rakyat Indonesia, menjadi Dasar Negara Republik 
Indonesia, yakni Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil 
dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah 
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial. Adapun 
perwujudan sumber dari segala sumber hukum bagi Republik Indonesia itu adalah 
sebagai berikut : 






Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dinyatakan oleh Bung 
Karno dan Bung Hatta atas nama Bangsa Indonesia pada 17 Agustus 
1945, adalah detik penjebolan tertib hukum kolonial dan sekaligus detik 
pembangunan tertib hokum nasional, tertib hukum Indonesia.  
Sejarah perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia selama 
berabad-abad yang didorong oleh Amanat Penderitaan Rakyat yang 
berjiwakan Pancasila, mencapai titik kulminasinya pada detik 
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, untuk merealisasikan tujuan 
perjuangannya, dengan membentuk Negara Nasional yang bebas 
merdeka dan berdaulat sempurna, untuk mewujudkan masyarakat 
Indonesia yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila, serta untuk 
ikut serta membentuk Dunia Baru yang damai abadi, bebas dari segala 
bentuk penghisapan manusia oleh manusia dan bangsa oleh bangsa. 
Untuk mewujudkan tujuan Proklamasi Kemerdekaan, maka pada 
18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, terdiri dari 
Pembukaan dan Batang tubuhnya, dan atas dasar Aturan Peralihan 
Undang-Undang Dasar pasal III telah memilih Bung Karno dan Bung 
Hatta berturut-turut, sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik 
Indonesia yang pertama. 
2. DEKRIT 5 JULI 1959. 
Dekrit Presiden/Pangti Angkatan Perang 5 Juli 1959 menetapkan : 
a. Pembubaran Konstituante; 
b. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak 
berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara (1950);  
c. Pembentukan MPRS dan DPAS. 
Dekrit tersebut yang merupakan sumber hukum bagi berlakunya 
kembali Undang-Undang Dasar 1945, sejak 5 Juli 1959, dikeluarkan atas 
dasar hokum darurat negara (staatasnoodrecht), mengingat keadaan 
ketata-negaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan 
Negara, Nusa dan Bangsa, serta merintangi pembangunan semesta, 
untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, disebabkan 
kegagalan Konstituante untuk melaksanakan tugasnya menetapkan 
Undang-Undang Dasar bagi Bangsa dan Negara Republik Indonesia. 
Latar belakang yang telah mendalam adalah ekses-ekses pelaksanaan 
demokrasi liberal ala Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang 
sebenarnya bertentangan dengan jiwa Demokrasi Terpimpin 
berlandaskan Pancasila.  
Meskipun Dekrit 5 Juli 1959 itu merupakan suatu tindakan darurat, 
namun kekuatan hukumnya bersumber pada dukungan seluruh rakyat 
Indonesia, terbukti dari persetujuan DPR hasil pemilihan umum (1955) 
secara aklamasi pada 22 Juli 1959. Dalam Konsiderans Dekrit 5 Juli 
1959 ada ditegaskan, bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 
menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu 






berdasarkan Dekrit 5 Juli 1959, berlaku kembalilah bagi Bangsa dan 
Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945. 
3. UNDANG UNDANG DASAR PROKLAMASI 
Undang-Undang Dasar 1945, sebagai perwujudan dari tujuan 
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, terdiri dari Pembukaan dan 
Batang tubuhnya. 
A. Pembukaan. 
a. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak lain adalah penuangan jiwa 
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 ialah jiwa Pancasila, sesuai 
dengan penjelasan autentik Undang-Undang Dasar 1945 mengandung 
pokok-pokok pikiran sebagai berikut : 
1. "Negara" begitu bunyinya--melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan 
dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, 
negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. 
Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala 
paham perseorangan. Negara, menurut pengertian "pembukaan" itu 
menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia 
seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan.  
2.  Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 
3. Pokok yang ketiga yang terkandung dalam "pembukaan", ialah negara 
yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan 
permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistim negara yang 
terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas 
kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. 
4. Pokok pikiran yang ke-4, yang terkandung dalam "pembukaan" ialah 
negara berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa menurut dasar 
kemanusiaan yang adil dan beradab. 
b. Penyusunan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sesungguhnya 
dilandasi oleh jiwa Piagam Jakarta 22 Juni 1945, sedangkan Piagam 
Jakarta itu dilandasi pula oleh jiwa pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945, 
yang kini terkenal sebagai "Pidato Lahirnya Pancalisa: 
c. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Pernyataan 
Kemerdekaan yang terperinci yang mengandung cita-cita luhur dari 
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan yang memuat Pancasila 
sebagai Dasar Negara, merupakan satu rangkaian dengan proklamasi 
Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan oleh karena itu tidak dapat diubah 
oleh siapapun juga, termasuk MPR hasil pemilihan umum, yang 
berdasarkan pasal 3 dan pasal 37 Undang-Undang Dasar berwenang 
menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar karena mengubah isi 
Pembukaan berarti pembubaran Negara. Dalam kedudukannya yang 
demikian tadi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar 
dan sumber hukum dari Batang-tubuhnya. 






Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 16 Bab dan 
terperinci dalam 37 pasal. Disamping itu ada Aturan Peralihan yang terdiri dari 4 
pasal dan Aturan Tambahan yanag terdiri dari 2 ayat. 
Karena Dekrit 5 Juli 1959 itu sudah mengandung ketentuan-ketentuan 
peralihan sendiri, maka aturan-aturan peralihan dan aturan-aturan tambahan yang 
terdapat pada Batang tumbuh Undang-Undang Dasar 1945 tidak lagi mempunyai 
kekuatan berlaku, kecuali pasal II Aturan Peralihan yang menyatakan, bahwa 
segala badan Negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum 
diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar.  
Adapun ketentuan-ketentuan peralihan dalam Dekrit 5 Juli 1959 itu ialah 
yang menyangkut pembentukan MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung 
Sementara. Hal ini berarti, bahwa sesudah terbentuknya MPRS dan DPAS, telah 
terpenuhilah ketentuan-ketentuan peralihan, sehingga semua Lembaga-lembaga 
Negara Tertinggi harus melaksanakan tugas kewenangannya berdasarkan Undang-
Undang Dasar 1945. 
Dalam pada itu isi daripada Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 
dapat lebih dipahami dengan mendalami penjelasannya yang autentik antara lain 
sebagai berikut : 
a. Undang-Undang Dasar sebagian dari Hukum Dasar. 
Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya 
dasar Negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, 
sedang disamping Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang 
tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam 
praktek penyelenggaraan Negara, meskipun tidak tertulis.  
Memang untuk menyelidiki hukum dasar (droit constitutional) suatu 
Negara, tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal Undang-Undang Dasarnya 
(loi constitutionelle) saja, akan tetapi harus menyelidiki juga bagaimana 
prakteknya dan bagaimana suasana kebatinannya (geistlichen Hindergrund) 
dari Undang-undang Dasr itu.  
Undang-Undang Dasar manapun tidak dapat dimengerti, kalau hanya 
dibaca teksnya saja. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-
Undang Dasar dari suatu Negara, kita harus mempelajari juga bagaimana 
terjadinya teks itu, harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus 
diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin.  
Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya undang-undang 
yang kita pelajari, aliran-pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu. 
b. Undang-Undang Dasar menciptakan Pokok-pokok Pikiran yang 
terkandung dalam "Pembukaan" dalam Pasal-pasalnya. 
Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang- 
Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-
cita hukum (Rechtsidee) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum 
yang tertulis (undang-undang) maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-
Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam 
pasal-pasalnya. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari 
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok pokok pikiran ini 






negara, baik hukum yang tertulis (Undang- Undang Dasar) maupun hukum 
yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran 
ini dalam pasal-pasalnya. 
4. SURAT PERINTAH 11 MARET 1966. 
Surat Perintah Presiden 11 Maret 1966 antara lain berisi perintah kepada 
Letnan Jenderal Soeharto Men/Pangad, untuk atas nama Presiden/pangti 
ABRI/PBR, mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya 
keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya Pemerintahan dan jalannya 
Revolusi serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan 
Presiden/Pangti ABRI/PBR Mandataris MPRS, demi untuk keutuhan Bangsa dan 
Negara Republik Indonesia dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran PBR. 
Surat Perintah Presiden tersebut pada pokoknya menyatakan kurang 
adanya kestabilan jalannya Pemerintahan dan jalannya Revolusi, terganggu 
keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan Bung Karno yang dapat 
mengakibatkan perpecahan Bangsa dan Negara Republik Indonesia dan 
menyatakan adanya salah pentrapan daripada ajaran-ajaran PBR.  
Semuanya itu pada hakekatnya berarti menyatakan telah terjadinya 
penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan dari jiwa dan 
ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, yang memuat landasan ideal 
dan landasan struktural Revolusi Indonesia, karena sejak berlakunya kembali 
Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Dekrit 5 Juli 1959, segala segi 
kehidupan dan penghidupan kenegaraan, tegasnya segala segi penyelenggaraan 
pemerintahan dan jalannya Revolusi, serta penegakan keselamatan, kewibawaan 
dan kepemimpinan Bung Karno sebagai Presiden/Panti ABRI/PBR/Mandataris 
MPRS, demikian pula pentrapan Ajaran-ajaran Revolusi Bung Karno sepenuhnya 
secara murni dan konsekuen harus didasarkan dan bersumberkan pada Undang-
Undang Dasar 1945.  
Maka dari itu SURAT PERINTAH tersebut merupakan dasar dan sumber 
hukum bagi Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang 
diperlukan guna mengamankan pelaksanan Undang-Undang Dasar 1945 secara 
murni dan konsekuen, untuk menegakkan Negara Republik Indonesia yang 
berdasar atas hukum dan penyelengaraan pemerintahannya berdasar atas sistim 
konstitusi tidak atas dasar kekuasaan belaka.  
Dalam rangka itulah harus dilihat semua tindakan yang telah diambil oleh 
Letnan Jenderal Soeharto, sebagai follow up Surat Perintah 11 Maret 1966 seperti 
pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, pengamanan beberapa orang Menteri pada 




II. TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANGAN REPUBLIK 
INDONESIA MENURUT UNDANG UNDANG DASAR 1945. 
A. BENTUK-BENTUK PERATURAN PERUNDANGAN 
1. Bentuk-bentuk Peraturan Perundangan Republik Indonesia menurut 
Undang-Undang Dasar 1945 ialah sebagai berikut: 







Undang-undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, 
Peraturan Pemerintah, 
Keputusan Presiden, 
Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya seperti : 
— Peraturan Menteri 
— Instruksi Menteri 
— dan lain-lainnya. 
2. Sesuai dengan sistim konstitusi seperti yang dijelaskan dalam Penjelasan 
autentik Undang-Undang Dasar 1945, bentuk peraturanperundangan yang 
tertinggi, yang menjadi dasar dan sumber bagi semua peraturan-
perundangan bawahan dalam Negara. 
3. Sesuai pula dengan prinsip Negara hukum, maka setiap peraturan 
perundangan harus berdasar dan bersumber dengan tegas pada peraturan 
perundangan yang berlaku, yang lebih tinggi tingkatnya. 
B.  1.  Undang-Undang Dasar. 
Ketentuan-ketentuan yang tercantum didalam pasal-pasal Undang-
Undang Dasar adalah ketentuan-ketentuan yang tertinggi 
tingkatnya yang pelaksanaannya dilakukan dengan Ketetapan 
MPR, Undang -undang atau Keputusan Presiden. 
2.  Ketetapan MPR 
a). Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang 
legislatif dilaksanakan dengan Undang-undang. 
b). Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang
 eksekutif dilaksanakan dengan Keputusan Presiden. 
3.  Undang-undang. 
a). Undang-undang adalah untuk melaksanakan Undang-Undang 
Dasar atau Ketetapan MPR. 
b). Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak 
menetapkan peraturan-peraturan sebagai pengganti Undangundang. 
(1) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. 
(2) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan Pemerintah itu 
harus dicabut. 
4.  Peraturan Pemerintah. 
Peraturan Pemerintah adalah memuat aturan-aturan umum untuk 
melaksanakan Undang-undang. 
5.  Keputusan Presiden. 
Keputusan Presiden berisi keputusan yang bersifat khusus 
(einmalig) adalah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang 
Dasar yang bersangkutan, Ketetapan MPR dalam bidang eksekutif 
atau peraturan Pemerintah. 
6. Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya. 
Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti : Peraturan 




























JAKARTA, 9 Juni 1966. 
PIMPINAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG; 
Ketua, 





















PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 55 TAHUN 2007 
TENTANG 
PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang:      bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4), Pasal 30 ayat (5), 
dan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 
perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan; 
 
Mengingat:    
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4301); 
3. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang 
Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia 











Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan: 
1. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, 
kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang 
dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan 
jenis pendidikan. 
2. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat 
menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau 
menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. 
3. Pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur 
dan jenjang pendidikan. 
4. Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis 
masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis 
pendidikan lainnya. 
5. Pasraman adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan formal dan 
nonformal. 
6. Pesantian adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan nonformal yang 
mengacu pada sastra agama dan/atau kitab suci Weda. 
7. Pabbajja samanera adalah satuan pendidikan keagamaan Buddha pada jalur pendidikan 
nonformal. 
8. Shuyuan adalah satuan pendidikan keagamaan Khonghucu yang diselenggarakan pada semua 
jalur dan jenjang pendidikan yang mengacu pada Si Shu Wu Jing. 







10. Rumah ibadah adalah bangunan yang secara khusus dibangun untuk keperluan tempat 
beribadah warga satuan pendidikan yang bersangkutan dan/atau masyarakat umum. 
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 






(1) Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan 
kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama. 
(2) Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam 
memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya 
dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 
 
Pasal 3 
(1) Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib 
menyelenggarakan pendidikan agama. 
(2) Pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama. 
Pasal 4 
(1) Pendidikan agama pada pendidikan formal dan program pendidikan kesetaraan sekurang-
kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran atau mata kuliah agama. 
(2) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan 
berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang 
seagama. 
(3) Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama. 
(4) Satuan pendidikan yang tidak dapat menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerja sama dengan satuan pendidikan yang setingkat 
atau penyelenggara pendidikan agama di masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan agama 
bagi peserta didik. 
(5) Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat dan kesempatan kepada peserta didik untuk 
melaksanakan ibadah berdasarkan ketentuan agama yang dianut oleh peserta didik. 
(6) Tempat melaksanakan ibadah agama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa 
ruangan di dalam atau di sekitar lingkungan satuan pendidikan yang dapat digunakan peserta didik 
menjalankan ibadahnya. 
(7) Satuan pendidikan yang berciri khas agama tertentu tidak berkewajiban membangun rumah 




(1) Kurikulum pendidikan agama dilaksanakan sesuai Standar Nasional Pendidikan. 
(2) Pendidikan agama diajarkan sesuai dengan tahap perkembangan kejiwaan peserta didik. 
(3) Pendidikan agama mendorong peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agamanya dalam 
kehidupan sehari-hari dan menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan 
pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
(4) Pendidikan agama mewujudkan keharmonisan, kerukunan, dan rasa hormat di antara sesama 
pemeluk agama yang dianut dan terhadap pemeluk agama lain. 
(5) Pendidikan agama membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berperilaku 
jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, tulus, dan 
bertanggung jawab. 
(6) Pendidikan agama menumbuhkan sikap kritis, inovatif, dan dinamis, sehingga menjadi 
pendorong peserta didik untuk memiliki kompetensi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, 






(7) Pendidikan agama diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 
mendorong kreativitas dan kemandirian, serta menumbuhkan motivasi untuk hidup sukses. 
(8) Satuan pendidikan dapat menambah muatan pendidikan agama sesuai kebutuhan. 




(1) Pendidik pendidikan agama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah 
atau pemerintah daerah disediakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan 
masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
(2) Pendidik pendidikan agama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat 
disediakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. 
(3) Dalam hal satuan pendidikan tidak dapat menyediakannya, maka Pemerintah dan/atau 
pemerintah daerah wajib menyediakannya sesuai kebutuhan satuan pendidikan. 
 
Pasal 7 
(1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan agama tidak sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) sampai dengan ayat (7), dan Pasal 
5 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan sampai dengan penutupan setelah 
diadakan pembinaan/pembimbingan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. 
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk: 
a. satuan pendidikan tinggi dilakukan oleh Menteri setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri 
Agama; 
b. satuan pendidikan dasar dan menengah dilakukan oleh bupati/walikota setelah memperoleh 
pertimbangan dari Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. 
c. satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan oleh pemerintah daerah menjadi 
bertaraf internasional dilakukan oleh kepala pemerintahan daerah yang mengembangkannya 
setelah memperoleh pertimbangan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi atau 
Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. 
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2), tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan agama sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, serta tentang pendidik pendidikan agama sebagaimana 






(1) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat 
yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. 
(2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan 
mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan 
luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang 
beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. 
 
Pasal 9 
(1) Pendidikan keagamaan meliputi pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, 
Buddha, dan Khonghucu. 
(2) Pendidikan keagamaan diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan 
informal. 
(3) Pengelolaan pendidikan keagamaan dilakukan oleh Menteri Agama. 
Pasal 10 







(2) Penyelenggaraan pendidikan ilmu yang bersumber dari ajaran agama sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) yang memadukan ilmu agama dan ilmu umum/keterampilan terutama bertujuan 
untuk mempersiapkan peserta didik pindah pada jenjang yang sama atau melanjutkan ke 
pendidikan umum atau yang lainnya pada jenjang berikutnya. 
 
Pasal 11 
(1) Peserta didik pada pendidikan keagamaan jenjang pendidikan dasar dan menengah yang 
terakreditasi berhak pindah ke tingkat yang setara di Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah 
(MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas 
(SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan 
(MAK), atau bentuk lain yang sederajat setelah memenuhi persyaratan. 
(2) Hasil pendidikan keagamaan nonformal dan/atau informal dapat dihargai sederajat dengan 
hasil pendidikan formal keagamaan/umum/kejuruan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh 
satuan pendidikan yang terakreditasi yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. 
(3) Peserta didik pendidikan keagamaan formal, nonformal, dan informal yang memperoleh ijazah 
sederajat pendidikan formal umum/kejuruan dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya pada 
pendidikan keagamaan atau jenis pendidikan yang lainnya. 
 
Pasal 12 
(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada 
pendidikan keagamaan. 
(2) Pemerintah melindungi kemandirian dan kekhasan pendidikan keagamaan selama tidak 
bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional. 
(3) Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang, melakukan akreditasi atas pendidikan 
keagamaan untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai Standar Nasional 
Pendidikan. 
(4) Akreditasi atas pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 
setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Agama. 
 
Pasal 13 
(1) Pendidikan keagamaan dapat berbentuk satuan atau program pendidikan. 
(2) Pendidikan keagamaan dapat didirikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau 
masyarakat. 
(3) Pendirian satuan pendidikan keagamaan wajib memperoleh izin dari Menteri Agama atau 
pejabat yang ditunjuk. 
(4) Syarat pendirian satuan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri 
atas: 
a. isi pendidikan/kurikulum; 
b. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan; 
c. sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran; 
d. sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan sekurang-kurangnya untuk 1 
(satu) tahun pendidikan/akademik berikutnya; 
e. sistem evaluasi; dan 
f. manajemen dan proses pendidikan. 
(5) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat-syarat pendirian satuan pendidikan keagamaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatur dengan 
Peraturan Menteri Agama dengan berpedoman pada ketentuan Standar Nasional Pendidikan. 
(6) Pendidikan keagamaan jalur nonformal yang tidak berbentuk satuan pendidikan yang memiliki 
peserta didik 15 (lima belas) orang atau lebih merupakan program pendidikan yang wajib 
mendaftarkan diri kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. 
 
Bagian Kesatu 








(1) Pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren. 
(2) Pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada jalur formal, 
nonformal, dan informal. 
(3) Pesantren dapat menyelenggarakan 1 (satu) atau berbagai satuan dan/atau program pendidikan 
pada jalur formal, nonformal, dan informal. 
 
Paragraf 1 
Pendidikan Diniyah Formal 
 
Pasal 15 
Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran 
agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan 
pendidikan tinggi. 
Pasal 16 
(1) Pendidikan diniyah dasar menyelenggarakan pendidikan dasar sederajat MI/SD yang terdiri 
atas 6 (enam) tingkat dan pendidikan diniyah menengah pertama sederajat MTs/SMP yang terdiri 
atas 3 (tiga) tingkat. 
(2) Pendidikan diniyah menengah menyelenggarakan pendidikan diniyah menengah atas sederajat 
MA/SMA yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat. 
(3) Penamaan satuan pendidikan diniyah dasar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) merupakan hak penyelenggara pendidikan yang bersangkutan. 
 
Pasal 17 
(1) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar, seseorang harus berusia 
sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun. 
(2) Dalam hal daya tampung satuan pendidikan masih tersedia maka seseorang yang berusia 6 
(enam) tahun dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar. 
(3) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah pertama, seseorang 
harus berijazah pendidikan diniyah dasar atau yang sederajat. 
(4) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah atas, seseorang harus 
berijazah pendidikan diniyah menengah pertama atau yang sederajat. 
 
Pasal 18 
(1) Kurikulum pendidikan diniyah dasar formal wajib memasukkan muatan pendidikan 
kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam dalam rangka 
pelaksanaan program wajib belajar. 
(2) Kurikulum pendidikan diniyah menengah formal wajib memasukkan muatan pendidikan 
kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, serta seni dan budaya. 
 
Pasal 19 
(1) Ujian nasional pendidikan diniyah dasar dan menengah diselenggarakan untuk menentukan 
standar pencapaian kompetensi peserta didik atas ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam. 
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang ujian nasional pendidikan diniyah dan standar kompetensi ilmu-
ilmu yang bersumber dari ajaran Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan 
peraturan Menteri Agama dengan berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan. 
 
Pasal 20 
(1) Pendidikan diniyah pada jenjang pendidikan tinggi dapat menyelenggarakan program 
akademik, vokasi, dan profesi berbentuk universitas, institut, atau sekolah tinggi. 
(2) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan untuk setiap program studi pada perguruan 
tinggi keagamaan Islam selain menekankan pembelajaran ilmu agama, wajib memasukkan 






(3) Mata kuliah dalam kurikulum program studi memiliki beban belajar yang dinyatakan dalam 
satuan kredit semester (sks). 




Pendidikan Diniyah Nonformal 
 
Pasal 21 
(1) Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, Majelis Taklim, 
Pendidikan Al Qur'an, Diniyah Takmiliyah, atau bentuk lain yang sejenis. 
(2) Pendidikan diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk satuan 
pendidikan. 
(3) Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib 
mendapatkan izin dari kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setelah memenuhi ketentuan 
tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan. 
 
Pasal 22 
(1) Pengajian kitab diselenggarakan dalam rangka mendalami ajaran Islam dan/atau menjadi ahli 
ilmu agama Islam. 
(2) Penyelenggaraan pengajian kitab dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang. 




(1) Majelis Taklim atau nama lain yang sejenis bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan 
ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam 
semesta. 
(2) Kurikulum Majelis Taklim bersifat terbuka dengan mengacu pada pemahaman terhadap Al-
Qur'an dan Hadits sebagai dasar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah 
SWT, serta akhlak mulia. 
(3) Majelis Taklim dilaksanakan di masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat. 
 
Pasal 24 
(1) Pendidikan Al-Qur'an bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis, 
memahami, dan mengamalkan kandungan Al Qur'an. 
(2) Pendidikan Al-Qur'an terdiri dari Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan 
Al-Qur'an (TPQ), Ta'limul Qur'an lil Aulad (TQA), dan bentuk lain yang sejenis. 
(3) Pendidikan Al-Qur'an dapat dilaksanakan secara berjenjang dan tidak berjenjang. 
(4) Penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an dipusatkan di masjid, mushalla, atau di tempat lain 
yang memenuhi syarat. 
(5) Kurikulum pendidikan Al-Qur'an adalah membaca, menulis dan menghafal ayat-ayat Al 
Qur'an, tajwid, serta menghafal doa-doa utama. 
(6) Pendidik pada pendidikan Al-Qur'an minimal lulusan pendidikan diniyah menengah atas atau 




(1) Diniyah takmiliyah bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh di 
SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan 
keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT. 







(3) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dilaksanakan di masjid, mushalla, atau di tempat lain yang 
memenuhi syarat. 
(4) Penamaan atas diniyah takmiliyah merupakan kewenangan penyelenggara. 
(5) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan SD/MI, 






(1) Pesantren menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan 
kepada Allah SWT, akhlak mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, 
pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (mutafaqqih 
fiddin) dan/atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun 
kehidupan yang Islami di masyarakat. 
(2) Pesantren menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan 
lainnya pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan/atau pendidikan 
tinggi. 
(3) Peserta didik dan/atau pendidik di pesantren yang diakui keahliannya di bidang ilmu agama 
tetapi tidak memiliki ijazah pendidikan formal dapat menjadi pendidik mata pelajaran/kuliah 
pendidikan agama di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang memerlukan, setelah 
menempuh uji kompetensi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
 
Bagian Kedua 
Pendidikan Keagamaan Kristen 
 
Pasal 27 
(1) Pendidikan keagamaan Kristen diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan 
informal. 
(2) Pendidikan keagamaan Kristen jalur pendidikan formal diselenggarakan pada jenjang 
pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 
(3) Pendidikan keagamaan Kristen jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dibina oleh Menteri Agama. 
 
Pasal 28 
Penamaan satuan pendidikan keagamaan Kristen jalur pendidikan formal jenjang pendidikan 
menengah dan tinggi merupakan hak penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan. 
Pasal 29 
(1) Pendidikan keagamaan Kristen jenjang pendidikan dasar adalah Sekolah Dasar Teologi Kristen 
(SDTK) dan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK). 
(2) Pendidikan keagamaan Kristen jenjang pendidikan menengah adalah Sekolah Menengah 
Agama Kristen (SMAK) dan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) atau yang sederajat, 
yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat. 
(3) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pada pendidikan menengah keagamaan Kristen 
seseorang harus berijazah SMP atau yang sederajat. 
(4) Pengelolaan SMAK dan SMTK diselenggarakan oleh Pemerintah, gereja dan/atau lembaga 
keagamaan Kristen. 
(5) Kurikulum SMAK dan SMTK memuat bahan kajian tentang agama/teologi Kristen dan kajian 
lainnya pada jenjang menengah. 
(6) Isi dan materi kurikulum yang menyangkut iman dan moral merupakan kewenangan gereja 








(1) Pendidikan tinggi keagamaan Kristen diselenggarakan oleh gereja dan atau lembaga 
keagamaan Kristen. 
(2) Pendidikan keagamaan jenjang pendidikan tinggi diselenggarakan dalam bentuk Sekolah 
Tinggi Agama Kristen (STAK) dan Sekolah Tinggi Teologi (STT) atau bentuk lain yang sejenis. 
(3) STAK, STT atau bentuk lain yang sejenis dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah 
daerah dan/atau masyarakat. 
(4) Penamaan satuan jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh gereja dan/atau lembaga 
keagamaan Kristen merupakan hak penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan. 
(5) Isi/materi kurikulum menyangkut iman dan moral pendidikan keagamaan Kristen/Teologi 
jenjang pendidikan tinggi merupakan kewenangan gereja dan/atau lembaga keagamaan Kristen. 
(6) Untuk dapat diterima sebagai mahasiswa pada pendidikan tinggi keagamaan Kristen seseorang 
harus berijazah SMA atau yang sederajat. 
 
Bagian Ketiga 
Pendidikan Keagamaan Katolik 
 
Pasal 31 
(1) Pendidikan keagamaan Katolik diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan 
informal. 
(2) Pendidikan keagamaan Katolik pada jalur pendidikan formal diselenggarakan pada jenjang 
pendidikan menengah dan tinggi. 
(3) Pendidikan keagamaan Katolik pada jalur formal dibina oleh Menteri Agama. 
Pasal 32 
Penamaan satuan pendidikan keagamaan Katolik jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan 
menengah dan tinggi merupakan hak penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan. 
Pasal 33 
(1) Pendidikan keagamaan Katolik tingkat menengah merupakan Sekolah Menengah Agama 
Katolik (SMAK) atau yang sederajat yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat. 
(2) Pendidikan keagamaan Katolik tingkat menengah dibina oleh Menteri Agama. 
Pasal 34 
Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan menengah keagamaan Katolik seseorang 
harus berijazah SMP atau yang sederajat. 
Pasal 35 
(1) Kurikulum pendidikan keagamaan Katolik memuat bahan kajian tentang agama Katolik dan 
kajian lainnya pada jenjang menengah. 
(2) Isi dan materi kurikulum yang menyangkut iman dan moral merupakan wewenang gereja 
Katolik dan/atau Uskup. 
 
Pasal 36 
Pengelolaan satuan pendidikan keagamaan Katolik tingkat menengah dilakukan oleh gereja 
Katolik/keuskupan. 
Pasal 37 
(1) Pendidikan keagamaan Katolik jenjang pendidikan tinggi diselenggarakan oleh gereja 
Katolik/keuskupan. 
(2) Pendidikan keagamaan Katolik jenjang pendidikan tinggi merupakan satuan pendidikan tinggi 
keagamaan yang mendapat ijin dari Menteri Agama. 
(3) Pendidikan keagamaan Katolik jenjang pendidikan tinggi diselenggarakan dalam bentuk 
Sekolah Tinggi Pastoral/Kateketik/Teologi atau bentuk lain yang sejenis dan sederajat. 
(4) Penamaan satuan pendidikan keagamaan Katolik jenjang pendidikan tinggi merupakan hak 






(5) Isi dan/atau materi kurikulum yang menyangkut iman dan moral pendidikan keagamaan 
Katolik jenjang pendidikan tinggi merupakan kewenangan gereja Katolik. 
(6) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pada pendidikan tinggi keagamaan Katolik 
seseorang harus berijazah SMA atau sederajat. 
 
Bagian Keempat 
Pendidikan Keagamaan Hindu 
 
Pasal 38 
(1) Pendidikan keagamaan Hindu merupakan pendidikan berbasis masyarakat yang 
diselenggarakan dalam bentuk Pasraman, Pesantian, dan bentuk lain yang sejenis. 
(2) Pengelolaan satuan pendidikan keagamaan Hindu dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah 
daerah, dan/atau masyarakat. 
(3) Pendidikan Pasraman diselenggarakan pada jalur formal, dan nonformal. 
(4) Pendidikan Pasraman diselenggarakan pada jalur formal setingkat TK disebut Pratama Widya 
Pasraman, yaitu tingkat Pratama Widya Pasraman A (TK A) dan tingkat Pratama Widya Pasraman 
B (TK B). 
(5) Pendidikan pasraman pada jalur formal jenjang pendidikan dasar setingkat SD disebut Adi 
Widya Pasraman terdiri atas 6 (enam) tingkat. 
(6) Pendidikan Pasraman pada jalur formal jenjang pendidikan dasar setingkat SMP disebut 
Madyama Widya Pasraman terdiri atas 3 (tiga) tingkat. 
(7) Pendidikan Pasraman pada jalur formal jenjang pendidikan menengah setingkat SMA disebut 
Utama Widya Pasraman terdiri atas 3 (tiga) tingkat. 
 
Pasal 39 
(1) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik (Brahmacari) Adi Widya Pasraman, seseorang 
harus berijazah Pratama Widya Pasraman atau yang sederajat. 
(2) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik (Brahmacari) Madyama Widya Pasraman, 
seseorang harus berijazah Adi Widya Pasraman atau yang sederajat. 
(3) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik (Brahmacari) Utama Widya Pasraman, seseorang 
harus berijazah Madyama Widya Pasraman atau yang sederajat. 
(4) Pendidikan Adi Widya Pasraman terdiri atas 6 (enam) tingkat selama 6 (enam) tahun, 
pendidikan Madyama Widya Pasraman terdiri atas 3 (tiga) tingkat selama 3 (tiga) tahun, dan 
pendidikan Utama Widya Pasraman terdiri atas 3 (tiga) tingkat selama 3 (tiga) tahun. 
(5) Peserta didik (Brahmacari) pada pendidikan Pasraman berkewajiban melaksanakan warna 
asrama dharma. 
(6) Acarya atau pendidik membimbing, menuntun, dan membekali peserta didik (Brahmacari) 
dengan pengetahuan agama lainnya sesuai dengan kurikulum. 
 
Pasal 40 
(1) Maha Widya Pasraman atau pendidikan keagamaan tinggi Hindu, diselenggarakan oleh 
Pemerintah maupun masyarakat. 
(2) Penamaan satuan jenjang Maha Widya Pasraman yang diselenggarakan oleh masyarakat 
merupakan hak penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan. 
(3) Maha Widya Pasraman diselenggarakan sesuai dengan ketentuan tentang pendidikan tinggi 
dalam Standar Nasional Pendidikan. 
 
Pasal 41 
(1) Pendidikan keagamaan Hindu nonformal dilaksanakan dalam bentuk Pesantian, sad dharma 
yaitu dharmatulla, dharma sadhana, dharma wacana, dharma yatra, dharma gita, dharma santi atau 
dalam bentuk lain yang sejenis. 
(2) Pendidikan keagamaan Hindu nonformal merupakan kegiatan pendidikan keagamaan Hindu 
secara berjenjang atau tidak berjenjang bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama di sekolah 






(3) Penyelenggaraan pendidikan keagamaan Hindu nonformal sebagai kegiatan pendidikan 
keagamaan Hindu berbasis masyarakat, diselenggarakan oleh lembaga sosial dan tradisional 
keagamaan Hindu, dilaksanakan di lingkungan tempat ibadah, balai adat, dan tempat lainnya yang 
memenuhi syarat. 
(4) Pendidikan keagamaan Hindu nonformal didaftarkan keberadaannya kepada Menteri Agama. 
 
Bagian Kelima 
Pendidikan Keagamaan Buddha 
 
Pasal 42 
(1) Pendidikan keagamaan Buddha diselenggarakan oleh masyarakat pada jalur pendidikan 
nonformal dalam bentuk program Sekolah Minggu Buddha, Pabbajja Samanera, dan bentuk lain 
yang sejenis. 
(2) Pengelolaan satuan pendidikan keagamaan Buddha dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah 
daerah, dan/atau masyarakat. 
 
Pasal 43 
(1) Pabbajja Samanera merupakan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh Sangha atau 
Majelis Keagamaan Buddha bertempat di Vihara/Cetiya yang diperuntukkan khusus bagi 
samanera, samaneri, silacarini, buddhasiswa, dalam rangka peningkatan kualitas keimanan dan 
ketakwaan. 
(2) Pabbajja Samanera bertujuan untuk menanamkan disiplin pertapaan sesuai dengan ajaran Sang 
Buddha dalam meningkatkan kualitas keimanan umat Buddha. 
(3) Pabbajja Samanera dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu. 
(4) Peserta didik Pabbajja Samanera meliputi anak-anak, remaja, dan dewasa. 
(5) Kurikulum Pabbajja Samanera meliputi riwayat hidup Buddha Gotama, etika samanera, pokok-
pokok dasar agama Buddha, paritta/mantra, meditasi, kedharmadutaan, dan materi penting terkait 
lainnya. 
(6) Pendidik pada Pabbajja Samanera mencakup para Bhikkhu/Bhiksu, Bhikkhuni/Bhiksuni, 
Pandita, Pendidik Agama, atau yang berkompetensi. 
 
Pasal 44 
(1) Sekolah Minggu Buddha merupakan kegiatan belajar mengajar nonformal yang dilaksanakan 
di Vihara atau Cetya setiap hari Minggu secara rutin. 
(2) Sekolah Minggu Buddha bertujuan untuk menanamkan saddha/sraddha dan bhakti peserta 
didik dalam rangka meningkatkan keimanan umat Buddha secara berkesinambungan. 
(3) Sekolah Minggu Buddha diselenggarakan secara berjenjang atau tidak berjenjang. 
(4) Sekolah Minggu Buddha merupakan pelengkap atau bagian dari pendidikan agama pada satuan 
pendidikan formal. 
(5) Kurikulum Sekolah Minggu Buddha memuat bahan kajian Paritta/Mantram, Dharmagita, 
Dhammapada, Meditasi, Jataka, Riwayat Hidup Buddha Gotama, dan Pokok-pokok Dasar Agama 
Buddha. 
(6) Tenaga Pendidik pada Sekolah Minggu Buddhis mencakup Bhikkhu/Bhiksu, 




Pendidikan Keagamaan Khonghucu 
 
Pasal 45 
(1) Pendidikan keagamaan Khonghucu diselenggarakan oleh masyarakat pada jalur 
pendidikan formal, nonformal, dan informal. 
(2) Pendidikan keagamaan Khonghucu berbentuk program Sekolah Minggu, Diskusi 
Pendalaman Kitab Suci, Pendidikan Guru dan Rohaniwan Agama Khonghucu, atau bentuk 






(3) Pengelolaan satuan pendidikan keagamaan Khonghucu dilakukan oleh Pemerintah, 
pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. 
 
Pasal 46 
(1) Sekolah Minggu Khonghucu dan Diskusi Pendalaman Kitab Suci merupakan kegiatan 
belajar-mengajar nonformal yang dilaksanakan di Xuetang, Litang, Miao dan Klenteng, 
yang dilaksanakan setiap minggu dan tanggal 1 serta 15 penanggalan lunar. 
(2) Sekolah Minggu Khonghucu dan Diskusi Pendalaman Kitab Suci bertujuan untuk 
menanamkan keimanan dan budi pekerti peserta didik. 
(3) Kurikulum Sekolah Minggu Khonghucu memuat bahan kajian Daxue, Zhongyong, 
Lunyu, Mengzi, Yijing, Shujing, Liji, Shijing, Chun Qiu Jing, Xiaojing, Sejarah Suci Agama 
Khonghucu, serta Tata Agama/Peribadahan Khonghucu. 
(4) Tenaga Pendidik pada pendidikan keagamaan Khonghucu mencakup Jiaosheng, Wenshi, 
Xueshi, Zhanglao atau yang mempunyai kompetensi. 
 
Pasal 47 
Pendidikan Guru dan Rohaniwan Agama Khonghucu adalah pendidikan formal dan 
nonformal yang diselenggarakan di Shuyuan atau lembaga pendidikan lainnya dan oleh 





Seluruh satuan pendidikan, program, dan kegiatan pendidikan keagamaan diselenggarakan dengan 





Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan peraturan 
perundang-undangan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang ada pada saat 
diberlakukan Peraturan Pemerintah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 






Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah 
ini harus diselesaikan paling lambat dua tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan 
Pemerintah ini. 
Pasal 51 
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 5 Oktober 2007 







DR. H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 5 Oktober 2007 













Bangsa Indonesia Tak Ingin Lagi Diskriminatif - 
Pemerintah Jamin Hak Umat Konghucu - Presiden 
Minta Penganut Khonghucu Jalankan Ajaran Agamanya 
KOMPAS, Minggu 05 Februari 2006  
Bangsa Indonesia Tak Ingin Lagi Diskriminatif  
Tak Ada Istilah Agama Diakui atau Tak Diakui Negara 
Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, bangsa 
Indonesia saat ini tidak ingin lagi bersikap diskriminatif. Meskipun demikian, 
dalam praktik masih terdengar keluhan dari warga Tionghoa. 
Menurut Presiden Yudhoyono, dalam sambutan Perayaan Tahun Baru Imlek 
Nasional 2557 di Jakarta Convention Center, Sabtu (4/2), bangsa Indonesia telah 
mengalami perubahan sejak era reformasi. Namun, lanjut Presiden, masih 
terdengar keluhan dari warga Tionghoa terkait dengan pelayanan administrasi 
kependudukan, keimigrasian, peribadatan, dan pencatatan perkawinan. 
‖Terhadap hal yang dikeluhkan itu, saya minta pengertian semua pihak bahwa 
perubahan memang telah menjadi tekad bersama. Namun dalam pelaksanaan 
masih ditemui sejumlah hambatan. Karena, pada tingkat birokrasi di lapisan 
bawah dan masyarakat awam masih dalam proses penyesuaian diri dengan 
perubahan itu. Hal itu terjadi dalam proses sosiologis di dalam masyarakat yang 






Dalam acara itu hadir antara lain Ketua DPR Agung Laksono, Ketua Mahkamah 
Konstitusi Jimly Asshiddiqie, sejumlah menteri, tokoh, pemimpin agama, serta 
pengusaha. 
Salah satu bagian dari acara yang diselenggarakan Majelis Tinggi Agama 
Khonghucu Indonesia tersebut adalah penyalaan sembilan lampu lampion 
berwarna merah yang menjadi simbol solidaritas nasional oleh para tokoh dan 
pemimpin agama. 
Akan dapat diatasi 
Presiden menambahkan, sejalan dengan perjalanan waktu, keluhan warga 
Tionghoa akan dapat diatasi asalkan ada itikad baik bersama dari semua pihak 
serta kerja keras dari seluruh jajaran pemerintahan. ‖Di sisi lain, apa yang penting 
dilakukan masyarakat Tionghoa adalah terus menyatu, berintegrasi dengan 
komponen masyarakat lainnya atas dasar saling menghargai dan saling 
menghormati. Jika itu terus dilakukan, saya yakin jarak dan hambatan akan cepat 
sirna,‖ kata Presiden. 
Sekarang ini, lanjut Presiden, sudah saatnya bangsa Indonesia melihat ke depan 
membangun bangsa dan negara ke arah kemajuan, dengan modal rasa persatuan 
yang semakin kokoh serta melihat tanggung jawab bangsa bersama sebagai satu 
komponen bangsa, termasuk dalam hal ini masyarakat Tionghoa. 
Sebelumnya, dalam laporannya, Ketua Panitia Perayaan Tahun Baru Imlek 
Nasional 2557 Sugeng Sentoso Imam meminta agar hak dasar umat Khonghucu 
dipenuhi, seperti mendapatkan pengajaran agama Khonghucu di sekolah dan 
pencantuman agama Khonghucu dalam kartu tanda penduduk warga Tionghoa 
yang menganut agama Khonghucu. 
Mengenai status agama Khonghucu, Presiden Yudhoyono kembali mengingatkan 
pidatonya saat Perayaan Tahun Baru Imlek 2005. ‖Pemerintah mengacu pada 
Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 yang diundangkan melalui Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1969. Dalam penjelasannya disebutkan, agama Islam, 
Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu adalah agama yang dipeluk 
penduduk di Indonesia,‖ kata Presiden. 
‖Di negeri kita tidak dianut istilah agama yang diakui atau tidak diakui negara. 
Prinsip yang dianut UUD adalah negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 
penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai dengan 
kepercayaannya itu. Negara tidak akan pernah mencampuri ajaran agama. Tugas 
negara adalah memberikan perlindungan, pelayanan, serta membantu 
pembangunan dan pemeliharaan sarana peribadatan serta mendorong pemeluk 






Bagi warga Tionghoa yang memeluk agama Khonghucu, Presiden menegaskan 
agar tidak ragu-ragu memeluk agamanya dan menjalankan ibadat serta 
kepercayaanya itu. 
Presiden kemudian menyatakan pada 24 Januari lalu, Menteri Agama telah 
menegaskan bahwa berdasarkan Penpres Nomor 1 Tahun 1965, yang dinyatakan 
dalam UU Nomor 5 Tahun 1969, Departemen Agama telah melayani umat 
Khonghucu sebagai penganut agama Khonghucu. Demikian pula pelaksanaan 
pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan. Presiden meminta kantor catatan sipil di Indonesia 
mencatatkan perkawinan bagi pemeluk agama Khonghucu seperti pencatatan 
perkawinan bagi penganut agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. 
‖Terkait dengan ketentuan Pasal 12 A UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, ke depan Depag juga akan memfasilitasi penyediaan guru 
agama Khonghucu untuk mengajarkan agama itu bagi murid sekolah yang 
menganutnya. Dengan kebijakan baru ini, saya berharap tidak ada lagi perasaan di 
kalangan masyarakat Tionghoa yang menganut agama Khonghucu bahwa mereka 
memperoleh perlakuan yang diskriminatif,‖ ujar Presiden. 
Presiden juga meminta warga dan umat Khonghucu terus berbagi rasa dengan 
saudaranya yang tengah dilanda bencana banjir dan lainnya. 
Birokrasi 
Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (Jawa Timur V) menyambut 
baik sikap politik Presiden yang sebenarnya merupakan kelanjutan sikap politik 
Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati. 
Namun, kata Gayus, masyarakat akan melihat bagaimana tanggapan dari birokrasi 
atas sikap politik Presiden. ‖Kita lihat apakah perkawinan secara Khonghucu akan 
dicatat oleh kantor catatan sipil atau tidak. Kalau ternyata sikap politik Presiden 
















Presiden Minta Penganut Khonghucu Jalankan Ajaran 
Agamanya 
Sabtu, 04 Pebruari 2006  
TEMPO Interaktif, Jakarta: 
 
Jakarta- Presiden meminta kepada para penganut Khonghucu untuk menjalankan 
ajaran agamanya dengan sungguh-sungguh. Selain itu para penganut Khonghucu 
juga dapat menikah berdasarkan ajaran agamanya dan dianggap sah oleh negara. 
"Jangan ragu-ragu menjalankan ajaran agamanya," kata Presiden Yudhoyono 
dalam perayaan Imlek 2557 di Jakarta Convention Centre, Sabtu (4/2) sore. 
 
Presiden Yudhoyono mengatakan, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 5 tahun 1969 yang menyatakan bahwa Khonghucu merupakan salah satu 
agama. Negara juga akan menjamin pelaksanaan semua ajaran agama dan 
membantu pemeliharaan fasilitas keagamaan. Dia menambahkan, pemerintah juga 
berencana menyediakan guru-guru agama bagi para murid penganut Khonghucu. 
Pidato Presiden Yudhoyono ini mendapat sambutan dan tepuk tangan berulangkali 
dari sekitar 3.000 undangan yang hadir. 
 
Presiden meminta kepada komunitas Khonghucu untuk terus menjalin rasa 
senasib sepenanggungan dengan bangsa Indonesia lainnya. Ini bisa ditunjukkan 
dengan ikut berperan aktif memberikan bantuan dan meringankan beban kepada 
masyarakat lainnya yang tengah ditimpa bencana alam. "Ini akan mempercepat 
proses integrasi," katanya. Jika ini terjadi maka bangsa Indonesia akan mengalami 
kejayaan yang akan dinikmati bersama.  
 
Presiden juga meminta kepada masyarakat Khonghucu untuk bersikap saling 
pengertian jika masih ada pelayanan kependudukan yang dirasakan masih belum 
memuaskan. Menurut Presiden, perubahan di Indonesia telah terjadi sedemikian 
nyata sejak reformasi berlangsung. Menurut dia, peran aktif masyarakat 
Khonghucu di dalam bangsa Indonesia dan faktor waktu akan mempermudah 
terjadinya proses pembauran sebagai bangsa yang satu.  
 
Sedangkan ketua panitia perayaan Imlek, Sugeng Sentoso menyampaikan 
harapannya agar penganut Khonghucu bisa menjalankan ajaran agamanya, 
menikah berdasarkan agamanya, dan tercatat status ajarannya di dalam kartu tanda 











Nama  : Yustina 
Usia   : 46 Tahun 
Pekerjaan : Pelatih Angkat Besi & Sekretaris di Klenteng Tien Kok Sie 
1. Berapa usia Klenteng Tien Kok Sie di Surakarta ini? 
Jawab: Klenteng ini dibangun pertama kali pada tahun 1650 dan 
dinamakan Kwan Im Teng.  
2. Berdasarkan umatnya Klenteng Tien Kok Sie termasuk Klenteng apa? 
Jawab: Klenteng Tien Kok Sie termasuk klenteng Tri Darma dimana yang 
datang ke klenteng ini tidak hanya umat Kong Hu Chu saja, tetapi terdiri 
dari Buddha, Tao, dan Kong Hu Chu.  
3. Apa dengan adanya konsep Tri Darma ketiga agama tersebut menjadi 
satu? 
Jawab: Dengan adanya Tri Darma tidak berarti agama Khonghucu, agama 
Tao, dan  agama Buddha melebur menjadi satu. Maisng-masing agama 
masih berdiri sendiri-sendiri, namun mereka mengakui  bahwa ada 
sebagian umat mereka merupakan umat bersama yang perlu dibina 
bersama. Untuk itu, rohaniwan Khonghucu mendapat kesempatan untuk 
menguraikan ajaran agama Khonghucu di kelenteng atau Tempat Ibadah 
Tri Darma (TITD), di samping di tempat Ibadah Untuk agama Khonghucu 
( Khongcu Bio). 
4. Bagaimana kita membedakan antar ketiga umat tersebut dan apa tidak 
pernah terjadi keributan antar ketiganya? 
Jawab: Bila kita lihat di Klenteng Tien Kok Sie terdapat tiga altar, altar 
yang pertama digunakan untuk menyembah pada Tuhan atau Thian pada 
agama Kong Hu Chu. Altar kedua terdapat patung Buddha, sedangkan 
altar ketiga terdapat patung dewi Kuan In.    
5. Apakah pada masa Orde Baru umat Kong Hu Chu mengalami kesulitan 
dalam beribadah? 
Jawab: Pada masa Orde Baru kita mengalami kesulitan karena banyak 
peraturan yang membatasi kita, misal dalam merayakaan hari Imlek tidak 






Nama  : Ibu Liem yun 
Usia   : 54 Tahun 
Pekerjaan : Pedagang  
1. Berapa lama anda menjadi umat di Klenteng Tien Kok Sie ini? 
Jawab: Sudah cukup lama, kira-kira hampir 31 tahun. Sejak saya remaja 
saya sudah sering beribadah disini. Sekarang anak-anak saya pun juiga 
beribadah di klenteng ini. 
2. Berapa kali dalam satu minggu anda beribadah datang langsung ke 
klenteng ini? 
Jawab: Ya bisa dua kali lebih tiap satu minggu, tergantung tiap ada 
kesempatan atau pun ada acara keagamaan saya selalu menyempatkan diri 
datang ke klenteng ini. Kalau tidak sempat ya saya ibadah di rumah. 
3. Menurut ibu apakah pada masa Orde Lama umat Kong Hu Chu di 
diskriminasi oleh pemerintah? 
Jawab: Saya ingat sekali waktu Orde Baru kita tidak boleh secara terbuka 
merayakan hari-hari raya kami. Seperti hari raya imlek, jadi ya saya hanya 
merayakan di Klenteng ini secara sederhana, tidak boleh sampai menarik 
perhatian umum. 
4. Apa menurut ibu, Gus Dur ikut berperan dalam eksistensi Agama Kong 
Hu Chu di Indonesia? 
Jawab: Gus Dur sangat berperan, karena beliau sudah mencabut peraturan 
yang mempersempit atau membatasi kami dalam beribadah. Serta sudah 
mengakui bahwa Kong Hu Chu adalah agama bukan sekedar aliran saja. 
5. Apa di era Reformasi ini umat Kong Hu Chu sudah mendapatkan hak-
haknya? 
Jawab: Ya semua butuh proses, tapi saya sudah sangat bersyukur 
   
 








Nama  : Bapak Liat Chan Zie 
Usia   : 48 Tahun 
Pekerjaan : Swasta 
1. Berapa lama anda menjadi umat di Klenteng Tien Kok Sie ini? 
Jawab : Sudah 20 tahun mungkin.  
2. Berapa kali dalam satu minggu anda beribadah datang langsung ke 
klenteng ini? 
Jawab : Saya datang ke Klenteng ini sekali satu minggu, biasanya hari 
minggu sore.  
3 Menurut bapak apakah pada masa Orde Lama umat Kong Hu Chu di 
diskriminasi oleh pemerintah? 
Jawab : Saya dulu masa Orba jarang sekali datang ke klenteng, karena ya 
saya takut nanti dituduh sebagai komunis, padahal kita kan hanya ingin 
beribadah. Kita bukan komunis, walau pun agama Kong Hu Chu berasal 
dari Cina.  
4. Apa menurut bapak, Gus Dur ikut berperan dalam eksistensi Agama Kong 
Hu Chu di Indonesia? 
Jawab: Saya menganggap Gus Dur sebagai ―Bapak Pembaharuaan‖ karena 
tanpa beliau mungkin umat Kong Hu Chu belum bisa sebebas sekarang 
dalam beribadah. Bahkan kemarin ketika beliau wafat, kami umat 
Klenteng ini mengadakan do‘a bersama untuk Gus Dur.  
5. Apa di era Reformasi ini umat Kong Hu Chu sudah mendapatkan hak-
haknya? 
Jawab : Saya rasa sudah, meskipun masih ada beberapa pihak yang belum 










Nama  : Agustina 
Usia   : 20 Tahun 
Pekerjaan : Pelajar 
1. Berapa lama anda menjadi umat di Klenteng Tien Kok Sie ini? 
Jawab : 10 tahun kira-kira saya menjadi umat di sini. Dulu ketika saya SD, 
saya sering bermain disini. Saya berlatih barong sai jadi ya sering ke 
klenteng ini. Selain untuk berlatih juga saya beribadah di klenteng ini. 
2. Berapa kali dalam satu minggu anda beribadah datang langsung ke klenteng 
ini? 
Jawab : Dulu waktu berlatih Barong sai ya bisa 3 kali seminggu, tapi 
sekarang karena tidak latihan lagi ya cuma kalau hari libur saja. 
3. Menurut anda apakah pada masa Orde Lama umat Kong Hu Chu di 
diskriminasi oleh pemerintah? 
Jawab : Saya kurang tahu soal itu, karena saya kan masih kecil. Tapi 
menurut cerita orang tua saya dulu umat Kong Hu Chu memang mengalami 
diskriminasi dalam melaksanakan ibadahnya.  
4. Apa menurut anda, Gus Dur ikut berperan dalam eksistensi Agama Kong Hu 
Chu di Indonesia? 
Jawab: Berkat Gus Dur agama Kong Hu Chu bisa lebih dihargai sebagai 
agama, tentu saya sangat menghormati beliau. 
5. Apa di era Reformasi ini umat Kong Hu Chu sudah mendapatkan hak-
haknya? 
Jawab : Mungkin sudah mendapatkan haknya dalam beribadah secara bebas, 
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Freedom and Confucianism 
Carl M. Johnson 
University of Hawaii 
Abstract  
In order to better understand how the question of freedom will affect the future of 
China, this paper analyzes its relationship to Confucianism. Since freedom can be 
understood as the normatively desirable expression of self-nature, the paper first 
examines the concept of human nature in the Mencius and shows that, contrary to the 
stereotype, Confucianism has the resources for a creative and progressive 
understanding of personal and political freedom. In the second section, the paper 
analyzes the question of whether Confucianism has the resources to resist 
misappropriation by totalitarians. Finding numerous instances of textual support for 
this, the paper concludes by calling on concerned Western observers to urge the 
Chinese to use the resources of their own culture to responsibly build a more free 
society.  
Introduction  
Few concepts are as important for the future of the People‘s Republic of China as that 
of freedom. Though the government is still nominally Communist, increasingly 
Confucianism is also promoted as a uniquely Chinese governing philosophy worthy 
of the study of party members and intellectuals. T hus, while no one can predict the 
exact role that freedom will play in the evolution of the self-understanding and 
governance of the Chinese people, examining concepts in Confucian thought that are 
analogous to freedom
1 
may allow us to better describe the concept as it exists in 
China today and, through dialogue with Chinese scholars, authorities, and common 
people, prescribe some of the forms the concept takes in the future.  
Before such an examination is possible, it is necessary to briefly note and contrast the 
variety of roles that freedom plays in Western discourse. For example, there is a 
certain paradoxical relationship between freedom and responsibility in the West. 
Sometimes, freedom is associated with freedom from restraint or responsibility. We 
think of independent individuals making their way in the world free of any external 
control. Other times, freedom is seen as the basis of moral responsibility itself. We 
think it is appropriate to punish those whose violations of the law were committed as 
a matter of free choice. In the first case, having freedom is a consequence of having 
fewer responsibilities. In the second case, having more responsibility is the 
consequence of having freedom.  
We can partially ease this tension by thinking of freedom as the normatively 
desirable expression of self-nature_—_though allowing that the concept of the 
―nature‖ of a thing varies wildly from  
1 
The contemporary Chinese term for freedom, ziyou 自由, is a modern coinage and 
does not occur in any of the traditional classic texts of Confucianism. Accordingly, 
our examination will have to go somewhat further afield to find true analogues of 
freedom in Confucian thought.The International Journal of the Asian Philosophical 






context to context. In the first case, we think of the nature of one‘s unique 
individuality being best expressed in the absence of restraints external to the self. In 
the second case, we think of moral responsibility as arising from the fact that our 
nature as rational decision makers allows us to choose freely between relative goods. 
As these examples show, when we employ differing ideas about the nature of the self, 
our ideas about freedom must change as well.  
Thus, the first question we will explore is the role of ―human nature‖ in Confucian 
thought. With that background in place, we will go on to observe some challenges 
and difficulties for the preservation of freedom in Confucian context, while also 
suggesting some means of resolving those difficulties.  
The concepts of nature in Confucian thought  
Since freedom can be usefully seen as the normative expression of nature, to find a 
Chinese analog of freedom, it is helpful to understand the Chinese analogs of ―human 
nature.‖ The obvious place to begin is renxing 人性, the term most often used to 
translate ―human nature‖ (―person‖ ren 人 plus ―nature‖ xing 性) into Chinese. 
Looking in the Analects, however, the term xing only appears twice.
2 
Neither of these 
references seem to be enough on its own to allow us to reconstruct a Confucian 
concept of xing without turning to other sources.  
A more promising avenue is available in the Mencius, which both refers to xing 
repeatedly and engages in a philosophical debate about its meaning. Mencius 
famously takes the position that good (shan 善) is for renxing what seeking down is 
for water.
3 
However, as Roger Ames points out in ―The Mencian Conception of Ren 
xing 人性: Does it Mean ‗Human Nature‘?‖ there are reasons why identifying 
renxing too quickly with ―human nature‖ is problematic. First of all, using renxing as 
a substitute for ―human nature‖ in our thinking may cause us to think of it as 
universal and innate in a way that is not appropriate in a Chinese context. More 
fundamentally, Ames worries that a too quick association of xing with nature 
conflates the differences between xing 性, xin 心(―heart-mind‖), sheng 生 (―life,‖ 
―growth,‖ or ―birth,‖), and ming 命 (―decree,‖ ―command,‖ or ―destiny‖). 
Graphically, the character for xing, 性, is made up of two components: 心, which 
suggests its meaning, and 生, which suggests its sound. Ames sees 生 as also 
paronomastically  
2 
Discouragingly, the first reference is, ―We can learn from the Master‘s cultural 
refinements, but do not hear him discourse on such subjects as our ‗natural 
disposition (xing 性)‘ and ‗the way of tian (tiandao 天道)‖ (Analects 5.13. Ames and 
Rosemont translation, p. 98). The second is a bit less discouraging but still 
enigmatically short, ―Human beings are similar in their natural tendencies (xing 性), 
but vary greatly by virtue of their habits‖ (17.2, p. 203).  
3 
Mencius 6A/2.The International Journal of the Asian Philosophical Association. Vol 






―Nurturing one‘s nature‖ is nonsensical if ―nature‖ is taken to mean a natural 
property that is innate and inviolable. For example, conceptually ―free will‖ is born 
fully grown and needs no nurturing. On the other hand, preserving one‘s natural 
properties is a perfectly understandable injunction, since the loss of such entails the 
loss of personhood through death or severe disability. Hence the heart-mind is less in 
need of cultivation as it is of preservation. To be sure, the heart-mind is still less fixed 
than, say, freedom of the will: Mencius warns in 6A/10 that selling out one‘s core 
values for an increase of wealth ―is known as losing one‘s root heart‖ (benxin 本心). 
When the root is chopped off, the plant can no longer grow and begins to wither and 
die.In 2A/2, Mencius extolls the benefits of attaining to (as opposed to preserving 
from birth) what is literally translated ―an unmoving heart‖ budong xin 不動心. 
Nevertheless, the point is that it is a mistake to allow our usual Western framework to 
cause us to think of xing as a fixed nature and xin as an ever-changing heart when the 
opposite is nearer the truth. lending to 性 not only a suggest of originating in birth but 
ongoing vitality and growth.
4 
Western scholars are apt to carelessly attribute 
Mencius‘ ―four germs‖ or ―stirrings‖ of morality (siduan 四端) to the ―nature‖ of 
humankind to be good. In fact, Mencius attributes these initial stirrings of moral 
sentiment to xin, the heart-mind, not xing.
5 
As such, it is xin which comes closer to 
being a natural endowment which may or may not be acted upon. This explains why 
Mencius 7A/1 tells us that ―preserving one‘s heart-mind; nurturing one‘s xing_—
_this is doing the affairs of Heaven (tian 天).‖
6 7 
 
Ames‘ other concern, the difference between xing and ming 命 (―decree,‖ 
―command,‖ or ―destiny‖), can be seen in most clearly in Mencius 7B/24, which 
explains that our biological capacities for taste, sight, etc. contain elements of both 
xing and ming, but are not called xing by the exemplary person (junzi 君子), whereas 
our moral relationships contain both elements of ming and xing, but are not called by 
the exemplary person ming. From this, Ames concludes that while  
4 
―Mencian Conception,‖ pp. 150–1.  
5 
Mencius, 2A/6.  
6 
Original translation of ―存其心，養 
性，所以事天也.‖  
7 
Kwong-Loi Shun argues in Mencius and Early Chinese Thought that the dispute in 
Mencius 3A/5 is about how Mohism has two roots_—_first one creates an image of 
the good (yi 義) and only then does one cultivate one‘s heart-mind to match that 
image_—_whereas Mencian Confucianism has only one root_—_the cultivation of 
the predispositions of the heart-mind. See pp. 134–5. Thus, the growth of the heart-
mind is the single source of all normativity, and the loss of the root of the heart 
mentioned in 6A/10 is the loss of the ability to develop ethically.The International 






there is some space to talk about ming as ―basic conditions,‖ these basic conditions 
are what we ―have in common with animals,‖ not a uniquely human essence.
8 
 
Ames‘ view of renxing in Mencius is not without controversy, however. Irene Bloom 
in ―Mencian Arguments on Human Nature‖ criticizes Ames by arguing for a reading 
of xing that is universally held by humankind. On her reading, Mencius‘ goal is  
to persuade Legalist-leaning rulers of their own potential for humaneness and to 
reassure them that humaneness is neither difficult nor impractical. Often he does this 




In particular, Bloom draws attention to Mencius‘ repeated use of the phrase, ―is 
possessed by all human beings‖ ren jie you zhi 人皆有之. From it, she concludes that 
Mencius is drawing our attention to reasoning something like the following,  
The ancient [sage] kings had this mind; people of the present all have it as well; […]. 




As such, Bloom feels that a reading of Mencius that de-emphasizes the universality 
of xing will also end up implicitly de-emphasizing not only the potential to sagacity, 
but our common humanity as well. Indeed, for Ames not only xing but being a person 
(ren 人) is a trait that can be lost:  
[E]ven with xin (heart-and-mind)_—_the basic ―ground‖ in which the xing is 
―rooted‖ (gen 根)_—_there are those human beings who, having failed to cultivate 
what is an incipient and fragile emblem of their humanity, do not qualify as human 
persons. They are inhuman (fei ren 非人). When Mencius says that ―no man is 
devoid of a heart sensitive to the suffering of others,‖ he is also saying ―any man who 
does not have a heart sensitive to the suffering of others is not really human.
11
 
Bloom also reinterprets passages that we saw as evidence for the Amesian conception 
of xing in order to support her position, so that in Mencius 7A/1, for example, 
although it speaks of ―nurturing‖ (yang 養) our xing, ―what we refer to as 
―cultivation‖ (xiu [修]) or ―nurturing‖ (yang) has as much to do with preservation as 
with development.‖
12 
In 6B/2, Mencius explains that,  
8 
―Mencian Conception,‖, p. 158.  
9 
Bloom, p. 45.  
10 
Ibid., p. 29.  
11 
―Mencian Conception,‖, p. 162.  
12 
Bloom, p. 38.The International Journal of the Asian Philosophical Association. Vol 






If you wear the clothes of Yao, speak the words of Yao, and behave the way Yao 
behaved, then you are a Yao. On the other hand, if you wear the clothes of [Jie], 




From this, Bloom concludes that, ―Becoming the sage entails acting on our shared 
potential,‖
14 
and that the tone of the passage is essentially exhortative. Throughout 
her essay, Bloom repeats the phrase ―our common humanity,‖ to stress what it is that 
we share with other human beings, especially the most sagely among us. From this 
same passage, Ames has concluded that there is nothing over and above the actions 
of the sage which constitutes a unique nature of sagacity or humanity. As such, there 
is no need to posit the existence of a ―potential‖ for the common person to live up to.  
At this point, the basic exegetical divide between Ames and Bloom may seem on the 
one hand intractable and on the other hand utterly beside the point in a paper 
ostensively about ―freedom.‖ I will argue, however, that this basic divide in the 
interpretation of xing does have important repercussions for our understanding of 
freedom. Ames‘ larger goal in ―The Mencian Conception‖ and elsewhere is a 
rehabilitation of our conventional, perhaps vaguely Orientalist notion of 
Confucianism as a staid (possibly stagnant), conservative view of society. Against 
this, Ames wants to insist that what constitutes an achievement in Confucianism is 
open ended and unfixed by inner essences or limitations. This view of Ames‘ 
culminates in his treatment of 誠 cheng:  
This term is commonly translated in the early literature as either ―integrity‖ or 
―sincerity.‖ In our translation, we have introduced the term ―creativity‖ as the most 
important meaning of cheng […].
15
 
This may seem like a radical reinterpretation of the text. For example where Lau 
gives Mencius 4A/12 as, ―There is a way for [a person] to be true to himself. If he 
does not understand goodness, he cannot be true to himself,‖
16 
Ames gives, ―There is 
a way of being creative in one‘s person. Persons who do not understand efficacy are 
not creative in their persons.‖
17 
The trade of ―goodness‖ for ―efficacy‖ (both 善 shan) 
seems within the bounds of the translator‘s prerogative, but the trade of ―being true to 
one‘s self‖ and ―creativity‖ is a further stretch, the adequacy of which entirely 
depends on our view of how nature is expressed in Confucianism. Ames‘ translation 
is acceptable if we think that the way to be true to oneself is through creative 
expression but it fails if we think that the way to be true to the self is through 
expression of a previous fixed nature. In  
13 
Lau translation, p. 134.  
14 
Bloom, p. 51, n. 53.  
15 
Ames and Hall, Focusing the Familiar, p. 61. Emphasis mine.  
16 
Lau, p. 82.  
17 
Focusing the Familiar, p. 135.The International Journal of the Asian Philosophical 






―The Way is Made in the Walking: Responsibility as Relational Virtuosity,‖ Ames 
acknowledges this tension by noting that while we have a high view of creativity in 
the arts, our view of creativity in other fields is quite low:  
[I]f I were to learn that Eliot Deutsch is morally ‗creative,‘ I might properly stand in 
admiration of his rakish charms, but I would also be concerned about his having 
anything but a passing acquaintance with my comely wife or my innocent children.
18
 
The reason for our thinking this way is that in certain fields, we may entertain the 
notion of progress, but on the whole we still think, ―Our unstated responsibility is to 
discover natural and particularly moral laws, and to do our best to act in accordance 
with them.‖
19 
As such, all progress is really progress toward a predetermined goal_—
_exactly the sort thing that Ames insists is lacking in the Mencius and early 
Confucianism. Instead, they attempt to create a normative ideal for living without 
thereby constraining our options in advance.
20 
If this is so, then an Amesian view of 
―the nature of nature‖ will have an important impact on the nature of freedom as the 
expression of nature and whether it is the achievement of a creative novelty or a pre-
specified end.  
The highest achievement in Confucianism is the achievement of ren 仁, translated as 
―humaneness,‖ ―benevolence,‖ ―authoritative conduct,‖ etc. (In part, its multiplicity 
of possible translations demonstrates the plurality of manners in which it can be 
concretely realized.) While Confucius never claims to have perfectly attained to ren, 
perhaps out of modesty, he does allow that at age ―seventy I could give my heart-and-
mind free reign without overstepping the boundaries.‖
21 
Unlike Western notions such 
as political freedom (which is historically and constitutionally determined) or 
freedom of the will (which is innate), the Confucian equivalent of freedom is a 
socially-situated, personal responsiveness in which our own nature (our own hearts) 
can be expressed without imperiling others and one which is realized only through a 
lifetime of effort. Like the Western ideal of political freedom, Confucian freedom 
tends towards the harmonious working together of disparate elements of society by 
their own accord, and, if Ames is correct, like the ideal of freedom of the will it can 
be express itself creatively rather than according to a preset pattern.  
Freedom and the responsibility to prevent tyranny  
With such a notion of Confucian freedom in mind, it is important for us to ask 
whether its implementation by the Chinese will be robust enough to protect the 
people from those evils that we  
18 
―The Way is Made in the Walking,‖ p. 42.  
19 
Ibid., p. 43.  
20 
Cf. Analects 18.8, where Confucius says he is different from others, ―in that I do 
not have presuppositions as to what may or may not be done.‖ Rosemont and Ames, 
p. 216.  
21 
Analects 2.4. Ames and Rosemont translation, p. 77.The International Journal of 






believe the Western concepts of freedom serve to protect Americans from: Does 
Confucianism provide the degree of responsiveness to the people necessary to allow 
the government to fulfill its responsibilities while upholding freedom? Or does its 
very creative flexibility make inevitable its perversion into violence against others?  
Certainly, there are many anti-fascistic impulses present in Confucian thought. 
Bloom, for example, draws our attention to the way that going against nature is 
associated with violence in the Mencius. Thus when Gaozi compares making moral 
persons to making cups out of willow branches, Mencius asks,  
Can you make cups and bowls by following the nature of the willow? […] If you 
must mutilate the willow to make it into cups and bowls, must you, then, also 
mutilate a man to make him moral? Surely it will be these words of yours men will 
follow in bringing disaster upon morality.
22
 
From this, Bloom draws the observation that, ―while violence may deprive life, 
arboreal or human, of its resilience and capacity for growth, this must be seen as a 
despoliation, rather than a description, of the nature of trees or people.‖
23 
 
This anti-fascistic note is echoed in the Analects, where Confucius says, ―If you 
govern effectively, what need is there for killing?‖
24 
and ―To execute a person who 
has not first been educated is cruel.‖
25 
The Confucian vision culminates with 
Confucius quoting admiringly, ―If truly efficacious people were put in charge of 
governing for one hundred years, they would be able to overcome violence and 
dispense with killing all together.‖
26 
Similarly, Confucius tells us that the exemplary 
person seeks a true social harmony (he 和) not a bland conformity (tong 同),
27 
and his 
injunction to ―insure that the names are used properly‖ (zhengming 正名)
28 
can be 
nothing but a condemnation of Orwellian newspeak.  
That the ideals of Confucianism are anti-fascistic is therefore clear enough. There is, 
however, still space to doubt how well the practice of Confucianism will be able to 
embody its ideals and whether they can prevent lapses of responsibility by the rulers 
towards the ruled if laws and rights are left to the creative interpretation of exemplary 
persons. For example, we explained before that losing the Mencian germs of morality 
entails losing not only the possibility of true personality (ren 仁) but possibly even 
humanity itself (ren 人). Such language, however, is quite literally the language of 
dehumanization, and it is to counter such a tendency that Bloom, unlike Ames, is so 
insistent in positing that Mencian renxing is a universally shared and otherwise 
inalienable common humanity.  
22 
Mencius 6A/1. Lao translation, p. 122.  
23 
Bloom, p. 37.  
24 
Analects 12.19. Ames and Rosemont translation, p. 158.  
25 
Ibid., 20.2, p. 229.  
26 
Ibid., 13.11, p. 164.  
27 
Ibid., 13.23.  
28 
Ibid., 13.3, p. 162.The International Journal of the Asian Philosophical 






The fear is the Han Chinese majority will see the ―superiority‖ of Confucian values 
as a license to dehumanize those minorities who insist on retaining their cultural 
distinctiveness.  
Without meaning to minimize the importance of those fears, it is worthwhile to point 
out that wondering whether Confucianism, though well-intentioned, is deficient in the 
resources necessary to successfully combat racism, prejudice, and dehumanization is 
to pass over all too quickly the blithe assumption that Western democracy has been 
successful. Such an assumption will serve as news to African-Americans living 
before the Civil Rights movement (and to a certain extent even today) among other 
marginalized groups, too numerous to mention. As Rosemont and Ames point out, 
the historical misuses of the Bible are no more or less damning than the misuses of 
Confucianism.
29 
Both the Bible and Confucian texts can be twisted to support tyrants 
and racists, but what is more important is our pressing to ensure that their noblest 
aspects are drawn from in order to support the creation of a better future. Ultimately, 
the only way to create a guarantee of rights for the minority is to instill in the 
majority a sense of responsibility for the preservation of those rights_—_a truth that 
Confucianism is quick to emphasize:  
Lead the people with administrative injunctions and keep them orderly with penal 
law, and they will avoid punishments but will be without a sense of shame. Lead 
them with excellence (de 德) and keep them orderly through observing ritual 




We see in this passage that laws, in Confucianism, are merely the final mechanism to 
preserve the prospering of the people. That they are invoked at all is warning that 
something has gone amiss.
31
 
The key remaining issue for the question of freedom in China is what will be the role 
of democracy (minzhu 民主) in Chinese government. Confucius is not especially 
optimistic about the masses (民min). He remarks that they ―can be induced to travel 
along the way, but they cannot be induced to realize it.‖
32 
Like Plato, most of his 
instruction is targeted instead at the exemplary persons who are  
29 
Chinese Classic, pp. xiii–xiv.  
30 
Analects 2.3. Ames and Rosemont translation, p. 76.  
31 
The sorry state of human rights for enemy combatants during the Bush years 
confirms the importance of general sentiment over pieces over paper in the 
preservation of rights. It was because the average American had little concern for 
accused terrorists like Jose Padilla that it was possible for an American citizen to be 
held for three and a half years without being given a day in court, to give only one 
example of the inadequacy of laws to substitute for culture.  
32 
Analects 8.9. Ames and Rosemont translation, p. 122. Ames and Rosemont note 
that while the received version of the text uses you 由, the same The International 






to rule society. Mencius concurs that, ―Some labor by their heart-minds; some labor 
by their strength. The former rule; the latter are ruled.‖
33 
The degree to which these 
sentiments are seen as anti-democratic can be somewhat mitigated, however, if we 
understand that the line between those who use the heart-mind and those who use 
strength is not drawn at birth as in the Republic
34 
but develops during one‘s lifetime. 
From the time of Plato up to the present day, republics have been specifically 
designed to deal with the problem that Confucius worried about by keeping the 
masses out of the finer technical mechanisms of governance through constitutional 
strictures while maintaining responsiveness through elections and the like. Of course, 
as the many tin-pot dictators of the world have shown, constitutions and elections do 
not guarantee rule that is responsive to the people. All of the trappings of a republic 
can be made into hollow shells if the spirit of the people and those who rule are not 






morpheme in freedom ziyou 自由, more ancient versions of the text use 道 dao. 
Neither variation is especially complementary of the people.  
Unlike republicanism, Confucianism does not attempt to solve the problem of making 
government responsive to the masses through the use of foreordained restrictions on 
possible laws and filtered channels of participation. Rather, from the side of the 
elites, responsibility to the masses is encouraged by promoting responsiveness to the 
relationships that constitute one as a person. From side of the masses, their own 
responsibility grows the more they aspire to ren 仁 ―humaneness‖ and attain mutual 
regard through the exhortative example of exemplary persons.
35 
The key 
consideration is that rule through ren at its best is able to non-coercive lead the 
people without doing violence to the possibilities for cultivating human nature. Of 
course, historically this goal has not always been achieved in China, but neither have 
the highest ideals of democracy always been achieved in the West. Moving forward, 
the West can best encourage the growth of freedom in China by pointing out the 
resources that their own cultural heritage provides them for building a more creative, 
democratic, and humane future and by modeling these virtues in their own societies.  
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